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LAN Perwakilan Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah lahir batin yang tiada pernah
terputus, akhirnya tim peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan
laporan penelitian tentang "Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian
Kinerja Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat 11" ini dengan baik
dan tepat waktu, meskipun hasilnyva dapat dikatakan sederhana.

Penelitian in1 kami pandang memiliki nilai yang cukup penting
seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan
publik pada era reformasi. Tuntutan terhadap peningkatan mutu pelayanan
ini dapat dipersamakan dengan tuntutan untuk meninjau kembali paradigma
administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan umum
(public service). Ini berarti pula perlunya dilakukan penyempurnaan-
penyempurnaan dalam berbagai dimensi pelayvanan vang meliputi institus!
atau kelembagaan pelayanan, mekanisme atau prosedur pelayanan, serta
kriteria atau standar pelayanannya. Apalagi dengan kemungkinan perubahan
sistem kelembagaan organisasi pemerintah Daerah Tingkat II, maka perlu
dilengkapi pula dengan penyempumaan sistem ketatalaksanaannya.

Tim peneliti  sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini masih
memerlukan pengkajian secara lebih mendalam dan upaya-upaya uji coba.
Disamping itu, penelitian ini tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya
kelompok kerja yang solid dan efektif serta dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan
dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala LAN
Perwakilan Jawa Barat yang telah memberikan arahan serta dukungan
kepada tim peneliti. Juga kepada seluruh anggota tim, kami ucapkan terima
kasih atas kekompakan dan keseirusan dalam bekerja. Ucapan terima kasih
secara khusus kanmu sampaikan kepada para nara sumber Pusat dan Daerah
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yang telah memberikan wawasan normatif maupun empiris mengenai fungsi
dan praktck pelayanan aparatur pemerintah di daerah.

Akhirmya, tim peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan atau saran kebijakan yang feasible dan applicable,
dalam rangka meningkatkan kinerja dan  pertanggungjawaban
(accountability) sektor publik.

Wabilahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Februari 1999
Pimpinan Proyek Litbang Aparatur

Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Permasalahan pokok yang mclatarbelakangi penelitian ini pada
hakekatnya adalah masih adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi di satu pihak, dengan
kemampuan Dinas Daerah Tingkat I dalam memberikan pelayanan yang
masih relatif rendah di pihak lain, yang antara lain disebabkan oleh tidak
adanya kebijakan yang dapat merangsang Dinas Daerah Tingkat II untuk
meningkatkan kinerja pelayanannya.

Oleh karena itu penclitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau
merumuskan beberapa pokok pikiran tentang konsep pengembangan pola
penilaian kinerja pelayanan umum Dinas Daerah Tingkat I, yang meliputi
tiga aspek, yaitu : 1) institusi penilai ; 2) mekanisme atau prosedur penilaian

serta 3) kriteria, instrumen dan indikator kinerjanya (performance
criterions). Dengan mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan kebijaksanaan
pemerintah — khususnya dibidang ketatalaksanaan — yang lebih sesuai
dengan semangat reformasi.

Dalam hal ketiga aspek penilaian kinerja pelayanan tersebut,
penelitian menghasilkan adanya enam alternatif institusi penilai, dua
alternatif  kelembagaan atau institusi, dua alternatif prosedur atau
mekanisme, serta empat altematif kriteria atau instrumen pelayanan.

Kelembagaan penilai pelayanan merupakan saah satu aspek vang
memerlukan waktu dan pemikiran yang cukup mendalam jika diinginkan
membentuk lembaga penilai tersendiri yang mandiri. Untuk itu, dalam
jangka pendek ini fungsi penilaian kinerja pelayanan dapat dititipkan pada
instansi pengawasan yang telah ada, misalnya Inspektoral Wilayah / Daerah
atau BPKP. Hal ini sekaligus sebagai langkah pemberdayaan institusi yang
telah ada dan lebih efektif. Namun dalam jangka panjang tetap perlu
dipikirkan pembentukan kelembagaan fungsional yang lebih profesional.
Dalam hal ini, Lembaga Administrasi Negara dapat dipandang sebagai saah

vill Penelitian *Pengembangan Kebijasanaan Pola Penilaian Kinefja
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satu institusi fungsional, namun tetap dengan melibatkan unsur personalia
dari instansi yang bersangkutan.

Sementara itu dalam aspck mekanisme, penilaian perlu dilakukan
secara periodik (tahunan) oleh institusi fungsional yang meliputi dimensi
input, proses, output maupun outcomes-nya. Pada dimensi input, proscs, dan
output, penilaian dilakukan terhadap dinas yang bersangkutan. Sedangkan
penilaian terhadap outcome, berupa kepuasan konsumen dilakukan secara
langsung oleh institusi fungsional penilai terhadap masyarakat konsumen
pemakai barang / jasa yang dihasilkan oleh dinas yang bersangkutan.

Adapun dalam aspek kriteria ataupun instrumennya, penyusunan
mstrumen penilaian didasarkan kepada hasil modifikasi dari semua model
yang diajukan. Berdasarkan hasil modifikasi tersebut, melahirkan instrumen
penilaian yang berbeda sesuai dengan jenis dinas dan jenis pelayanan yang
diberikan. Selanjutnya, berdasarkan vanabel, indikator, serta proksi-proksi
vang ada, kemudian dituangkan dalam beberapa formulir penilaian sebagai
instrumen penilaian kinerja pelayanan Dinas Daerah Tingkat I1.

«
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
1. Aralt Perkembangan Masyarakat

Perkembangan masvarakat vang mengemuka akhir-akhir i
ditunjukkan dengan makin kritisnva masvarakat terhadap berbagai kebijakan
pemerintah tatkala kebijakan tersebut tidak relevan dengan situasi dan kondisi
sasaranya. Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai-nilai
tradisional dalam masyvarakat dari sikap semula vang pasif dan akomodatif
menjadi sikap aktif dan partisipatif. Perubahan nilai-nilai tradisional ke nilai-
nilai masvarakat maju ini vang sering dinamakan scbagai perkembangan ke
arah terciptanva masvarakat madani (civil society).

Dalam kondisi masvarakat madani seperti ini, berbeda sekali dengan
masvarakat tradisional dalam hal tuntutannva terhadap kinerja pemerintahan.
Tuntutan masvarakat madani akan kualitas pelavanan vang diberikan lebih
tinggi dibandingkan dengan pada kondisi masvarakat tradisional. Sebagai
kompensasi dari tingginva tuntutan tersebut, masvarakat pun makin sadar
akan kewajibannyva, seperti membayvar pajak, membavar retribusi dengan tarif
vang lebih tinggi asal pelavanan memuaskan, dan kewajiban-kewajiban
lainnva. Dalam konteks ini, vang diperlukan adalah bagaimana pemerintah
melakukan pemberdavaan (empowerment) potensi masvarakat tersebut, agar
di satu pihak tuntutan masyarakat terpenuhi, dan dilain  pihak
pemvelenggaraan pelavanan dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan
memberikan keuntungan vang besar bagi birokrasi pemerintah, sehingga
pemerintah tidak hanva berorientasi kepada pembelanjaan tetapi benar-benar
beronentasi kepada hasil (result oriented government).

Pergeseran  paradigma  pembangunan, dan  semula  vang
mengandalkan peran aktif pemerintah dengan mengharapkan partisipasi
masvarakat, ke arah pembangunan vang bersumber dari, oleh dan untuk
masvarakat melalui upaya-upaya pemberdayvaan, schingga masyarakat ikut
serta dalam merumuskan perencanaan, ikut aktif dalam pelaksanaan, bahkan
turut terhibat dalam melakukan kontrol pembangunan ini merupakan pertanda
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terjadinva  perubahan paradigma pembangunan dari  people oriented
development ke people centered development. Tentu saja dalam suasana
vang seperti ini. vang diperlukan adalah adanya suatu pemerintahan vang
bertanggungjawab (accountable), demokratis (democratic), memberdayakan
perangkat dan norma hukum (law enforcement), serta transparan
(transparancy). Indikator-indikator ini vang menunjukkan suatu good
governance, yang secara kongkrit dapat terlihat dari kinerja (performance)
pelayanan vang diberikan pemerintah terhadap masvarakat.

2. Arali Perkembangan Fungsi Pelayanan Publik

Secara ideologis. pelavanan terhadap masvarakat merupakan tugas
utama vang hakiki dari pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masvarakat,
Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat,
vang meliputi 4 aspek pelavanan pokok pemerintah terhadap masyarakat,
vaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dumia vang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, prinsip market oriented organisasi pemerintahan
dari Osborne dan Gacbler (1992) juga harus diartikan bahwa pelavanan vang
diberikan oleh pemerintah  harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
Demikian juga prinsip catalitic government, mengandung pengertian bahwa
aparatur pemerintah  harus  bertindak sebagai katalisator. pemberi
kenvamanan, pengatur, pengaman, dan mempercepat proses pelavanan,
bukannya penghambat dari kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnva
mempercepat pelavanan terhadap masvarakat.

Dalam konteks ini, fungsi pemerintah lebih dititikberatkan sebagai
regulator  dibanding implementator atau aktor pelavanan. Sebagai
imbangannya, pemerintah perlu  memberdayakan kelompok masvarakat
sendin sebagai penvedia atau pelaksana jasa pelavanan umum. Dengan kata
lain, tugas pemerintah adalah membantu masvarakat agar mampu membantu
dirinya sendiri (helping people to help themselves). Inilah sesungguhnya vang
dimaksud dengan prinsip self-help atau steering rather than rowing.

Ajaran ing ngarsa sung tuladha, ing madva mangun karsa, tut wuri
handayani dari Ki Hajar Dewantara, juga pada hakikatnva mengharuskan
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sosok aparatur pemerintah yang ccpat tanggap dan responsif terhadap
tuntutan masvarakat. Aparatur pemerintah harus mampu menjadi motivator
(pendorong), teladan (pemberi contoh vang baik), dan mitra kerja dari ma-
svarakat. Tujuan akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan
masvarakat dan peningkatan kualitas pelavanan vang diterima masyarakat.

3. Antisipasi Kebijakan Pemerintal

Scjalan dengan munculnya berbagai kecenderungan tersebut, maka
diperlukan revitalisasi peran dan fungsi aparatur, dari peran scbagai
‘pemerintah’ menjadi peran sebagai ‘pelavan’. Dalam mengantisipasal
revitalisasi peran aparatur pemerintah untuk lebih mengutamakan pelayanan
umum ini, pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1995 telah
mengintruksikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
(waktu itu) untuk mengambil langkah-langkah vang terkoordinasi dengan
Departemen/Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Dacrah untuk
memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada
masvarakat. baik vang menvangkut penyelenggaraan pelayanan pemerintah,
pembangunan, maupun kemasvarakatan.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Menteri Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendavagunaan Aparatur Negara
(Wasbangpan) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
56/MK WASPAN/6/98 tentang Langkah Nvata Memperbaiki Pelayanan
Masvarakat Sesuai Dengan Aspirasi Reformasi, vang dimaksudkan untuk
meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur
vang bersih dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
serta mampu mendorong masvarakat  berpartisipasi  penuh  dalam
pembangunan, baik di bidang ckonomi. sosial budaya dan politik melalui
kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan vang transparan.

Instruksi presiden terscbut harus secepatnya ditanggapi, bukan hanya
oleh Menkowasbangpan sendiri, akan tetapi olch berbagai kalangan instansi
pemerintah vang terkait dengan pelavanan masyarakat. Berkenaan dengan itu,
pada Tahun Anggaran 1997/1998 LAN Perwakilan Jawa Barat telah
melakukan penelitian tentang “Pola Penilaian Kinerja Pelayanan Umum
Aparat Dinas Daerah Tingkat II”, vang menghasilkan tolok ukur berbagai.
jenis pelavanan vang diberikan olch aparat Dinas Daerah Tingkat I1 terhadap
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masvarakat. Penentuan tolok ukur ini adalah sebagai langkah awal bagi
pelembagaan “penilaian kinerja pelavanan umum terutama vang dilakukan
olech Dinas Dati II”. Adapun sasarannya adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayvanan kepada masvarakat.

Sudah barang tentu, hasil penelitian tersebut, baru akan bermanfaat
apabila dijadikan masukan bagi perumusan kebijaksanaan. Untuk itu scbagai
tindak lanjut dari penclitian tersebut perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan
tentang “Pola Penilaian Kinerja Pelayanan Aparat Dinas Dacrah Tingkat 117,
vang hasilnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dinas-dinas Daerah
Tingkat II dan unit-unit organisasi pelayanan lainnya dalam mengantisipasi
bentuk kelembagaan. mekanisme kerja, dan instrumen penilaian kinerja
pelayanan vang dilakukan, serta menjadi kerangka acuan bagi penvusunan
standar-standar pelavanan vang diberikannva sebagai landasan bagi
penyusunan instrumen penilaian kinerja pelavanan umum.

B. Permasalahan Pokok

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan
pokok dalam penclitian i dirumuskan sebagai berikut:  “Adanva
kesecnjangan antara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelavanan vang
semakin tinggi di satu pihak dengan kemampuan Dinas Daerah Tingkat I
dalam memberikan pelayanan yang masih relatif rendah di lain pihak, vang
antara lain disebabkan oleh tidak adanya kebijakan vang dapat merangsang
Dinas Daerah Tingkat Il untuk meningkatkan kinerja pelavanannva™,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pencliian ini bertujuan untuk merumuskan pola kelembagaan,
mekanisme, dan instrumen penilaian kinerja pelavanan umum yang dilakukan
oleh Dinas Dati II, sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan tentang
“Penilaian Kinerja Pelavanan Umum Dinas Dati 117

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat spesifikasi dan penjabaran lebih lanjut
dan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dari aspek substansi,
penclitian melingkupi kegiatan sebagai berikut : (1) Analisis teoritis tentang
pelayanan umum dan penukuran kinerjanya; (2) Analisis terhadap kebijakan

4 Penelitian “Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian Kinerja
Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II"



LAN Perwakilan Jawa Barat

pelavanan serta kebijakan penilaian kinerja pelavanan yang selama ini
berlaku; (3) Analisis terhadap kondisi, masalah, dan prospek pelayanan
umum Dinas Dati Il serta pengukuran kinerjanya vang selama ini dilakukan;
(4) Kajian terhadap beberapa altematif kelembagaan, mekanisme, dan
instrumen penilaian kinerja pelayanan umum Dinas Dati 11

E. Target Pengkajian

Target dari kegiatan ini adalah terumuskannya suatu konsep “Sistem
Penilaian Kinerja Pelayanan Aparat Dinas Daerah Tingkat 117, yang dapat
dijadikan pedoman dan acuan bagi aparat dinas Dati II dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya serta dalam upava meningkatkan kinerja pelayanan
kepada masyarakat. Konsep sistem penilaian tersebut meliputi aspek
kelembagaan penilai, aspek mekanisme penilaian, dan aspek instrumen
penilaian.

F. Metodologi Penelitian

Metode vang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Artinva bahwa data-data yang dikumpulkan dideskripsikan “apa
adanya tanpa melakukan generalisasi statistik tehadap kescluruhan populasi.
Generalisasi statistik tidak dilakukan karena proses sampling vang dilakukan
tidak secara random, namun secara metodologis dapat dipertanggung
jawabkan. Namun demikian, generalisasi hasil penelitian dalam perumusan
pola penilaian kinerja pelayanan umum, dilakukan dengan dukungan teori
vang ada.

Sementara itu, dilihat dari pendekatannva penelitian ini bersifat
longitudinal, artinva bahwa penilitian ini merupakan kelanjutan  dari
penelitian sebelumnva Tahun Anggaran 1997/1998 tentang “pola penilaian
kinerja pelavanan umum aparat Dinas Dati I1I”. Selanjutnya, pada Tahun
Anggaran 1999/2000 juga akan dilakukan penelitian vang merupakan
kelanjutan dari penelitian ini.

1. Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Dinas Daerah
Tingkat II. Sedangkan vang dijadikan sampel adalah semua dinas Daerah
Tingkat Il vang berada di empat Kabupaten Dacrah Tingkat II, vaitu Dinas
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Dati II di Kotamadva Daerah Tingkat II Bandung, Dinas Dati II di
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Bandung, Dinas Dati I di Kodva Dacrah
Tingkat 11 Tangerang (Semuanva di Dati | Jawa Barat), serta Dinas Dati I1 di
Kabupaten Daerah Tingkat [T Gianvar (Propinst Dati 1 Bali).

Pemilihan sampel di atas, dilakukan dengan pertimbangan bahwa
keempat Dacrah Tingkat Il tersebut dapat mewakili seluruh Dinas Dati Il
vang ada. Karena tujuan dan penclitian adalah merumuskan suatu pola
penilaian kinerja pelavanan, maka kelengkapan jenis pelavanan, merupakan
pertimbangan dalam pemilthan sampel ini. Kondisi kualitas pelavanan vang
selama ini dilakukan tidak menjadi fokus dalam penelitian. Atas dasar itu,
keempat Daerah Tingkat II tersebut cukup lengkap untuk keperluan penclitian
ini. Dinas-dinas Dati I vang dimintai data dan informasinva adalah scbagai
berikut:

Tabel 1.1
Dinas/Instansi Daerah Tingkat I Yang Disurvey

A

1. Dinas Kebersihan dan 5. Dinas PU 10. Dinas Pariwisata

Pertamanan N i ym
6. Dinas Pendapatan 11. Kantor Catatan Sipil

2. Dinas Pertanian

3 7. Dinas Perhutanan & 12. Kandep Perindag
Tanaman Pangan 2

Kons. Tanah

3. Dinas Pendidikan Dasar ) 13. Kantor Pertanahan
8. Dinas Perkebunan 14, Kandeo P dan K
4. Dinas LLAJ . Kandep P dan

9. Dinas Kesehatan

2. Teknik Pengumpulan Data
Data digali melalui 3 (tiga) cara vaitu melalui kuesioner (tertutup dan
terbuka). lokakarva dalam rangka akumulasi persepsi, dan pengumpulan data
sckunder dar1 instansi-instansi  sampel. Pelaksanaan ketiga tcknik
pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan dua cara. vaitu
pertama dibagikan kepada Kepala Dinas Dati Il vang dijadikan sampel.
Kedua. khusus untuk kuesioner terbuka, selain dibagikan dan diisi
langsung oleh responden, juga dilakukan wawancara langsung olch
anggota Tim Peneliti.

2. Lokakarva dilakukan untuk mengakumulasi persepsi dan penilaian para
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pakar, pelaku pelavanan, dan masyvarakat konsumen terhadap kebijakan
pelavanan dan penilaian kinerja pelavanan, serta kondisi pelavanan saat
ini. Untuk penwvakilan konsumen, maka Yavasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) diminta untuk mewakilinya.

Data sckunder dikumpulkan melalui dua cara. Pertama dengan pengisian
formulir vang telah disiapkan, dan kedua dengan meminta langsung data
sekunder vang dibutuhkan namun tidak memungkinkan untuk disiapkan
formulirnva.

4. Teknik Analisis
Analisis dilakukan terhadap data-data primer dan sckunder serta

persepsi pakar dan pelaku pelavanan. Untuk itu teknik analisis yang
digunakan meliputi:

. Literature study terhadap teori-tcort vang pelavanan umum dan
pengukuran kinerja pelavanan umum vang berkembang;:

2. Content analvsis mengenai kebijakan pelavanan umum dan pengukuran
kinerja pelayanan umum;

3. Descriptive analvsis terhadap situasi dan kondisi pelaksanaan pelavanan
umum vang dilakukan selama ini.
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BAB 11

KAJIAN TEORITIS TENTANG PELAYANAN UMUM
DAN PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN
UMUM

A. Perkembangan Peran Sektor Publik dan Private

Perjalanan historis konsepsi dan aplikasi pelayanan umum scbagai
suatu komoditas publik vang harus dikelola oleh sektor pemerintah (public
sector) bermula dan adanva kegagalan pasar (market failure). Dalam hal ini,
pasar vang semula diharapkan dapat memecahkan semua permasalahan
ckonomi, temyvata tidak mampu mengatasi masalah ekstemalitas (externality)
dan penvediaan barang-barang publik (public goods) termasuk diantaranya
pelayanan umum (public services). Dengan alasan komoditas-komoditas ini
tidak dapat memberikan keuntungan secara ckonomis, maka sektor swasta
*{private sector) tidak mau menyediakan komoditas publik tersebut. Demikian
Juga, cksternalitas vang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, sulit untuk
diinternalkan.

Atas dasar alasan ini, campur tangan pemerintah dalam penyediaan
barang publik, pengaturan monopoli, penvediaan jasa vang menghasilkan
cksternalitas positif, serta upaya mengatasi cksternalitas negatif vang
ditimbulkan oleh suatu aktivitas scktor privat, sangat diperlukan. Sejalan
dengan itu, pemikiran tentang pelavanan umum pun menjadi suatu gagasan
vang menjadi topik bahasan menarik dan mendapat perhatian serius baik dari
kalangan akademisi maupun kalangan praktisi, khususnya di lingkungan
pemerintahan.

Dalam perkembangan selanjutnva, sektor publik vang semula
diandalkan dapat mengatasi kekurangan-kekurangan sektor private, ternyata
banvak terdapat friksi dan pembiasan dalam aplikasinya, schingga dalam
kondisi yang kurang menvenangkan, sektor publik sering dituding sebagai
biangnva inefisiensi. Kenvataan ini ditunjukkan dengan banyaknva kegagalan
perusahaan negara vang mengalami kerugian dan tidak mampu bersaing di
pasaran. Atas dasar itu, gagasan privatisasi pun muncul kembali, bahkan
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masalah privatisasi dan pelavanan sektor publik pada dasa warsa terakhir ini
telah menjadi tema kajian vang populer di hampir semua negara scbagai
bagian utama program Reinventing Government Management (REGOM).

Dalam perkembangan ini, scbagaimana banvak negara, Indonesia
juga telah dan sedang menerapkan program-program privatisasi. Kendatipun
ada juga pendapat bahwa untuk beberapa jenis badan usaha, privatisasi
bukanlah jawaban satu-satunva untuk menuju efisiensi, efektivitas dan
accountabilitas  manajemen  scktor publik.  Altematif lain  seperti
penvempurnaan ckonomisasi biava transaksi atau economizing meminjam
istilah ~ Oliver  Williamson  (1994) merupakan pilihan  yang perlu
dipertimbangkan.

B. Reinventing Government Management (REGOM)

Di lain pihak. juga dapat dikatakan bahwa paradigma REGOM
muncul sebagai konsekuensi logis dart berhasilnya pembangunan di banyak
negara, serta persaingan antar bangsa pada skala global. Seperti diketahui
bahwa perkembangan teknologi, demografi. dan karakteristik konsumsi, di
satu scgi telah meningkatkan kesejahteraan umat manusia, tetapi di lain segi
juga membawa konsekuenst perubahan institusional di dalam masyarakat.
Salah satu perubahan vang significant adalah pergeseran sifat barang dan
Jasa-jasa, vakni dart barang publik berubah menjadi barang private atau
sebaliknyva dari barang private berubah menjadi barang publik.

Dengan perubahan barang atau jasa publik menjadi barang atau jasa
private, maka konsumen vang semula menikmati barang atau jasa tersebut
secara individual maupun bersama-sama tanpa dikenakan biava (hon
excludable) menjadi tidak bebas menikmati kecuali harus membavar harga
barang atau jasa tersebut (excludable). Sementara itu, pergescran dari
barang/jasa private dengan karaktenstik rivalness, excludable dan divisible
(Savas, 1986), menjadi barang/jasa publik, mengharuskan pemerintah untuk
campur tangan dalam pengelolaannya.

Konsekuensi dari semakin banvaknva barang/jasa swasta vang tidak
dapat dihindan berubah sifat menjadi barang/jasa publik, maka beban
pemerintah akan semakin tinggi. Hal ini sering dikatakan sebagai fenomena
government growth. Pertumbuhan beban pemerintah i akan semakin
berlebihan bukan hanya karena berubahnya barang swasta menjadi barang

10 Penelitian "Pengembangan Kebjjaksanaan Pola Penilaian Kinerja
Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat I



LAN Perwakilan Jawa Barat

publik saja, tetapi terutama juga bila pemerintah tidak secara selektif
menentukan batas-batas pekerjaannva. Ada kalanva barang atau jasa vang
scbenarnva bercirikan barang atau jasa swasta masih diproduksi atau
disubsidi pemerintah.

lustrasi i menunjukkan bahwa pertumbuhan beban pemerintah
semakin tidak dapat dihindari, terlebih lagi bila pemerintah tidak secara
selektif mengidentifikasi barang atau jasa apa vang dikategorikan publik dan
apa vang dikategorikan swasta. Bila barang atau jasa vang sebenarnya
bereirikan barang / jasa swasta masih juga diproduksi atau terlalu banyak
disubsidi oleh pemerintah maka pertumbuhan beban pemerintah semakin tidak
dapat dikendalikan.

Dengan kata lain, di tengah kecenderungan munculnyva beban
tambahan pemerintah vang tidak dapat dihindari, maka efisiensi, efektivitas
dan accountabilitas penvelenggaraan pemerintahan dengan sendirinva
semakin menjadi kebutuhan imperatif. Itulah scbabnva di banvak negara
dikembangkanlah paradigma Reinventing Government, dengan sasaran a
smaller, better, faster and cheaper government.

Dalam bahasa Osborne dan Gaeblf.‘!"'(!‘?‘-)?,) sasaran-sasaran ini
bertumpu pada pnsip customer-driven government. Instrumennya adalah
pembalikan mental model para birokrat dari keadaan lebih suka dilavam
menuju pada lebith suka melavani. Yang pertama menempatkan pemimpin
puncak birokrasi berada pada piramida tertinggi dengan warga negara
(customer) berada pada posisi terbawah. Sebaliknva vang kedua
menempatkan warga negara (customer) berada pada puncak piramida dengan
pemimpin birokrasi berada pada posisi paling bawah. Sasaran akhir dari
pengembangan organisasi ini tidak lain adalah dicapainva pelavanan terbaik
kepada masvarakat.

Munculnya era pelavanan terbaik kepada pelanggan sangatlah
relevan dengan prinsip pengembangan dava saing dalam dunia usaha swasta.
Seperti diketahui, selain model dava saing vang bertumpu pada sumber dava
atau resource-based competitiveness (core competence), terdapat pula model
dava saing vang bertumpu pada nilai tertinggi di mata pelanggan (marker
based competitiveness). Dalam manajemen sektor publik, pelayanan prima
kepada masvarakat telah menjadi bagian penting dari accountability
manajemen. Schubungan dengan trend tersebut di atas beberapa negara juga
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menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam perwujudan pelayanan prima
kepada masvarakat.

C. Paradiema "Governance"
-]

Joseph Tussman (1989) menulis dalam bukunva “The Burden of
Office: Agamemnon and Other Losers", bahwa: "Governance not by the
best among all of us but by the best within each of us". Artinva pemerintahan
itu dilaksanakan sebaiknya bukan oleh orang-orang terbaik di antara aparatur
negara, tetapi justru olch kemampuan terbaik dari setiap individu aparatur
negara yang bersangkutan. Hal int merupakan konsekuensi dari suatu sistem
administrast publik yvang secara seutuhnyva berfungsi memberikan pelayanan
dan pembinaan kepada masvarakat.

Istiiah "governance" secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu
kegtatan pengarahan, pembinaar atau dalani bahasa Inggerisnva adalah
"guiding". Governance adalah suatn proses dalam mana suatu sistem sosial-
ckonom: atau sistem organisasi kompleks lainnva dikendalikan dan diatur,
sebagaimana diungkapkan oleh Pagquet (1994) : "It is the process through
which a socio-econoniy or any other complex organisation is steered”.
Sedangkan Pinte (1994 : 8) mendefinisikan governance sebagai prakrek
penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam
pengelolaan wrusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan
ekonomi pada khususnya. Kajian tentang paradigma governance dalam
hubungan ini akan berarti suatu kegiatan untuk melihat perkembangan dan
perubahan pola-pola pikir dan cara pandang, serta pemahaman kita tentang
permasalahan yang dihadapi dalam proses pengaturan, pembinaan dan
pengendalian kehidupan sosio-ckonomi masyarakat.

Perkembangan pengaturan kehidupan sosial ckonomi masyarakat
melalul suatu sistem kelembagaan publik maupun swasta berlangsung secara
evolusi vang hingga dewasa ini diperkirakan telah melalui empat tahapan
(Paquet, 1994). Pertama, adalah tahapan dimana organisasi pemerintahan
maupun swasta masth relatif kecil, karena baru dibentuk atau negara vang
bersangkutan baru merdeka atau baru didirikan. Dalam kondisi vang
demikian biasanya organisasi terscbut dikendalikan oleh seorang pemimpin
vang sangat berpengaruh. Kualitas governance cenderung masih sangat
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sederhana dan cenderung informal (fiefdom quality): sistem komunikast dan
informasi vang mengalir dalam proses organisasi ini biasanva berkisar di
antara sekelompok kecil pejabat politik atau hanya di seputar pemimpin
pemerintahan.

Akan tetapi sejalan dengan perkembangan permasalahan vang
dihadapi makin kompleks. dan berbagai urusan pemernintahan pun telah
berkembang semakin kompleks pula, maka organisasi pemerintahan maupun
swasta juga berkembang menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Struktur
organisasi dikembangkan dengan dilengkapi berbagai aturan perundang-
undangan serta prosedur dan tata kerja vang semakin formal sesuai dengan
kebutuhan organisasi vang semakin kompleks.

Tahap ini merupakan rahapan kedua, dimana organisasi telah
tumbuh menjadi suatu bentuk organisasi birokratik dengan hicrarkhi
pengambilan keputusan dan kekuasaan. Peranan organisasi pemerintahan dan
swasta vang besar di banvak negara maju terjadi dalam periode tahun 1940-
an hingga tahun 1970-an. Sedangkan di negara-negara berkembang proses
berkembangnva organisasi swasta maupun pemerintah menjadi demikian
besarnva berlangsung hingga tahun 1980-an.

Sclama lingkungan strategis pemerintahan maupun swasta secara
relatif berada dalam kondisi vang stabil, maka birokrasi pemerintahan
maupun swasta dengan berbagai aturan dan prosedurnva masih tetap berlaku
secara efektif. Akan tetapi, dengan kondisi lingkungan vang berubah dengan
cepat dan permasalahan vang dihadapi juga semakin kompleks dan semakin
sulit untuk dipecahkan, maka sistem birokrasi vang besar dan kaku mulai
menghadapi permasalahan ketidakberfungsiannya (dysfunctional).

Pada tahap ini mulai terlihat perbedaan antara organisasi
pemerintahan dan organisasi swasta. Di sektor swasta, dihadapkan pada
kompleksitas lingkungan strategisnva, mercka dengan segera melakukan
proses segmentasi, memecah organisasi mereka ke dalam unit-unit organisasi
vang lebih kecil sebagai pusat laba (profit center) atau vang lajim disebut
sebagai strategic business unit (SBU). Sedangkan di sektor publik, dengan
sedikit perbedaan dan kesulitan juga telah mulai mengikuti jejak organisasi
swasta, dengan dibentuknya unit-unit organisasi khusus vang berfungsi secara
self-finance atau organisasi swadana. Program perampingan birokrasi
pemerintahan serta deregulasi dijalankan oleh pemerintah untuk mampu
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menyvesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan strategisnva. Dalam konteks
tahapan ketiga ini. maka sistem governance baik di sektor swasta maupun
pemerintahan sedikit banvaknyva diatur oleh mekanisme pasar (market
driven).

Namun demikian, arus informasi dalam sistem birokrasi vang
dikendalikan oleh mekanisme pasar ini temvata juga terbukti tidak selalu
sempurna. Operasionalisasi kebijaksanaan publik vang berorientasi kepada
pasar atau didasarkan kepada motif efisiensi, dalam kenvataannva tidak
mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat berkenaan dengan aspck
pemerataan  vang berkeadilan (equity). Eksternalitas ekonomi vang
berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup manusia,
ternvata tidak dapat dicegah dan sulit diatast olch sistem birokrasi swasta
vang berorientasi semata-mata kepada efisiensi ckonomi. Pola kompetisi vang
diperkenalkan dalam sistem  birokrasi swasta ternyata cenderung
mengesampingkan pentingnya sinergisme pencapaian tujuan organisasi secara
umuim.

Sedangkan di  lingkungan birokrasi pemerintahan, persaingan
terhadap sumber-sumber organisasi dan persaingan dalam kinerja fungsional
masing-masing unit organisasi ternyata telah menimbulkan tumbuhnya
egoisme sektoral, egoisme fungsional, bahkan egoisme departemental,
schingga melupakan keterpaduan dan sinkronisasi upaya pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelavanan kepada
masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka berkembanglah kebutuhan untuk
menciptakan dan membangun kembali dalam unit-unit birokrasi vang
terdesentralisasi terscbut, suatu mekanisme hubungan kerjasama informal,
vang memberikan suatu suasana kondusif dalam sistem birokrasi dengan
ditumbuhkannya nilai-nilai kebersamaan (shared value) dan komitmen
terhadap tujuan bersama, yang lajimnya disebut dengan istilah budaya
korporat (corporate culture). Inilah esensi dari tahapan vang terakhir atau
tahap keempat evolusi governance, dimana diciptakan suatu sistem birokrasi
atau sistem governance dengan pola kesatuan keluarga atau marga (clan
system). Dalam menerapkan svstem komunikasi informal antar unit-unit
organisasi untuk menciptakan suatu keterpaduan pencapaian tujuan,
organisasi swasta cenderung lebih maju dan lebih mudah menerapkannva.
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Sedangkan organisasi di scktor publik tampaknya masih cenderung
mengalami kesulitan untuk bisa bergerak diluar berbagai aturan standar vang
kaku dan birokratik itu.

Paradigma pemerintahan atau governance vang cenderung
berkembang dalam memasuki abad ke-21 diberbagai negara dewasa ini
adalah paradigma governance berdasarkan mekanisme pasar (market driven
governance) dan paradigma keterpaduan (corporate atau clan system).
Sedangkan paradigma "fiefdom" dan birokrasi telah mulai ditinggalkan.
Dalam paradigma vang dikembangkan dewasa ini, khususnya di Indonesia,
kita bisa menvaksikan bahwa pemerintah telah mulai menekankan pentingnya
desentralisasi, antara lain dengan telah dimulainva pelaksanaan titik berat
otonomi pada Dacrah Tingkat II.

Di samping itu, sistem penvelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.
pembangunan, dan pelavanan kepada masyarakat telah mulai diselenggarakan
dengan pola vang lebih bersifat informal dan interaktif, dengan memanfaatkan
mekanisme pasar dan sistem kekeluargaan (clan system). Pola kemitraan
antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat umumnya sebagai bentul:
partisipasi masyvarakat dalam penyvelenggaraan  fungsi pemerintahan.
pembangunan dan pelavanan publik adalah perkembangan vang positif dalam
praktck pradigma mutakhir sistem governance. Praktek-praktek inilah vang
secara operasional merupakan pengejawantahan dari konsepsi “Good
Governance".

D. Konsepsi ""Good Gavernance"

Perkembangan paradigma ‘“governance" sebagaimana diuraikan
terdahulu mencerminkan bahwa dalam memasuki abad ke-21 vang ditandai
dengan globalisasi ekonomi, peranan mekanisme pasar semakin penting dalam
berbagai aspek kehidupan masvarakat. Meskipun mekanisme pasar dapat
mengalami kegagalan (failures) sebagai akibat faktor cksternalitasnya, tidak
berarti bahwa mekanisme pemerintah atau administrasi publik menjadi pilihan
satu-satunya. Pada kenvataannya sistem pemerintahan atau administrasi
publik juga bisa mengalami kegagalan. Karena itulah, maka vang dibutuhkan
adalah bagaimana menciptakan suatu keseimbangan antara proses
optimalisasi peranan administrasi publik dengan peranan mekanisme pasar,
sebab kebutuhan akan good governance dalam administrasi publik adalal
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sama pentingnya dengan kebutuhan efisiensi mekanisme pasar (Kristiadi,
1997).

Dengan menggunakan istilah Oliver Williamson (1975, 1980, 1992)
dan Barney and Oucki (1986), Kristiadi (1997 : 19) mengemukakan bahwa
good governance dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat fungsi pasar
dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai
transaksi-transaksi dengan biava transaksi paling rendah. Dengan demikian,
dalam konteks globalisasi perckonomian, maka tantangan yang dihadapi
dalam mewujudkan dava saing nasional vang tangguh adalah bagaimana
mewujudkan praktek administrasi publik, baik dalam skala makro maupun
mikro yvang menjamin transaksi berbiava rendah (economizing).

Berdasarkan uraian tersebut kita sampai pada pertanvaan
bagaimanakah administrasi publik yvang bercinkan good governance itu?
Jawabannya tentu saja tidak semudah kita membalikkan telapak tangan.
Untuk 1tu pengertian mengenai konsepsi governance perlu kita pahami
kembali. Banyak definisi vang bisa dikemukakan, tetapi untuk keperluan
kajian ini, baiknva kita simak kembali apa vang dikemukakan oleh Pinto
(1994 : 8) bahwa governance adalah prakiek penvelenggaraan kekuasaan
dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan
secara unuum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Secara umum governance mengandung unsur-unsur utama vang
terdirt dari akuntabilitas (accountability), (ransparansi (transparency),
keterbukaan (openness), dan aturan hukum (rule of law) (Bhatta, 1996 : 2)
Terhadap keempat unsur tersebut, Adamolekun dan Bryant (1994)
menambahkan dua unsur lainnyva vaitu kompetensi manajemen (management
compelence) dan hak-hak asasi manusia (human rights). Hak-hak asasi
manusia pada dasarnya merupakan bagian dari unsur governance (meskipun
pada tingkatan pengertian umum atau global). Sedangkan kompetensi
manajemen lebih cenderung merupakan akibat atau symprom dari adanva
good governance, dari pada sebagai bagian dari unsur utamanva. Berikut ini
adalah rincian dari keempat unsur utama vang dapat memberikan gambaran
bagaimana scharusnya administrasi publik vang bercirikan good governance
tersebut.
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1. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinva adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan
untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala
tindakan dan kebijaksanaan vang ditetapkannya. Unsur ini merupakan inti
dan pemerintahan vang baik (good governance).

Akuntabilitas aparatur pemerintahan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu
akuntabilitas politik, keuangan dan hukum (Brautigam, 1991:13).

Akuntabilitas politik berkaitan dengan sistem politik dan sistem
pemilu. Sistem politik multi partai dinilai lebih mampu menjamin
akuntabilitas politik pemerintah terhadap rakvatnva dari pada pemerintahan
dengan sistem politik satu partai. )

Akuntabilitas keuangan artinva adalah bahwa aparatur pemerintah
wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakvat dalam anggaran
belanjanva vang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.

Sedangkan akuntabilitas hukum mengandung arti bahwa rakyat
harus memiliki kevakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggung
jawab secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi pemerintahan yang
pada prakteknva telah merugikan kepettingan rakvat (onrechtmatige
overheidsdaad), dengan demikian harus mampu mempertanggung
jawabkannya dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

2. Transparansi

Pemerintahan vang baik akan bersifat transparan terhadap rakvatnya,
baik di tingkat pusat maupun di dacrah. Rakvat secara pribadi dapat
mengetahui secara jelas dan tanpa ada vang ditutup-tutupi tentang proses
perumusan  kebijaksanaan  publik dan  tindakan  pelaksanaannya
(implementasinva). Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan
pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, harus selalu dilaksanakan secara
terbuka dan diketahui umum.

3. Keterbukaan
Keterbukaan disini mengacu kepada terbukanyva kesempatan bagi
rakvat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang
dinilainya tidak transparan. Pemerintah vang baik, vang bersifat transparan
dan terbuka, akan memberikan informasi data vang memadai bagi masyarakat
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sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemenntahan. Dalam
praktek, dewasa ini kita masith mclihat kenvataan bahwa prosedur tender
kompetitif suatu provek pembangunan hingga penetapan keputusan
pemenangnya, masih sering bersifat tertutup. Rakyat atau bahkan para pelaku
tender dengan pemerintah sering tidak memperoleh kejelasan informasi
tentang hasil atau kriteria penctapan pemenang tender proyck vang
bersangkutan.

Tentang keterbukaan ini Brautigam (1991: 21) mengidentifikasi dua
jenis keterbukaan, vaitu ckonomi dan politik. Keterbukaan ekonomi
tercermin dari sistem persaingan pasar dengan sedikit mungkin pembatasan
(regulasi) oleh pemerintah, serta dilaksanakannva rejim perdagangan bebas
dengan sistem tanf (tariff barrier) vang bersifat terbuka kepada publik.
Sedangkan keterbukaan politik mengacu kepada pola persaingan dan
toleransi  terhadap perbedaan-perbedaan dalam proses pengambilan
keputusan. Permufakatan vang terjadi dalam setiap musyawarah untuk
pengambilan keputusan tidak terjadi melalui proses pemaksaan kehendak atau
mtinidasi, tetapi melalui tahapan argumentasi vang efektif terhadap setiap
perbedaan pendapat vang muncul. Pengambilan suara (voting) untuk
menetapkan suatu keputusan akibat terjadinva perbedaan pendapat bukanlah
hal vang tabu sepanjang keputusan vang dihasilkan bersifat mengikat kepada
siapapun vang terlibat, dan tidak ada pemboikotan atas pelaksanaan
keputusan hasil pemungutan suara tersebut. Disinilah letak persaingan positif
dan toleransi atas perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

4. Aturan Hukum (Rule of Law)

Prinsip rule of law disini diartikan bahwa good governance
mempunvai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan
masvarakat terhadap setiap kebijakan publik vang ditempuh. Oleh karena itu,
setiap kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan harus selalu
dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang
sudah melembaga dan diketahui oleh masvarakat umum, serta memiliki
kesempatan untuk mengevaluasinva. Masvarakat membutuhkan dan harus
dapat divakinkan tentang tersedianva suatu proses pemecahan masalah
perbedaan pendapat (conflict resolution), dan terdapat prosedur umum untuk
membatalkan sesuatu peraturan atau perundang-undangan tertentu. Hal ini
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penting untuk dikemukakan, mengingat bahwa pada kenvataannya sektor
swasta dewasa ini telah semakin terlibat dalam perckonomian nasional
maupun internasional, dan karenanya, terdapat kebutuhan untuk memiliki
kejelasan tentang kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak
kepemilikan seseorang (property rights) dan yang mampu menghormati nilai-
nilai perjanjian dalam kontrak bisnis.

Terpenuhinya unsur-unsur utama (core elements) yang membentuk
pola pemerintahan (governance) suatu masyarakat bangsa tertentu dalam
segala aspck kehidupannva, akan mencerminkan terdapatnya sistem dan
proses penvelenggaraan pemerintahan atau administrasi publik vang bersih
dan berwibawa sebagaimana diamanatkan dalam GBHN dalam konteks
negara kesatuan Republik Indonesia, serta pengertian good governance dalam
konteks vang lebih luas. Dalam hubungan itu, UNDP (Badan PBB untuk
Program Pembangunan, 1996) merumuskan bahwa "Key Fearures" atau ciri-
ciri pokok good governance adalah sebagai berikut:

a. Bahwa legitimasi pemerintah diakui dan diterima secara umum olch
rakvatnva;

b. Bahwa masvarakat memiliki kebebasan individu maupun kelompok untuk
berserikat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan
dan pelavanan publik;

c. Bahwa kerangka landasan hukum telah terbentuk secara jelas dan
diketahui, dipahami dan dihormati olch seluruh lapisan masvarakat;

d. Bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas vang tinggt serta transparan
dalam dalam setiap tindakan dan kebijaksanaannya;

e. Bahwa pemerintah selalu menyediakan informasi vang akurat bagi
masyarakat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.

E. Implementasi Good Governance Dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan

Berbagai konsepsi atau pemikiran mengenai good governance
sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya memiliki satu muara vaknt
bagaimana mewujudkan pemerintahan vang tidak hanya berwibawa, tetapi
juga bijaksana. Dua hal ini memiliki perbedaan vang cukup mendasar, dimana
kewibawaan pemerintah seningkali didapat dan otoritas kekuasaan vang
dipegangnva. Oleh karena itu, meskipun dapat membawa efektivitas dan
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efisiensi, namun kewibawaan tidak selalu dapat menciptakan suasana vang
kondusif bagi tumbuhnya keberdayaan masyvarakat. Disamping itu, ketaatan
masyvarakat kepada pemerintah kadang kala disertai perasaan takut. Artinva,
ketaatan terhadap suatu aturan atau hukum lahir bukan dari kesadaran bahwa
suatu aturan atau hukum tadi memang harus ditaati, melainkan karena takut
dan ancaman vang mungkin timbul dari tidak ditaatinva aturan atau hukum
tersebut.

Sedangkan pemerintahan yang bijaksana memiliki arti vang lebih
dalam, vakni tidak semata-mata mengandalkan kepada legalitas hukum untuk
menjalankan administrasi publiknya, akan tetapi juga berusaha menumbuhkan
rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut bertanggungjawab (sense of
responsible) masyarakat terhadap proses administrasi publik dan hasil-hasil
pembangunan vang dicapai.

Dengan kata lain, produk kebijakan publik vang dihasilkan selain
dimaksudkan untuk mengatur, sekaligus juga berfungsi sebagai kerangka
tumbuhnya inovasi, daya kreasi dan aspirasi masyarakat. Atau jika dibalik,
upava menumbuhkan keberdayaan masyarakat mengindikasikan bahwa
pemerintah telah lebih bertindak secara bijaksana (wisdom), dan tidak sckedar
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan otoritas atau wibawa.
Untuk dapat mencrapkan prinsip pemerintah van berwibawa ini, maka salah
satu svarat utama adalah kemampuan untuk selalu memahami dan
mengantisipasi  kondisi lingkungan masyvarakat, baik eksternal maupun
internalnya.

Satu hal vang perlu diingat di sini adalah bahwa upava
pemberdayaan masyarakat harus diusahakan jangan terbatas pada mitos saja.
Sebagaimana di tulis oleh Osborne dan Plastrik (1996). salah satu mitos
dalam program reformasi sektor publik adalah mitos masyarakat (the people
myth) vang berpandangan bahwa kinerja pemerintah dapat ditingkatkan
dengan memberikan kesempatan dan peluang vang lebih besar kepada
masyarakat, atau menciptakan keberdayaan dan kualitas masyarakat vang
lebih baik (hiring better people). Namun masalah sebenarnya bukan terletak
pada masyarakat, melainkan sistemnya vang menjebak masvarakat, atau
masvarakat vang terperangkap pada suatu sistem vang tidak memberikan
ruang gerak bagi inovasi dan inisiatif masyarakat. Oleh karena itu, program
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pemberdavaan masvarakat perlu pula diimbangi dengan penyempurnaan

sistem administrasi publik secara menyeluruh.

Dalam kaitan ini, menjadi relevan untuk mengetengahkan program
Reinventing Goverment Management (REGOM). Konsep dan implementasi
REGOM ini menunjukkan isu penting, vakni bagaimana mengembangkan
berbagai macam alternatif organisasi dan manajerial yang semakin banyak
memberikan kesempatan masyarakat dan dunia swasta untuk berperan dalam
memproduksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa. Kata kunci masalah
ini adalah pengembangan public — private partnership.

Agar pemerintah di negara manapun mampu melaksanakan fungsinya
dengan bercirikan good governance itu, maka perlu diciptakan suatu
kerangka administrasi publik vang mengandung unsur-unsur terciptanyva
suatu sistem kooperasi, serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan
bagi masvarakat.

Menurut Institute On Governance (1996). hal ini dapat ditempuh
dengan menciptakan hal-hal sebagai berikut :

I. Kerangka kerja tim (feamworks) antar organisasi, departemen dan antar
wilavah:

2. Hubungan kemitraan (partnership) antara pemerintah dengan setiap unsur

dalam masyarakat negara vang bersangkutan (jadi tidak hanya sekedar

kemitraan internal di antara sesama jajaran instansi pemerintahan saja):

Pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggung

jawab bersama dan kerjasama (cooperation) dalam suatu keterpaduan

serta sinergisme dalam pencapaian tujuan;

4. Adanva dukungan dan sistem imbalan vang memadai untuk mendorong
terciptanva kemampuan dan keberanian menanggung resiko (risk taking)
dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan;

5. Adanva kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik)
administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai ctika dan moralitas vang
diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang
dilayani;

sl

6. Adanva pelavanan administrasi publik vang berorientasi kepada
masvarakat vang dilayani (client centered) : inklusif (mencerminkan
lavanan vang mencakup secara merata seluruh masyvarakat bangsa vang
bersangkutan, tanpa ada perkecualian) ; administrasi pelayanan publik
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vang mudah dijangkau (accessible) masvarakat dan bersifat bersahabat
(user friendly) ; berasaskan pemerataan vang berkeadilan (equitable)
dalam setiap tindakan dan lavanan vang diberikan kepada masvarakat:
mencerminkan wajah pemerintah vang scbenamva (fidak bermuka dua)
atau tidak menerapkan standar ganda (double standards) dalam
menentukan kebijaksanaan dan memberikan lavanan terhadap masvarakat;
berfokus pada kepentingan masvarakat dan bukannva kepentingan
internal organisasi pemerintah (ourwardly focused) ; bersikap profesional;
dan bersikap tidak memihak (non-partisan).

Secara empirik dapat dikemukakan contoh bahwa dengan telah
ditetapkannva struktur pemernntahan vang baru berdasarkan mandat MPR,
maka pemerintah akan menjalankan kebijaksanaan vang telah dirumuskannva
sebagai pelaksanaan dart GBHN vang ditetapkan oleh rakvat melalui wakil-
wakil mereka di MPR.

Dalam kerangka ini, beberapa tindakan pemerintah vang diharapkan
sebagai wujud implementasi dan operasionalisasi dari  prinsip good
governance antara lain adalah : pemerintah atau administrasi publik
diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakvat
vang terkumpul melalui sistem perpajakan ; pemeriniah dapat menjalankan
fungsinva berdasarkan norma-norma standar etika dan moralitas
pemerintahan vang berkeadilan ; aparatur negara mampu menghormati
legitimasi konvensi konstitusional vang mencerminkan kedaulatan rakvat
(demokrasi) ; pemerintah memiliki dava tanggap terhadap berbagai vanasi
tuntutan aspirasi dan partisipasi vang berkembang dalam masyvarakat ; serta
bersikap positif atas pertanvaan masyarakat mengenai berbagai
kebijaksanaan vang dijalankannya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip
good governance, pemerintah harus memiliki perilaku bertanggungjawab,
sekaligus menciptakan mekanisme akuntabilitas maupun  struktur
kelembagaan bagi berkembangnya partisipasi masvarakat. Terlebih lagi jika
diingat bahwa era globalisasi pada abad 21 vang dicirikan oleh kesepakatan
internasional mengenai  perdagangan bebas, maka perwujudan godd
governance — khususnva bagi Indonesia — menjadi mutlak untuk segera
ditmplementasikan.
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F. Arti dan Kriteria Pelayanan

Albrecht (dalam Lovelock, 1992: 10) mendefinisikan pelayanan
sebagai ... a total organizational approach that makes quality of service as
perceived by the customer, the number one driving force for the operation of
the business”. Sementara itu Thoha (1991: 39) memberi pengertian tentang
pelavanan masvarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang
dan atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan
dan kemudahan kepada masvarakat dalam rangka pencapaian suatu tujuan
tertentu. Moenir (1995: 10) mengartikan kepentingan umum scbagai suatu
bentuk kepentingan vang menvangkut orang banvak atau masvarakat, tidak
bertentangan dengan norma dan aturan, vang kepentingan tersebut bersumber
pada kebutuhan (hajat/hidup) orang banvak / masvarakat itu.

Selain itu, Moenir (1995) juga menvatakan bahwa : “setiap kegiatan
vang dilakukan olch pihak lain vang ditujukan guna memenuhi kepentingan
orang banvak, disebut pelayanan umum?”. Pelayanan umum adalah kegiatan
vang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dalam konteks ini,
kebutuhan manusia akan lavanan digambarkan melalui Life Cycle Theory of
Leadership (LCTL), vang menvatakan bahwa pelayanan hakikatnya adalah
kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Secbagai proses, pelayvanan
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan
orang dalam masvarakat.

Berkaitan dengan hak-hak vang melekat pada publik, Henry (dalam

Ibrahum, 1997: 18) mengemukakan:

1. Public service adalah pengertian vang ditujukan kepada suatu pelayanan
terhadap kebutuhan vang bersifat umum dari masyarakat dan karena itu
dapat dituntut agar dilaksanakan.

2. Public utilities adalah pelavanan atas komoditas dan jasa dengan

mempergunakan sarana milik umum, vang dapat dilakukan oleh orang /

badan keperdataan namun harus dengan pelayanan dengan tanpa
diskriminasi.

Public interest law (pro bono publico) adalah dalam bentuk karva

pckerjaan/pelayanan  vang  dilakukan karena belas kasithan demi

kemanfaatan umum dan kebatkan umum,

VS ]
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Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga)
unsur dan satu svarat vang membentuk kepentingan umum vaitu: (1) adanva
kepentingan; (2) kebutuhan bersama: (3) masvarakat, dengan svarat tidak
bertentangan dengan norma/aturan.

G. Pengukuran Kualitas Pelayanan

Pengukuran kualitas pelavanan merupakan tcknik terpenting untuk
tujuan peningkatan kualitas pelavanan. Untuk mengetahui aspek-aspek mana
vang harus menjadi prioritas dalam uapaya peningkatan kualitas pelavanan,
maka diperlukan pengukuran terhadap kualitas dari pelavanan vang
diberikannva. Untuk bekerja secara sistematis dalam upayva menemukan dan
menvelesaikan masalah-masalah utama, juga harus menggunakan ukuran-
ukuran kualitas. Sclain itu untuk benar-benar mengetahui dampak dari
prubahan-perubahan yang terjadi sepanjang waktu, dibutuhkan ukuran-
ukuran untuk membandingkan kualitas kinerja pelavanan vang diberikan.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan dan digunakan metode
vang tepat untuk mengukur kualitas pelavanan. Kesalahan dalam
menggunakan metode, juga dapat menimbulkan inefisiensi baik  waktu
maupun biava.

1. Tipe Pengukuran Kualitas Pelayanan

Pengukuran kualitas pelavanan meliputi pengukuran kuantitatif dan
pengukuran kualitatif, vang keduanya saling melengkapi. Mectode kuantitatif
bertujuan untuk mengukur ‘objective facts’, seperti lamanva seorang pasien
harus menunggu saat dioperasi, berapa kali telepone berdering sebelum ada
vang menjawab, atau berapa lama seorang pelanggan harus menunggu d:
dalam antnan untuk dilayani petugas kasir. Sementara itu pengukuran
kualitatif tidak memuiliki presisi yvang sama, tetapi dapat memberikan
informasi vang tidak dapat diperoleh dari metode kuantitatif. Metode
kualitatif membantu kita untuk memahami harapan dan kebutuhan
masvarakat. Pengukuran kualitatif mencakup proses mendengarkan,
mempelajari, menganalisis dan menginterpretasikan pernvataan pelanggan.
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2. Langkah-langkah untuk Mengembangkan Ukuran Kualitas

Membuat definisi kualitas merupakan langkah pertama untuk
mengukur kualitas itu sendiri. Untuk mengukur kualitas vang dirasakan olch
pelanggan, maka pelanggan terscbut harus diberi konsep mengenat kualitas.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka vang terbaik untuk dilakukan adalah
dengan mendapatkan penjelasan dan pelanggan mengenai faktor-faktor
kualitas vang utama bagi mereka, vang disampaikan melalui pernyataan-
pernvataan. Sebagai contoh dari faktor-faktor kualitas adalah faktor
reliabilitas, kepercavaan dan ‘recovery’. Cara vang efektif dalam segi biaya
untuk mendapatkan faktor-faktor kualitas vang didasarkan kepada pelanggan,
adalah melalui interview dan teknik ‘critical incident .

Langkah kedua adalah membuat para pelanggan agar mau merinci
faktor-faktor diatas menjadi variabel. Variabel sebaiknya dirumuskan
semaksimal mungkin berdasarkan permvataan pelanggan itu sendini. Langkah
ketiga adalah membuat skala ukuran penilaian untuk setiap variabel,
misalnyva pengukuran didasarkan atas skala ukuran satu sampai lima. Hal ini
akan membantu pemahaman pandangan pelanggan terhadap ‘pelavanan vang
ideal’. Langkah keempat ad&lah mengarahkan pelanggan untuk menilai
pelavanan pada saat ini. Hasil penilaian / pengukuran tersebut akan
memberikan informasi untuk menvusun sasaran-sasaran kualitas yang
didasarkan kepada variabel dan faktor kualitas mendasar bagi pelanggan,

Didalam beberapa jenis pelayanan, membuat rumusan sasaran
kualitas cukup dilakukan setahun sekali, vaitu pada saat membuat persiapan
anggaran tahunan. Hal tersebut membantu dalam mengendalikan dan
mengevaluasi baik masalah kualitas maupun masalah keuangan dalam
periode vang sama. Selain itu, juga untuk mengintegrasikan data kualitas dan
keuangan vang pada akhimyva akan menolong dalam pengambilan pendekatan
biaya terhadap kualitas, serta memutuskan prioritas investasi.

3. Pengukuran Kualitas: Proses yang tidak Pernah Berakhir
Pengukuran kualitas pelavanan bukanlah suatu kegiatan vang hanya
dilakukan dalam suatu momen tertentu saja melainkan harus dilakukan secara
kontinu dan menyveluruh. Beberapa pertanvaan vang berkaitan dengan
pentingnva penilaian secara berkelanjutan adalah: Mengapa pengukura
kualitas perlu dilakukan, apa vang seharusnyva diukur, bagaimana cara
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mengukurnva, kapan pengukuran harus dilakukan, siapa vang akan
melakukan pengukuran, dan bagaimana hasil pengukuran digunakan.
Disamping itu ada dua hal yvang harus mendapat penckanan dalam melakukan
pengukuran vaitu: Pertama, mengidentifikasi apa vang harus diukur; Kedua,
merancang instrumen pengukuran untuk mengumpulkan dan menganalisis
data.

Untuk menjawab pertanvaan pertama di atas, maka diperlukan
klarifikasi tujuan pengukuran. Fungsi tujuan adalah untuk membantu
menetapkan sasaran-sasaran secara jelas dan untuk menetapkan standar
kualitas. Hal lainnya, tujuan dapat diarahkan untuk menawarkan kepada
pelanggan akan kualitas vang baik. Untuk melakukan hal ini, kita harus
melakukan pengukuran tidak hanva kepada masalah kualitas pelavanan,
melainkan juga terhadap keinginan dan harapan para pelanggan. Tujuan lain
dari pengukuran kualitas adalah untuk mengidentifikasi dan membatasi
masalah-masalah  kualitas vang berulang. Selain itu, dengan adanva
pengukuran, maka staf akan mendapatkan feedback mengenai pekerjaannyva.

Pertanvaan mengenai bagaimana pengukuran dilakukan, tergantung
pada apa vang akan diukur. Beberapa faktor kualitas seperti waktu
menunggu, banvaknyva keluhan, hal tersebut dapat diukur dengan pendekatan
metode  kuantitatif. Sedangkan utuk mendapatkan pemahaman terhadap
persepst kualitas pelanggan maka diperlukan metode kualitatif vang aktual.

Pertanvaan tentang kapan waktunva melakukan pengukuran, harus
ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Pengukuran harus dilakukan sedini
mungkin, schingga hasilnva dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas atau
untuk mencegah kualitas vang buruk.

Pada saat mempertimbangkan siapa vang seharusnyva melakukan
pengukuran, maka bantuan para ahli dalam menggunakan ukuran-ukuran
selama melakukan pengukuran dan merancang ukuran, akan memberikan
keuntungan. Seclain itu dengan melibatkan staf pada saat merancang dan
melakukan pengukuran, maka-akurasi dan penggunaan ukuran-ukuran akan
meningkat.

Untuk membuat pengukuran-pengukuran mempunvai dampak
terhadap kegiatan organisasi, maka informasi harus dapat dikembalikan
kepada pihak yang dapat memanfaatkan informasi untuk memperbaiki
kualitas. Pengukuran kualitas juga patut digunakan untuk menilai dan
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menghargai kinerja staf.

H. Persyaratan Kondisional Dalam Pengukuran Kualitas

Karena hasil dari pengukuran kualitas akan menjadi landasan dalam
membuat kebijakan perbaikan kualitas secara keseluruhan, maka kondisi vang
diperlukan untuk mendukung pengukuran kualitas vang sahih (valid) antara
lain adalah: (1) Pengukuran harus dimulai pada permulaan program; (2)
Pengukuran kualitas dilakukan pada sistem keseluruhan sistem; (3)
Pengukuran kualitas scharusnya melibatkan semua individu vang terlibat
dalam proses itu; (4) Pengukuran seharusnya dapat memunculkan data; (3)
Pengukuran  kualitas vang menghasilkan  informasi-informasi  utama
scharusnva dicatat tanpa distorsi, vang berarti harus akurat; (6) Perlu adanya
komitmen secara menveluruh untuk pengukuran performansi kuahtas dan
perbaikannva (7) Program-program pengukuran dan  perbaikan kualitas
seharusnva dapat dipecah-pecah atau diuraikan dalam batas-batas vang jelas
schingga tidak tumpang tindih dengan program vang lain,

Atas dasar hal-hal tersebut di atas. maka pengukuran kualitas dapat
dilakukan pada tiga tingkat, vaitu: pada tingkat proses (process level).
tingkat output (output level), dan tingkat outcome (outcome level).
Pengukuran pada tingkat proses, dilakukan pada sctiap langkah atau aktivitas
dalam proses. Tujuan dari pengukuran pada tingkat ini adalah
mengindentifikasikan perilaku vang mengatur sctiap langkah dalam proses,
dan menggunakan ukuran-ukuran ini untuk mengendalikan operasi serta
memperkirakan output pelayanan yang akan dihasilkan.

Pengukuran pada tingkat output dilakukan dengan mengukur
karakteristik output pelavanan vang dihasilkan  dibandingkan  dengan
spesifikasi karakteristik vang diinginkan masvarakat pelanggan. Beberapa
contoh ukuran pada tingkat output adalah kesesuaian output dengan keinginan
masvarakat, tingkat efcktivitas dan efisiensi produksi, kualitas dan produk
vang dihasilkan, dan lain-lain.

Pengukuran pada tingkat outcome: mengukur bagaimana baiknya
suatu produk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, jadi mengukur
tingkat kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk vang diserahkan.
Pengukuran pada tingkat oufcome merupakan tingkat tertinggi dalam
pengukuran kualitas. Beberapa contoh ukuran pada tingkat oufcome adalah:
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banyaknya keluhan pelanggan vang diterima, tingkat ketepatan waktu
penyerahan produk sesuai dengan waktu vang dijanjikan, dan lain-lain,

Sementara itu, Graeme Hodge (1993) menvatakan ada 4 konsep
untuk mchihat performance management, vang  secara teorittis dapat
diaplikasikan untuk melihat kinerja pelayanan umum. Keempat konsep
terscbut adalah: (1) Rational Planing Dicipline; (2) Public Sector Efficiency
and effectivenese Debate; (3) Operations Monitoring; dan (4) Program
Lvaluation. Dari 4 konsep vang sclanjutnya dapat dirinci lebih jauh menjadi
indikator-indikator vang lebih spesifik, dapat ditentukan kinerja pelayanan
vang diberikan olch suatu institusi. Keempat konsep tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Konsepsi Performance management

Measurement of
Performance

Masih menurut Hodge, ukuran efektivitas dalam pelavanan umum
adalah community condition seperti udara vang bersih dan Jjalanan vang
bersih; service accomplishments and client outcome seperti  populasi
pelayanan vang ditargetkan; client satisfaction and perceptions misalnva
ditunjukan dengan ada tidaknya komplain dari konsumen; dan wunintended
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adverse impact. Indikator-indikator tersebut dapat digambarkan scbagai
berikut :

Gambar 2.2

Pengukuran Effektivitas

EFFECTIVENESS
MEASUREMENT
Community " SL"'I‘_""E?L‘ Client Unintended
o s Accomplistunients ntyels 1 -
Condition and Clie:u Outcome Sd;lsf(fclm’u A_“d Adverse Impact
erceplions

Sedangkan menurut Hatry (1977, dalam Hodge. 1993), kriteria untuk
mengukur pelavanan umum adalah validity/accuracy, understandability,
timeliness of results, potential for encouraging perverse behaviour,
uniqueness, data collection cost, controllability by management. dan
comprehensiveness. Sementara menurut Departement of Premier and Cabinet
Australia (1988) adalah relevance, significance, clarity, reliability,
practicality, control, validity, uniqueness, timeliness, quantification, dan
completeness.
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BAB III
ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG
PELAYANAN UMUM DAN PENILAIAN
KINERJA PELAYANAN UMUM

A. Peraturan Perundangan Tentang Pelayanan Umum Yang Berlaku

Komitmen Pemerintah terhadap upava peningkatan kualitas
pelavanan kepada masvarakat dari waktu ke waktu terus ditingkatkan, seiring
dengan makin meningkatnya tuntutan  pertanggungjawaban  publik
(accountability) terhadap pemerintah. Beberapa indikator upava peningkatan
kualitas pelavanan ini dapat diamati dari munculnya berbagai kebijakan
pemerintah vang berkaitan dengan pelavanan. Bahkan, tekad pemerintah
untuk memperluas kewenangan dacrah melalui pelaksanaan titik berat
otonomi pada Daerah Tingkat Il pun, merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas, kuantitas, kecepatan, dan keteparan pclavanan.
Karena dasar filosofis pemberian otonomi kepada Daerah Tingkat Il pada
dasamva adalah peningkatan pelavanan, melalui percepatan proses
pengambilan keputusan.

Berbagai kebijakan vang mengatur tentang pelayanan, juga banyak
digulirkan pemerintah. Diantara kebijakan vang menonjol adalah: Pertama,
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 81 Tahun 1993
Tentang Pedoman Tatalaksana Pelavanan Umum; Kedua, Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelavanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat: dan
Ketiga, langkah strategis dari Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara
dalam menindak lanjuti Keppres Nomor: 1 Tahun 1993, vaitu dengan
mengeluarkan  Keputusan Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pemberian
penghargaan Abdi Satya Bakti. Penghargaan dimaksud adalah penghargaan
vang diberikan kepada unit pelavanan terbaik,

Kelahiran Kepmenpan Nomor: 81 Tahun 1993 tidak terlepas dari
landasan filosofis mengenai fungsi pelavanan vang diemban oleh pemerintah
vang secara operasional dilaksanakan oleh aparatur. Sebagaimana
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dikemukakan dalam alinca keempat pembukaan UUD 1945, bahwa pada
dasarmmya pemenntahan dibentuk untuk melayani masvarakat, vaitu dalam
bidang politik (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia), dalam bidang ckonomi (memajukan kesejahteraan umum),
dalam bidang sosial budaya (mencerdaskan kehidupan bangsa), dan dalam
bidang hubungan luar negeri (ikut mencerdaskan bangsa), dan dalam bidang
hubungan luar negeri (ikut melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).

Pertimbangan lain adalah bahwa sasaran pembangunan aparatur
negara scbagaimana disuratkan dalam GBHN, terutama ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam melavani, mengavomi dan
menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, terutama vang
berkaitan dengan kualitas, efisiensi dan efektivitas kegiatan. Disamping itu
juga berkaitan dengan pelayanan umum kepada masyarakat merupakan
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping
sebagai abdi negara. Dengan demikian penyelenggaraannva perlu terus
ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan.

Memperhatikan maksud dan tujuan dikeluarkannyva Kepmenpan
Nomor 81 Tahun 1993 ini vaitu sebagai acuan umum bagi keseluruhan
Instansi Pemerintah di pusat dan daerah. termasuk BUMN/BUMD dalam
mengatur tata laksana pelayanan umum di lingkungan instansinya masing-
masing, dengan tujuan agar tercapai keseragaman pola dasar tata laksana
pelavanan umum vang diberikan Instansi Pemerintah kepada masvarakat.
maka selayakmya keputusan ini bersifat universal. Oleh karena itu, isinva
bersifat umum.

B. Analisis Kriteria Penilaian Kinerja Pelayanan

Secara substansi Kepmenpan Nomor 81 Tahun 1993 mehiputt 10
bagian vaitu, bagian pendahuluan, hakekat pelavanan umum, asas pelavanan
umum, tatalaksana pelavanan umum, penyusunan tatalaksana pelavanan
umum, kewenangan penetapan tatalaksana  pelavanan umum. biava
pelayanan umum, pengawasan dan pengendalian, penyelesaian persoalan dan
sengketa, dan ketentuan lain-lain.Dalam bagian II Kepmenpen ini disebutkan
bahwa hakekat pelayvanan umum meliputi (1) Meningkatkan mutu dan
produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah di bidang
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pelayanan umum; (2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan
tatalaksana pelayvanan, schingga pelayanan umum dapat diselenggarakan
secara lebih berdavaguna dan berhasilguna; (3) Mendorong tumbuhnya
kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masih dalam Kepmenpan Nomor: 81 tahun 1993 disebutkan bahwa
pelayanan umum harus mengandung unsur-unsur: (1) Hak dan kewajiban
bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui
secara pasti oleh masing-masing pihak; (2) Pengaturan setiap bentuk
pelavanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan
kemampuan masvarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan
efektivitas; (3) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan
agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; (4) Apabila pelayanan umum
vang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka
instansi pemerintah vang bersangkutan berkewajiban memberi peluang
kepada masvarakat untuke ikut menvelenggarakannya sesual peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Memperhatikan isi keputusan tersebut, tidak ada satu sub bagian
pun vang memuat tentang tata cara penilaian kinerja pelayanan umum.
Indikator-indikator pelavanan umum yang selama ini dijadikan indikator
penilaian pelavanan sebagai syarat perolehan penghargaan Abdi Satya Bakti,
dalam Kepmenpan ini tertuang dalam bagaian “Tatalaksana Pelayanan
Umum”, vang meliputi 8 kriteria, yaitu : kesederhanaan, kejelasan dan
kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata,
dan ketepatan waktu. Sementara itu dalam penetapan knteria “pelayanan
vang baik” sebagai dasar pemberian penghargaan “Abdi Satya Bhakti”
ditetapkan 9 kriteria, dengan menambahkan “kriteria kuantitatif” ke dalam 8
sendi tatalaksana pelayanan umum.

Kesederhanaan mengandung arti prosedur/tatacara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
Memperhatikan indikator-indikator ini nampaknya masih perlu dirinci
kembali, karena dalam kenyataannya indikator-indikator tersebut masih
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bersifat umum. Indikator kemudahan misalnya, dapat diperinci kembali
menjadi kemudahan prosedur pelayanan (penerimaan produk pelavanan),
kemudahan tata cara pembavaran, kemudahan persyvaratan administratif,
kemudahan mckanisme pengaduan, dan sebagainya. Hal ini perlu
dikembangkan kembali mengingat, setiap jenis pelavanan mempunvai derajat
kepentingan vang berbeda terhadap indikator-indikator ini.

Sendi kejelasan dan kepastian mengandung arti kejelasan dan
kepastian dalam prosedur/tatacara pelayanan, persvaratan (teknis) dan
administratif), unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif
pelavanan dan tata cara pembavaran, serta kejelasan dan kepastian dalam
Jadual waktu penyelesaian pelavanan. Dari kriteria-kriteria ini belum nampak
kejelasan kewajiban dan hak baik pelavan maupun pelanggan, padahal sangat
penting untuk bahan evaluasi bagi tingkat pencapaian sasaran dari pelayanan
itu.

Sendi keamanan mengandung arti proses serta hasil pelavanan dapat
memberikan keamanan, kenvamanan dan dapat memberikan kepastian hukum
bagi masvarakat. Beberapa indikator atau kriteria lain nampaknva perlu
ditambahkan untuk mendapatkan penilaian vang lebih mewakili terhadap
sendi keamanan ini, disamping memerinci indikator-indikator vang ada
menjadi Iebih jelas. Kenyamanan dalam pendaftaran pelanggan, kenvamaman
dalam menerima pelavanan, merupakan kriteria vang harus diturunkan dari
indikator kenvamaman ini. Selanjutnya kesinambungan lavanan dan
konsistensi layanan merupakan indikator lain vang perlu ditambahkan untuk
sendi keamanan ini.

Sendi keterbukaan dalam Kepmenpan Nomor: 81/1993 dan kriteria
pemberian penghargaan Abdi Satva Bakti, meliputi kriteria keterbukaan
dalam prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab
pemberi pelayanan. waktu penvelesaian, rincian biava/tarif serta hal-hal lain
vang berkaitan dengan proses pelayanan. Satu hal vang perlu ditegaskan
dalam hal ini, vang juga tidak kalah pentingnva adalah keterbukaan dalam
menerima  keluhan, saran perbaikan dari pelanggan. Oleh karena itu
keterbukaan di sini perlu diartikan tidak hanva vang berkaitan secara
langsung dengan pelavanan, tetapi juga hal-hal vang berkaitan tidak langsung,
termasuk dalam manajemen unit kerja atau institusi vang memberikan
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pelayanan tersebut.

Sendi efisiensi dalam keputusan ini nampaknva diartikan terlalu
sempit, vaitu terbatas kepada hal-hal vang berlaitan dengan persyaratan
pelavanan. Padahal efisiensi dalam pelavanan perlu diartikan juga dalam hal
penggunaan sumber dava, baik sumber daya manusia, sumber dana,
peralatan, metode pelavanan, bahan baku, bahkan rasio antara biaya terhadap
nilai lavanan dan pencapaian target layvanan juga bisa dijadikan indikator
efisiensi suatu pelayanan.

Sendi ekonomis diartikan bahwa pengenaan biaya pelavanan harus
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : Pertama, bahwa nilai barang
dan jasa pelavanan masvarakat dan tidak menuntut biava vang terlalu tinggi
di luar kewajaran; Kedua, kondisi dan kemampuan masvarakat untuk
membayar. dan Ketiga, ketentuan peraturan perundangan vang berlaku.
Memperhatikan ketiga hal vang perlu diperhatikan tersebut, nampaknyva
hanya dilihat dan sisi masvarakat dan kesesuaiannva dengan ketentuan vang
berlaku. Padahal, pengertian ckonomis dari suatu pelavanan harus
menggambarkan peran dan pelavanan itu terhadap kondisi ekonomi
masvarakat. Oleh karena itu. kuantitas dan jangkauan pelavanan terhadap
masyarakat serta kontribusi unmit kerja atau institusi pelavan terhadap
Pendapatan Daerah (PADS) perlu dipertimbangkan dalam melakukan
penilaian terhadap kinerja pelavanan.

Sendr ketujuh adalah keadilan vang merata. Sendi ini diartikan
bahwa cakupan atau jangkauan pelavanan harus diusahakan seluas mungkin
dengan distribusi vang merata, dan diberlakukan secara adil bagi seluruh
lapisan masvarakat. Perlu ditegaskan di sini bahwa adil tidak selalu sama
dengan merata. Oleh karena itu penentuan sendi keadilan dengan melihat
cakupan atau jangkauan serta pemerataan distribusi pelayanan nampaknva
perlu ditambahkan indikator lainnya. Sebagai bahan pertimbangan perlu
dipikirkan indikator lain seperti ada atau tidaknva subsidi silang dalam
pemberian pelavanan, dan ada tidaknva diskriminasi pelavanan antar berbagai
kelompok pelanggan.

Sendi ketepatan waktu diartikan bahwa pelaksanaan pelavanan
masvarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu vang telah ditentukan
Memperhatikan kondisi saat ini, lamanya waktu vang telah ditentukan tidak
mencerminkan kebaikan pelayanan, karena dalam kenvataan ada pelayanan
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vang semestinya dapat dilakukan secara singkat, namun dalam ketentuannya
relatif lama. Olch karena itu ketepatan waktu sevogvanva hanva dijadikan
sebagai salah satu indikator saja, vang menginduk kepada indikator sendi
vang lebih luas vaitu ketepatan pelavanan, vang meliputi: ketepatan waktu,
keseuaian jumlah dan kualitas lavanan dengan vang diminta pelanggan,
jumlah pekerjaan yang tertunda, dan lain-lain.

“Kriteria Kuantitatif’ dimaksud meliputi aspek-aspek: Jumlah
warga masvarakat vang meminta pelayanan (per-hari, per-bulan, atau per-
tahun). Lamanva waktu pembenian pelavanan masvarakat sesuai permintaan
vang dihitung secara rata-rata. Penggunaan perangkat modermn untuk
mempercepat dan mempermudah pelavanan kepada masvarakat; dan
frekuensi keluhan atau pujian dari masyarakat penerima pelayanan terhadap
pelavanan vang diberikan olch unit kerja/kantor pelavanan vang
bersangkutan.

C. Analisis Kelembagaan Penilai Kinerja Pelayanan Umum

Tidak ada suvatu lembaga fungsional vang bertugas melakukan
penilaian terhadap kinerja pelavanan umum vang diberikan oleh Dinas Dati 11
saat ini. Sebagai kedekatan fungsi, meskipun tidak secara khusus melakukan
penilaian kinerja pelayanan umum Dinas Dati [1, Inspektorat Wilavah kiranya
dapat dipandang sebagai instansi vang saat ini mempunyai kompetensi untuk
melakukan tugas penilaian ini, mengingat tugas pokok dan fungsi institusi ini
sebagai pengawas seckaligus melakukan penilaian terhadap kegiatan vang
dilakukan oleh instansi-instansi di Dacrah/Wilavah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 219 tahun 1979 tentang
Organisasi dan Tata Kerja, ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan
terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di
Daerah/Wilayvah baik yang rutin maupun tugas pembangunan vang mencakup
kegiatan-kegiatan yang bersifat public service, fungsi pengawasan
dilaksanakan oleh Inspektorat. Schubungan dengan hal tersebut, Inspektorat
Wilayah mempunyai fungsi diantaranva:

» Pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan
pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten /
Kotamadyva Daerah Tingkat II serta unsur-unsur dan atau instansi
Departemen Dalam Negeri di Daerah yang meliputi bidang-bidang
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pembinaan sosial-politik, pembinaan pemecrintahan umum, pembinaan
pemerintahan desa, pembinaan otonomi daerah, pembinaan umum,
pembangunan desa, agraria, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan, perusahaan daerah
dan lain-lainnya vang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat [
atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

e Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala/sewaktu-waktu dari
setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah dan Departemen
Dalam Negeri.

Memperhatikan fungsi Inspektorat Wilayah tersebut, nampak bahwa
salah satu fungsinya adalah melakukan penilaian. Namun demikian, penilaian
vang dilakukan institusi ini terbatas pada laporan, lagi pula orientasi dari
penilaian laporan vang dilakukan Inspektorat Wilayah adalah dalam rangka
pengendalian kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan
vang semula ditetapkan serta peraturan perundang-undangan yang ada.
Dengan demikian, pengawasan dan penilaian yang dilakukan tidak mencakup
semua unsur vang menentukan kinerja suatu instansi, melainkan hanya
terbatas pada aspek proses dan output. Sement&ra itu aspek input dan
outcome berupa kepuasan konsumen atau masyarakat sama sekali tidak
tersentuh.

Selain itu, Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, Sekertariat
Kotamadva Daerah Tingkat II, dan Sckretariat DPRD Tingkat II pun
mempunyai fungsi sebagai penilai scbagaimana yang tercantum di dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 120 tahun 1978 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II, Sekretaris
Kotamadva Tingkat II, Sekretariat DPRD Tingkat II. Dalam Kepmendagri
tersebut ditegaskan bahwa salah satu fungsi ketiga unit organisasi tersebut
adalah mempersiapkan rencana, menyusun program dan menilai pelaksanaan
rencana berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan vang berlaku.

Dalam hal ini pun, meski kata-kata penilaian muncul, namun tidak
menunjukkan adanva fungsi penilaian secara umum terhadap kinerja
pelavanan yang diberikan olch instansi-instansi yang ada di Daerah Tingkat
[I. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belum ada Institusi Daerah atau
Wilavah vang secara fungsional bertugas untuk melakukan penilaian terhadap
kinerja instansi-instansi di Daerah.
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Dalam lingkup nasional pun, belum ada institusi fungsional vang
melakukan  penilaian  kinerja  pelavanan  umum  ini.  Sebagaimana
Itwilkab/Itwilkod di Daerah Tingkat II. Inspektorat Jenderal di lingkungan
Departemen pun, tidak melakukan penilaian kinerja pelavanan vang diberikan
olch unit-unit organisasi di lingkungan Departemennya. Walhasil, Itjen
sekalipun hanva bertugas melakukan pengawasan dengan orientasi agar
pelaksanaan kegiatan tidak menvimpang dari tujuan vang semula ditentukan,
dan kebijakan atau peraturan perundangan vang berlaku.

Sementara vang sudah dilakukan, penilaian dalam rangka
pemberian penghargaan “Abdisatvabakti” dilakukan oleh suatu Kepanitiaan,
vang discbut “Panitia Penilai dan Panitia Penentu Akhir” vang beranggotakan
personil-personil dari lingkungan eksekutif dan legislatif. Beberapa instansi
vang terlibat dalam kepanitiaan ini beserta format kepanitiaannva sebagai
berikut (Abdisatvabakti 1996):

PENGARAH:
Ketua  Menpan 5
Anggota Beberapa personil dari:
¢ Kantor Mentenn Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara (Kantor Menpan),
»  Lembaga Administrasi Negara (LAN).
» Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN),
»  Departemen Dalam Negeri,
s Departemen Keuangan,
s> Badan Perencana Pembangunan Nasional
(BAPPENAS).
»  Kantor Sekretariat Negara (Kantor Setneg).
Sekretaris : Persoml dari Kantor Menpan

SUB PANITIA TEKNIS
Ketua : (Dar1 kantor Menpan)
Anggota : Beberapa personil dari:
» Kantor Menter1 Negara Pendavagunaan Aparatur
Negara (Kantor Menpan),
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¢ Lembaga Administrasi Negara (LAN),
¢ Departemen Dalam Negert,
* Departemen Keuangan,
« Badan Perencana Pembangunan Nasional
(BAPPENAS),
e Kantor Sekretariat Negara (Kantor Setneg),
« Rumah Tangga Kepresidenan.
Sekretaris : Dan Kantor Menpan

PANITIA PENENTU AKHIR (PANTUHIR)

Ketua : Menpan
Anggota : Beberapa personil dari:
e DPR-RI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) -
Beberapa Media Massa Tulis (Suara Karva, Kompas.
Suara Pembaruan, Media Indonesia, Republika)
Sekretaris : Dari Kantor Menpan

Memperhatian keberadaan Tim Penilai seperti dipaparkan di atas.
dapat duidentifikasi beberapa kelemahan sebagai berikut:
1. Kepanitian bersifat temporer, sehingga sangat dimungkinkan tidak ada

upava-upaya vang optimal dalam melakukan penilaian.

2. Dalam melakukan penilaian, meskipun LSM dan media massa telah
dilibatkan, namun konsumen sendiri sama sekali tidak ditkutsertakan.
YLKI tidak dapat dikatakan representatif bagi konsumen-konsumen
instansi secara spesifik.
Wakil-wakil rakvat di DPR, meskipun ikut dilibatkan, namun hanyva
dalam proses penentuan keputusan akhir, sementara dalam menentukan
“Panitia Penilai” serta dalam “melakukan penilaiannya” sama sekali tidak
diikutsertakan. Hal ini memberikan kesan, bahwa keterlibatan DPR hanva
sekedar formalitas saja.

L

Penelitian “Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian Kinerja 39
Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II”



LAN Perwakilan Jawa Barat

D. Analisis Mekanisme Penilaian Dalam Rangka Pemberian
“Abdisatyabakti”

Mekanisme penilaian kinerja pelavanan umum yang selama ini telah
dilaksanakan adalah model penilaian dalam rangka pemberian “Penghargaan
Abdisatyabakti”, vang dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kantor
Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara, vang personilnva terdiri dari
orang-orang eksekutif dan legislatif.

Secara garis besar mekanisme penilaian tersebut dilakukan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan instansi dari hasil
penilaian serta pertimbangan Panitia Penilai Tingkat Nasional dan
Panitia Penentu Tingkat Akhir (PANTUHIR) setiap tahun Menpan
menetapkan unit-unit Penilaian Percontohan dengan keputusan Menpan.

2. Penetapan unit-unit pelayvanan percontohan setiap tahun didasarkan atas

keputusan rapat panitia penentu tingkat akhir yang dibentuk dengan

keputusan Menpan. "

Bagi unit-unit pelavanan vang ditetapkan sebagai unit pelavanan

percontohan diberikan penghargaan.

4. Bagi unit-unit pelayanan percontohan vang berhasil mempertahankan

predikat sebagai unit pelayanan percontohan selama 5 tahun berturut-

turut akan diberikan penghargaan pula.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden Rl dalam suatu upacara

di Istana Negara.

Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi dari mekanisme
tersebut antara lain:

I. Penilaian vang dilandasi atas dasar pemberian penghargaan dalam
lingkungan birokrasi vang belum mapan, cenderung lebih bersifat
“giliran” atau “pemerataan”. Sehingga motivasi peningkatan kinerja,
bukan dalam upava meningkatkan kepuasan konsumen, melainkan untuk
mendapatkan penghargaan. Schingga tidak mustahil, penghargaan
tersebut menjadi suatu komoditas vang dapat diperjualbelikan.

2. Mekanisme penilaian vang ada sckarang ini, hanva melahirkan suatu
penghargaan (reward) bagi instansi vang berprestasi, tetapi tidak ada
hukuman (punishment) dari pemerintah, apalagi hukuman otomatis dari

sl

Lh
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fad

6.

masvarakat konsumen.

Penilaian vang ada tidak memberikan informast kepada masvarakat
mengenai instansi-instansi vang mempunyai kinerja yang batk dan kurang
secara lengkap.

Penilaian hanva dilakukan scpihak, vaitu terhadap unit organisasi atau
instansi vang bersangkutan saja, sementara itu konsumen yang merasakan
sendiri produk pelavanan vang diberikan olch instansi tersebut sama
sckali tidak diikutsertakan, olch karena itu, aspirasi konsumen tidak
tertampung,

Penilaian pada suatu tahun tertentu hanya dilakukan terhadap instansi-
instansi vang dijadikan percontohan dan ditetapkan dengan keputusan
Menpan. Hal ini tidak memacu instansi untuk meningkatkan kinerjanva.
Tim penilaiai hanva dilibatkan dalam diskusi di atas meja. berdasarkan
hasil vang dilaporkan olch pimpinan instansi. Hal i sangat
memungkinkan penuh dengan rekayvasa.
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BAB IV
KONDISI PELAYANAN UMUM SAAT INI

A. Sampel Penelitian
Untuk melihat kondisi pelayanan umum yang dilakukan oleh Dinas
Dati Il saat ini, maka dilakukan penelitian lapangan. Mengingat terlalu
besarnya populasi dan keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian ini
dilakukan pada beberapa Daerah Tingkat II, yang menjadi sampel penelitian
ini adalah sebagai berikut:
e Kabupaten Daerah Tingkat I Gianyar (Propinsi Dati I Bali)
« Kotamadva Daerah Tingkat Il Tangerang (Propinsi Dati I Jawa Barat)
« Kabupaten Daerah Tingkat Il Bandung (Propinsi Dati I Jawa Barat)
e Kotamadva Daerah Tingkat Il Bandung (Propinsi Dati I Jawa Barat)
Pemilihan sampel tersebut didasarkan kepada efisiensi dan
representasi Dati II. Dalam hal ini, meskipun penelitian sebagian besar
dilakukan di Jawa Barat, namun diharapkan hasilnya dapat diaplikasikan di
Dacrah-daerah lainnya. Tiga Daerah Tingkat II di Jawa Barat dijadikan
sebagai sampel, dengan alasan bahwa Dati II di Jawa Barat mempunyai dinas
dan jenis pelayanan yang cukup banyak dibandingkan dengan daerah-daerah
lainnva. Sementara itu, Daerah Tingkat II Gianyar diambil sampel dengan
tujuan sebagai bahan perbandingan serta alasan potensi wisata yang cukup
baik. Dengan demikian, gambaran kinerja pelayanan yang dipaparkan dalam
Bab ini didasarkan kepada hasil survey di empat Dati II tersebut, yang
hasilnya sebagai berikut:

B. Output dan Jenis Pelayanan
Jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dati II, berdasarkan
hasil penelitian di keempat Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut:

1. Output Pelayanan; Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
seluruh Dinas/Instansi di Kabupaten Daerah Tingkat II yang menjadi
sampel dalam penelitian ini menghasilkan output berupa jasa, dan tidak
ada yang menghasilkan barang atau barang sekaligus jasa.
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2. Jenis Pelavanan: Jenis pelavanan jasa vang diberikan olch Dinas / Instansi

Daerah Tingkat Il dapat dibedakan menjadi empat macam, vaitu:

s  Pelayanan Administrasi,

* Pelayanan Konsultatif]

s Pelayanan Teknik,

s Pelavanan Pengawasan

Masing-masing Dinas / Instansi rata-rata menvelenggarakan lebih

dari satu jenis pelavanan jasa. Untuk setiap jenis pelayanan ini, sebagian
Dinas / Instansi telah menetapkan optimasi waktu dan biaya yang dibutuhkan,
dan sebagian lain belum. Meskipun demikian, penetapan optimasi waktu dan
biava pelavanan semata-mata masih didasarkan pada peraturan perundangan
vang berlaku, dan belum melalui perhitungan / analisis secara rasional.
Sebagai gambaran Jenis Pelavanan Jasa dan Rinciannya antara lain sebagai
berikut .

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Jasa dan Rincian Pelayanan Jasa Dinas / Instansi Daerah
Tingkat I1

DKP Konsultatif e  Penyuluhan kebersihan
¢ Konsultasi pengelolaan sampah dan
Teknis taman

*  Penyapuan & pengangkutan sampah
¢  Penyemprotan lalat

* Penataan TPA

* Penyiapan TPS

¢ Penataan taman kota

e  Penviraman taman kota
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Dinas Administratif Memberikan rekomendasi
Pertanian Konsultatif Memberikan konsultasi kepada Petani
Tanaman mengenai usaha tani.
Pangan Teknis Demonstrasi
Pemutaran film
Penvelenggaraan kursus
Bantuan fisik
Dinas Administratif & Melanjutkan usul kenaikan pangkat
Pendidikan Teknis Pembuatan SPTKG
Dasar Pemberian ijin cuti
Penataran / Pengarahan
Dinas LLAJ Administratif Tjin trayek angkutan pedesaan
Perpanjangan ijin trayek
ljin usaha angkutan
DPU Administratif Penerbitan IMB -
Teknis Teknik bangunan
Operasi dan pemeliharaan jaringan
Penyvewaan jalan
Walles
Dinas Administratif Perubahan nomor SPPT
Pendapatan
Dinas Konsultatif Penyuluhan
Perhutanan &
Kons. Tanah
Dinas Konsultatif Pembinaan dan penvuluhan
Perkebunan Teknis Penyaluran sarana produksi
Pengadaan bibit / benih
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Dinas Keschatan | Administratif e  Surat keterangan sehat

» Perijinan

»  Visum et repertum

=  Surat keterangan laboratorium

Konsultatif e Konsultasi gizi
‘ ¢ Konsultasi tumbuh kembang
Teknis « Konsultasi penyakit
 Pengobatan dasar
s  Rujukan

e Pemeriksaan laboratorium
+ Tindakan medis

Dinas Pariwisata | Administratif * Rekomendasi ijin prinsip,
pendirian hotel / rumah makan /
angkutan wisata

Konsultatif e ljin usaha rekreasi dan hiburan
umum
Teknis e Konsultasi perijinan pariwisata

*  Penyuluhan sadar wisata

=  Peningkatan kualitas & kuantitas

Penyewaan obvek wisata

e  Pertunjukan kesenian bulan
purnama

e Promosi obyek wisata

s  Sewa stage Barong

Kantor Catatan Administratif o  Akta kelahiran, Akta perkawinan,
Sipil Akta perceratan, Akta
pengangkatan anak, Akta
pengesahan anak, Akta kematian
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Kandep Perindag | Administratif e Tanda Dafiar Industri (TDI)
e  Surat Ijin Usaha Perdagangan
Konsultatif (SIUP)
Teknis e Penyuluhan dan pelayanan
informasi
e Bimbingan teknis produksi /
desain
Kantor Administratif e  Sertifikat hak atas tanah :
Pertanahan e Konversi

e Penegasan / Pengakuan hak

e Peralihan hak

e Hak tanggungan

e  Pemberian hak

e Keterangan pendaftaran tanah

Konsultatif o Informasi pertanahan

Teknis » Pengukuran bidang tanah
Kandep P dan K Administratif ¢  Pembuatan PAK guru
e Pengesahan STTB
Teknis e Pendataan benda cagar budaya
s Pendidikan dan pengajaran seni
dan budava

C. Strategi Pelayanan Umum
Strategi pelayanan vang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat Il
vang menjadi sampel dapat dikelompokan kedalam 2 kelompok vaitu :
a. Pelaksanaan vang dilakukan secara terpisah-pisah yang dilakukan Dinas
atau Kantor masing-masing. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Kabupaten
Daerah Tingkat Il Bandung dan Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung.

b. Pelaksanaan pelavanan umum vang dilakukan secara terintegrasi pada
satu tempat (kantor bersama) vang dilakukan oleh Unit Pelayanan
Terpadu (UPT). Pelavanan seperti itu dilakukan antara lain di Kabupaten
Daerah Tingkat Il Gianyar dan Kotamadva Daerah Tingkat I Tangerang.
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Dilihat dari struktur organisasi, keberadaan UPT masih belum begitu
jelas, terutama dilthat dan eselonering dan nomenklatur pejabatnya. Selain
itu, sarana dan prasarana (termasuk anggaran) masih relatif terbatas.

D. Rasionalisasi Standar Kualitas Pelayanan

Dalam Desain Penelitian (atas dasar hasil penelitian tahun
secbelumnya) telah disebutkan adanva 17 indikator kualitas pelavanan umum,
vaitu : Kesederhanaan, Kejelasan, Kepegawaian, Keamanan (Kepastian
Hukum), Efisiensi. Kepuasan Pelanggan (Masyarakat), Keadilan, Sarana dan
Prasarana, Ketepatan, Kecepatan, Hubungan dengan Pelanggan, Daya Saing
Produk, Keterbukaan, Ketertiban, Responsibilitas, Ekonomis, serta
Keserasian. Seluruh indikator ini pada dasarnya dapat dikelompokkan
menjadi 4 jenis kualitas lavanan, vaitu :

|. Kualitas lavanan yvang berkaitan dengan waktu dan prosedur:

Kesederhanaan, Kejelasan, Ketepatan, Kecepatan, Keterbukaan. Dilihat

dari waktu dan prosedur pelayanan, pelavanan oleh Dinas, kantor dan

UPT telah diorientasikan kepada terpenuhinva kaidah-kaidah sederhana.

jelas, tepat, cepat, dan terbuka. Hal ini dilakukan melalui upava-upaya

sebagai berikut :

a) Membuat dan menyebarluaskan brosur-brosur mengenai jenis
pelayanan tertentu, disertai dengan tahapan vang dilalui dan waktu
vang dibutuhkan untuk setiap tahapan, persvaratan vang harus
dipenuhi, serta biava yang dibutubkan. Dengan demikian,
masyarakat pengguna jasa pelavanan akan dengan mudah memonitor
praktek pembenian lavanan oleh Dinas, Kantor atau UPT. Pihak
instansi pemberi layvanan sendiri tidak dapat mengulur-ulur waktu
atau memungut biava diluar ketentuan vang telah diketahui secara
luas dan terbuka.

b) Menggambarkan diagram arus atau proses pelavanan sejak
dimasukannva permohonan sampai dengan menjadi output
pelavanan. Disamping itu, sejauh mungkin diupavakan untuk lebih
menyederhanakan proses atau prosedur vang ada, baik mengenai
waktu yang diperlukan maupun banvaknya pihak pelaksana. Hal ini
selain mempercepat proses pelayanan, juga sangat memudahkan
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masyarakat dalam memahami prosedur yang harus ditempuh.

¢) Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun pihak Dinas, kantor
atau UPT berusaha untuk mentaati ketentuan vang telah dituangkan
dalam brosur vang ada.

2 Kualitas layanan yang berkaitan dengan hasil/output layanan:

Keamanan, Dava Saing Produk, Kepuasan Pelanggan.

Dilihat dari hasil/output pelayanan, sampai dengan saat ini — meskipun

belum diadakan penelitian secara khusus — namun fenomena yang muncul

di lapangan telah menunjukkan indikasi peningkatan mutu atau kualitas

lavanan publik vang diselenggarakan.

Kualitas lavanan yang berkaitan dengan biaya : Efisiensi, Ekonomis.

Dilihat dari biava vang dipungut Dinas, Kantor dan UPT belum

melakukan analisis vang rasional mengenai jumlah biaya vang paling pas,

dalam pengertian di satu sisi tidak memberatkan masvarakat namun pada
sisi lain dapat menunjang kelancaran operasional pelayanan. Selama ini
biava vang dipungut hanva didasarkan pada peraturan perundangan vang
berlaku (misalnva Perda), dengan asumsi bahwa jumlah vang tertera pada

Perda itu telah sesuai dengan kemampuan masyvarakat karena telah

melalui proses pembahasan di DPRD. Keadaan seperti ini sebenarnya

telah disadan olch Pemerintah Daerah Tingkat II, namun karena filosofi

“aparatur sebagai abdi masvarakat” diletakkan diatas segalanya, maka

pembebanan biava vang lebih besar kepada masyarakat belum dilakukan,

meskipun kualitas pelavanan telah lebih meningkat.

4. Kualitas layanan yang berkaitan dengan pemberi layanan
Kepegawaian, Sarana dan Prasarana, Hubungan dengan Pelanggan,
Ketertiban, Keadilan, Responsibilitas, Keserasian.

Dilihat dari pemberi lavanan, sudah mengarah kepada dukungan
penciptaan kualitas lavanan, meskipun disana-sini masih perlu dilakukan
beberapa pembenahan. Salah satu petunjuk tentang positifnya aspek
pemberi/penvelenggara lavanan ini, di salah satu daerah penelitian
(Kabupaten Dati II Gianvar), telah terlihat bersatunya tekad seluruh
penvelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan, melalui
perumusan “visi” vang berbunyi KEPUASAN ANDA ADALAH
TUJUAN KAMI. Visi ini ditulis dalam ukuran vang cukup besar dan
mudah dibaca, baik oleh penvelenggara sendiri maupun khususnya

[¥3 ]
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masyarakat pemakai jasa.

E. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Sebagai Unit Pelayanan Satu Atap

Berdasarkan hasil penclitian lapangan di 4 Dacrah Tingkat Il vang
menjadt  sampel  penclitian, terdapat  diantaramya Dati Il vang tclah
mencrapkan sistem pelavanan satu atap dengan pembentukan suatu unit
pelavanan terpadu. Tujuan pembentukan unit pelavanan terpadu ini adalah:
Pertama, memberikan kemudahan kepada masvarakat yang memerlukan
pelavanan: Kedua, mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi
aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan; Ketiga, meningkatkan efisiensi
dan efcktivitas kerja aparatur pemerintah Dati 11, khususnva vang terlibat
langsung dengan pelayanan: Dan keempat, secara bertahap ditujukan untuk
memperbaiki citra aparatur baik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi
masvarakat.

1. Mekanisme Pelayanan
Adapun mckanisme kerja dari UPT ini meliputi dua mekanisme.

Pertama. mckanisme pasif dimana masyarakat vang memrlukan pelavanan
datang langsung dan mengajukan permohonan ke UPT tersebut, dan
sclanjutnva UPT melakukan langkah-langkah scbagai berikut:
I Meneliti persyarakat sesuai dengan jenis permohonan pelavanan vang

diajukan:
2. Permohonan vang sudah memenuhi persvaratan diproses dengan
berpedoman kepada aturan vang ada;
Penyerahan produk pelavanan di loket UPT scsuai dengan target waktu
vang telah ditentukan.

Sementara itu mekanisme aktif dilaksanakan dengan cara menjemput
permohonan dan masvarakat sampai di Kantor Kecamatan atau di alamat
pemohon dan mengantar produk layvanan tersebut sampai di alamat pemohon.

143

2. Personalia UPT
Personaha untuk pengisian tenaga kerja di loket pelavanan dan
petugas keliling dusi dari instansi atau dinas terkait vang pelavanannya
dilakukan di UPT. Sementara itu, UPT sendiri dipimpin oleh seorang
koordinator vang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah
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Tingkat I1.

3. Dampak Positif Dari UPT

Kcberadaan UPT  di Dacrah  Tingkat II dalam  memberikan
memberikan beberapa jenis pelayanan ternyata memberikan dampak positif
baik terhadap karvawan maupun terhadap masyarakat.

Sccara umum dampak positif terhadap karyawan adalah
meningkatnya komitmen karvawan dalam memberikan pelayanan terhadap
masvarakat. Selain itu kemampuan individual maupun kemampuan kelompok
dari karvawan vang terlibat dalam UPT tersebut semakin terspesialisasi dan
semakin meningkat.

Sementara itu dampak posistif terhadap masyarakat berupa makin
jelasnva prosedur, persyaratan, jangka waktu pengurusan dan biaya yang
dibebankan, karena selain selain hal-hal tersebut dituangkan dalam brosur,
juga dipasang di unit pelavanan terpadu. Masyarakat juga dapat menghemat
waktu dalam mengurus berbagai pelayanan yang diperlukan. Manfaat lain
vang didapatkan olch masvarakat adalah makin berkurangnya berbagai
distorsi biava pelavanan. Masvarakat vang semua biasa berurusan dengan
biro-biro jasa, kini mengurus sendiri keperluannya ke UPT.
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BAB V
PERSPEKTIF PELAYANAN UMUM MASA YANG
AKAN DATANG DAN UPAYA ANTISIPASINYA

Abad 21 mendatang merupakan abad vang penuh tantangan yang
tidak dapat diclakkan. Dalam persiapan memasuki abad 21, dinamika
perckonomian dunia ditandai olch perubahan yang sangat cepat dalam bidang
tranportasi, telckomunikasi dan travel vang terkenal dengan “triple T
revolution". Dampak revolusi ketiga aspek tersebut akan terasa dimanapun di
berbagai belahan bumi schingga hanya bangsa vang bersiap sajalah yang
dapat mengantisipasi kebutuhan dunia dan mulai memberikan pelayanan
terbaiknva terhadap masvarakat sesuai dengan keinginan meieka
(customization). Dalam hubungan ini manajemen pemerintahan harus dapat
secara terus menerus memantapkan diri dalam meningkatkan daya guva dan
hasil guna pelavanan terhadap masyarakat pengguna jasanya.

Dengan memperhatikan hal-hal itu semua, maka modemisas:
manajemen pc?ayanan akan menventuh tiga komponen pokok, yaitu
melakukan reformasi dalam aspek keorganisasian (lembaga), memperbaiki
tatalaksana pelavanan umum serta mengembangkan profesionalisme
sumber dava manusia-nyva.

Dari sisi kelembagaan, cenderung akan tercipta struktur organisasi
vang flat, miskin struktur namun kaya fungsi. Dan sisi ketatalaksanaan,
kebijakan deregulasi dan debirokratisasi makin diperkuat melalui upaya
penvederhanaan prosedur atau mekanisme pelayanan, dan berubahnya sifat
organisasi mekanistis menjadi organistis. Adapun pada sisi sumber daya
manusia, tuntutan abad 21 akan lebih mengandalkan jajaran pejabat
fungsional vang memiliki keahlian dan keterampilan khusus.

A. Reformasi Dalam Bidang Kelembagaan

Upaya memperkuat kelembagaan harus difokuskan pada unit-unit
atau satuan organisasi vang langsung memberikan pelayanan umum, dengan
penverahan kewenangan vang jelas disertai peningkatan kemampuan
profesionalnya. Mengingat abad 21 akan banyak ditandai dengan lebih
berperannya masyarakat (swasta) sedangkan pemerintah lebih banyak pada
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penggerakan peran serta masvarakat. maka birokrasi pemerintahan dalam
kurun waktu tersebut harus makin mengembangkan kemampuan masvarakat
dalam meningkatkan kreativitasnva.

Dalam pelembagaan pelayanan umum perlu memperhatikan semangat

reinventing government vang antara lain menckankan perlunva organisasi
birokrasi vang "a smaller, better, faster and cheaper government". Hal ini
dimaksudkan untuk mengatasi sifat birokrasi vang lamban dan terpusat, serta
mnefisien. Oleh karena itu, beberapa paradigma vang dikemukakan David
Osbome dan Ted Gacbler menvangkut hal-hal sebagai berikut:

a.

Pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Untuk meningkatkan penghematan pembiavaan anggaran pemerintah dan
efcktivitas pelaksanaan tugas, perhitungan anggaran hendaknya tidak
didasarkan pada masukan tetapi pada hasil. Karena jika pengukuran
dilakukan pada hasil maka akan dapat dibedakan antara keberhasilan
dengan kegagalan. Dengan demikian selain keberhasilan menjadi lebih
dihargai juga menjadi  sumber pelajaran  yang berguna untuk
pengembangan  keberhasilan  selanjutnyva.  Dengan  keberhasilan vang
dicapai pemerintah, maka pcmérimah akan mendapat dukungan dan
masyvarakat.

Pemerintahan  vang mengutamakan persaingan  dalam  pemberian
pelavanan kepada publik.

Dengan mengutamakan persaingan dalam pemberian pelavanan, maka
akan diperoleh efisiensi usaha vang lebih besar, pengembangan inovasi
vang lebith banvak, dan membangkitkan harga diri dan semangat juang
pegawai negeri.

Pemerintahan vang digerakkan olch misi organisasi dari pada peraturan
tanpa harus melakukan penvimpangan terhadap peraturan vang
bersangkutan.

Organisast vang digerakkan oleh misi akan lebih efektif dan memperoleh
hasil vang lebih baik. Dengan demikian organisasi menjadi lebih inovatif,
lebih fleksibel karena tidak kaku, tidak lamban, dan memiliki semangat
organisast yvang lebih tinggi.

Pemerintahan vang melakukan desentralisasi wewenang kepada unit kerja
organisasi atau pejabat di bawah secara penuh

Dalam dunia sckarang i, sesuatu hanva akan berjalan baik jika mereka

54 Penelitian *Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian Kinerja
Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II”



LAN Perwakilan Jawa Barat

vang bekerja di pemerintahan mempunyai otoritas untuk mengambil

keputusan sendiri.

Keuntungan vang diperolch dari pemerintahan atau organisasi vang

terdesentralisasi adalah:

(1) lembaga vang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel dari pada yang
tersentralisasi.

(2) lembaga vang terdesentralisasi jauh lebih efcktif dari pada yang
tersentralisasi.

(3) lembaga vang terdesentralisasi jauh lebih inovatif dari pada yang
tersentralisasi. _

(4) lembaga vang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja jauh
lebih tinggi, lebth banvak komitmen, dan lebith besar
produktivitasnya.

Pemerintahan vang antisipatif

Pemerintahan tradisionil vang birokratis memusatkan pada penyvediaan

jasa untuk memerangi masalah bukan sebaliknva lebih memusatkan pada

pencegahan masalah.

Pemerintahan vang antisipatif akan febih efektif dalam memecahkan

masalah dibandingkan pemerintahan yang memusatkan pada penyvediaan

jasa untuk memerangi masalah. Pemerintah vang antisipatif ini
mempunyvai pandangan jauh ke depan dan akan lebih efisien karena pada
gilirannya akan memperkecil intensif kepada para pegawai.

Konsekuensi prinsip reinventing government dalam pembentukan

kelembagaan pelavanan vang baru tersebut, menghendaki perubahan mental
birokrasi vang merefleksikan ciri dan sifat-sifat :

1.
2

sl

Aparatur vang selama ini terkesan "minta dilavani" menjadi "melayani".
Aparatur vang berorientasi memberdayakan aparatur menjadi aparatur
vang berorientasi "memberdayakan masyarakat”.

Aparatur vang memiliki sikap keterbukaan dalam melaksanakan azas
tanggung gugat (public accountability).

B. Reformasi Ketatalaksanaan

Seiring dengan pembenahan dan atau pergeseran paradigma

kelembagaan pelavanan, dalam aspek ketatalaksanaanpun mengalami
pergeseran vang signifikan. Dalam hal ini, kecenderungan permintaan
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masyvarakat untuk dilavani oleh pemerintah dalam penvediaan barang dan jasa
vang semakin besar, menuntut tidak saja penvediaan sumber dava makin
besar tetapi juga melahirkan konsekuensi inefisiensi pemerintah. Sementara
peran fundamental pemerintah adalah sebagai power of economic regulator,
vaitu menjadi wasit untuk ‘permainan perckonomian” vang dilakukan scktor
swasta sebagai pemain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan usaha untuk
memisahkan peran pemerintah sebagai negara dan peran sebagai produsen
beberapa barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat, atau dengan kata
lain memisahkan peran pemerintah dan peran swasta. Hal itu berarti perlu
dilakukan usaha pemberdayaan masyarakat untuk memproduksi barang dan
jasa vang diperlukan oleh masvarakat itu sendiri atau dengan kata lain
diperlukan privatisasi baik untuk penghasil serta pengatur penvediaan barang
dan jasa,

Dalam bukunva 7he Key 1o a Better Goveriiment, £.S. Savas
mengklasifikasikan adanva 10 pola pengatuiz:. vang berbeds dalam
penvediaan barang dan jasa yvang merupakan kombinasi perai vang dapat
dimainkan oleh pemerintah, sektor swasta, dan konsumen. Pola-pola tersebut
adalah government service, governmeni vending, intergovernmental
agreement, contract, franchise (exclusive), franchise (multiple), grant,
voucher, market, voluntary. voluntary with contract, dan self-service.

Beberapa contoh dan pola pemberian pelavanan (service delivery)
kepada masvarakat, khususnva pelavanan pada masvarakat perkotaan itu
dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

56 Penelitian “Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian Kinerja
Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II”



LAN Perwakilan Jawa Barat

Tabel 5.1
Contoh Pengaturan Institusional yang Digunakan Dalam Beberapa Jenis
Pelayanan Perkotaan

untuk setiap siswa
vang diasuh

............. . KEBERS! LANS
Government Dinas Kebersihan Kota | Kewenangan
service universitas negeri Transportasi Publik
Government Sekolah umum Perusahaan komersial Badan / lembaga
vending Daerah dapat membayar kepada swasta

menerima siswa dari | pemerintah Daerah menyediakan bs
daerah lain yang untuk penyediaan Kota dan sopimya
dibiayai ol¢h orang pelayanan air bersih untuk kepentingan /
tua siswa vbs peristiwa tertentu
Intergovernmen | Siswa dari satu Kota | Kota menyediakan Kota adalah bagian
tal agreement diknim oleh Kota fasilitas air bersth dari Distrik
lain, disertai secara mandiri transportast
pembiavaannyva regional
Contract Kota membentuk Kota membentuk badan | Badan / yavasan
badan / lembaga / lembaga swasta untuk | sckolah
swasta untuk menyediakan jenis-jenis | membentuk
memberikan pelayanan lembaga swasta
pelatihan atau untuk menvediakan
menvusun progrant pelayanan bis
pendidikan sekolah
Franchise - Kota memberi fran- Pemerintah
chise khusus kepada membert hak
badan / lembaga swasta | khusus kepada
untuk menyediakan badan / lembaga
pelavanan vang harus swasta untuk
dibayar menyediakan
pelavanan bis
sepanjang rute
tertentu
Grant Lembaga swasta Daerah menerima Pemerintah
menerima bantuan pembayaran alas membantu
dana dari pemerintah | pelavanan yang perusahaan swasta

diberikan, namun
memberikan subsidi
kepada penduduk
berpenghasilan rendah

sebagai subsidi
dalam pengadaan
bis baru
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badan untuk menye-
diakan pelavanan

Voucher Pembenan voucer - Voucer
untuk SD transportasi untuk
kegunaan tertentu
raisalnya taksi,
mobil pribadi,
dsb.
Market Sekolah swasta Membentuk badan / Penyediaan mobil
lembaga swasta sendiri | privat
untuk memenuhi
pelavanan
Voluntary Sekolah parokial Asosiasi daerah lain Pool mobil yang
association membentuk lembaga / dicarter oleh

kelompok sub
urban

Self Service

Membaca buku di
rumah, belajar dari
orang tua

Membawa / membuang
sendini sampah ke TPA

Mengendara
mobil di daerah
sendiri,
bersepeda,
berjalan

Memasuki era globalisasi dan era teknologi informasi, pemerintah
dituntut untuk melakukan penataan kembali fungsi kelembagaan dan
ketatalaksanaannyva dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu
terpadu (Total Quality Management). Organisasi vang melaksanakan TQM
mempunvat ciri © (1) memusatkan perhatian pada upayva untuk memuaskan
pelanggan, (2) melakukan perbaikan berkelanjutan dalam seluruh proses dan
output organisasi dan (3) mengambil langkah-langkah untuk melibatkan
seluruh karvawan dalam upayva memperbaiki mutu.

Beberapa paradigma vang membedakan organisasi tradisional dengan
organisasi TQM adalah:
a. Struktur organisasi:

(1) Organisasi tradisional: lIcbih bersifat hirarkis berdasarkan fungsi-

jawab vang ketat
(2) Organisast TQM: disusun berdasarkan produk dan tidak terlalu

fungsi dan tidak mempunyar garis kewenangan serta tanggung

banyak memuliki tingkat (eselon), lebih fleksibel dan kurang
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bersifat hirarkis struktural.

Fokus organisasi .

(1)  Organisasi tradisional : fokus lebih banyak memelihara “status
quo’ organisasi, selama semuanya berjalan baik

(2) Organisasi TQM: fokus beralih ke perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem dan proses organisasi

Hubungan karvawan dan supervisor o

(1)  Organisasi tradisional: karyawan memandang supervisor sebagai
kepala dan pengawas

(2) Organisasi TQM: karvawan memandang supervisor sebagai
pembimbing dan fasilitator sedangkan manajer dipandang sebagai
pemimpin

Hubungan supervisor - bawahan

(1)  Organisasi tradisional: mempunyai ciri adanya rasa takut

(2) Organisasi TQM: adanva saling ketergantungan, saling
kepercayaan dan adanya komitmen bersama

Fokus perhatian karvawan

(1) Organisasi tradisional : tiap karvawan terarah pada upaya
perorangan dan pola sikap serta pola pikir pckerjaan

(2) Organisasi TQM : terarah pada upaya tim dan pola sikap serta pola
pikir mutu dan produktivitas

Program pelatihan dan pendidikan

(1) Organisasi tradisional : program pelatihan dan pendidikan dipandang
sebagai beban tambahan biava

(2) Organisasi TQM : program pelatihan dan pendidikan merupakan aset
dan investasi

Penentuan Mutu

(1) Organisasi tradisional : manajemen menentukan mutu produk sesual
standar vang ditentukan oleh organisasi

(2) Organisasi TQM: manajemen menentukan mutu produk sesuai
kebutuhan dan kemauan pelanggan, dan atas dasar itu diupayakan
mengembangkan ukuran untuk memenuhi tuntutan pelanggan.

Penerapan TQM dalam instansi pemerintah sering diistilahkan

sebagai “Total Quality Governance” vang mengkombinasikan pengalaman
manajemien  pemerintahan dengan pengalaman pengelolaan bisnis, dan
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memperlakukan masvarakat sebagai pelanggan. Beberapa pl’mSlp vang
diterapkan adalah :
mempertemukan tuntutan masvarakat dan kemampuan pemerintahan

M

b. mekanisme kerja vang berorientasi pasar

c. mengaktualisasitkan musi lebih penting daripada mengatur

d. fokus kerja pada hasil, bukan masukan

e. upava kualitas lebth banvak mencegah daripada memperbaiki / mengobati
f. mengutamakan kerja partisipatif/gotong rovong

g. melakukan kerjasama, koordinasi dan kemitraan.

Oleh karena itu. untuk menerapkan TQM di instansi pemerintah.
diperlukan sosok birokrasi vang :
a. sensitif dan responsif,
b. tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin, mampu melakukan terobosan
melalui pemikiran vang inovatif dan kreatif,

¢. mempunyvai wawasan vang futuristik dan sistemik,
d.  mampu memperhitungkan nsiko,

¢. jelt akan sumber-sumber baru vang potensial,

f. mampu mengkombinasikan sumber dava potensial.
g.  mampu mengoptimalkan sumber dava vang tersedia.

Perubahan paradigma dalam aspek ketatalaksanaan aparatur
pemerintahan tersebut di atas akan bermuara pada azas pelavanan vang
memuaskan (pelayvanan prima) secara efektif. Untuk maksud tersebut maka
pada segmen organisasi vang langsung berhubungan dengan pelavanan
publik, tugas dan fungsi setiap unitnva harus diterjemahkan ke dalam
tatalaksana pelavanan publik secara tepat dalam wujud:

a. Sistem dan prosedur pelavanan vang sederhana, cepat. jelas dan tidak
tumpang tindih;

b. Standar pelavanan dengan kriteria vang jelas dan sedapat mungkin
terukur;

c. Menjamin kepuasan masvarakat vang dilavani (customer satisfaction):

d. Sistem informasi vang memungkinkan masyvarakat secara cepat
memperolch informasi sesuai dengan kebutuhan pelavanan, termasuk
dalam menyvampaikan keluhan, kritik dan saran-saran sehingga peran
serta aktif masvarakat tersalur secara tepat.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah penyempurnaan tatalaksana
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pelavanan harus disesuaikan dengan laju perkembangan dunia usaha dan
tuntutan kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup masvarakat vang
menghendaki makin meningkatnya pelavanan aparatur pemerintahan terhadap
masyarakat. Ciri-ciri utama manajemen pelavanan umum vang baik adalah
rasional, cepat, mudah, murah dan transparan vang berorientasi kepada
kepuasan pelanggan. Dalam rangka itulah diperlukan modemisasi manajemen
pemerintahan di scktor pelavanan umum, terutama dalam melavani dunia
usaha, schingga dapat makin mendorong kemajuan dalam setiap kegiatan di
scktor publik dan sektor non bisnis.

Langkah debirokratisasi, desentralisasi dan privatisasi  telah
merupakan tekad Pemerintah Indonesia dalam menyehatkan manajemen
pelavanan publik antara lain melalui penvederhanaan prosedur import dan
cksport, menghilangkan perijinan usaha vang tidak perlu. vang menghambat
dunia usaha. Dalam hubungan ini perbaikan prosedur dan tata cara pelavanan
pada sctiap lembaga pemerintah daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah
terus dilakukan. Kriteria dan tolok ukur atau standard pelavanan publik terus
disempurnakan dan secara berkala dilakukan evaluasi untuk mengetahui
perkembangannyva.

C. Reformasi Sumber Daya Manusia

Dalam era g[obalisasi, perubahan ekonomi dunia, dan persaingan
vang semakin tinggi ini, dimana perkembangan teknologi vang begitu
cepat, mengakibatkan peran tenaga kerja kasar (blue colar labour) semakin
berkurang. Dengan demikian melimpahnva tenaga kerja vang tidak disertai
dengan kualitas vang tinggi bukan lagi merupakan suatu keunggulan
komparauf (comparative advantage). melainkan hanva merupakan suatu
beban negara vang berat yang harus diatasi, bukan hanyva dengan penvediaan
kesempatan kerja saja melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas
schingga mampu bersaing dan menjadi suatu keunggulan kompetitif
(competitive advantage).

Dalam kaitan ini, figur atau sosok sumber dava manusia Indonesia
pada abad 21 adalah manusia-manusia vang memiliki kualifikasi sebagai
berikut

Penelitian “Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian Kinerja 61
Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II”



LAN Perwakilan Jawa Barat

1. Memiliki wawasan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan
sikap atau perilaku (attitude) vang relevan dan mampu menunjang
pencapaian sasaran dan bidang tugas dalam suatu organisast.

2. Memiliki disiplin kerja. dedikasi dan lovalitas vang tinggi terhadap

pekerjaan dan terhadap organisasi.

Memiliki rasa tanggungjawab dan pengertian / pemahaman vang

mendalam terhadap tugas dan kewajibannva sebagai karvawan dan

atau unsur manajemen organisasi.

4. Memiliki jiwa dan kemauan atau hasrat vang kuat untuk berprestasi,
produktif dan bersikap profesional.

5. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan
potensi dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas
organisasi.

6. Memiliki kemampuan vang tinggi dalam bidang tekmk maupun
manajemen dan kepemimpinan

7. Memiliki keahlian dan keterampilan vang tingggi dalam bidang tugas
dan memiliki kemampuan alih teknologi.

8§ Memiliki jiwa kewirausahaan (enterprencurship) vang tinggi dan
konsisten.

9 Memiliki pola pikir dan pola tindak vang sesuai dengan visi, misi dan
budava kerja organisasi.

Lad

D. Inovasi dan Efisiensi Birokrasi

Pembentukan kelembagaan pelavanan satu atap sebagai institusi vang
khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada
dasarnva dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen
pemerintahan di daerah. Artinyva, pembentukan organisasi ini secara empirik
telah memberikan hasil berupa peningkatan produktivitas pelavanan umum,
minimal secara kuantitatif. Dalam konteks teori “Reinventing Government™,
bisa dikatakan bahwa pembentukan lembaga tersebut telah diilhami oleh
makna community owned, mission driven, result oriented, costumer
oriented,serta anticipatory government.

Permasalahan vang sering dihadapi lembaga tadi selalu benmplikasi
pada penambahan dan atau pengembangan organisasi vang sedikit banyak
akan membebani pemerintah daerah, terutama dari segi anggaran. Sebab,
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biayva operasional vang dikeluarkan sepenuhnya diambilkan dari anggaran
rutin, sementara secara “wirausaha” belum mampu menghasilkan pemasukan
vang paling tidak dapat menutup biaya operastonal lembaga  vang
bersangkutan.

Olch karena itu. inovasi pembentukan lembaga pelayanan int perlu
dikembangkan lagi dengan penemuan-penemuan baru  dalam praktek
manajemen pemerintahan di daerah. Salah satu peluang vang dapat
dikembangkan dalam hal ini adalah penyediaan jasa-jasa pelayanan kedalam
beberapa alternatif kualitas. Jenis pelayanan yang secara kualitatf lebih baik
dapat dikenakan biava vang agak mahal, sementara jasa pelavanan vang
standar dikenakan biava atau tarif vang standar pula. Pemasukan dari jenis
pelavanan vang relatif mahal, akan dapat dipergunakan untuk membiavai
pelavanan vang lebith murah, melalui mekanisme subsicdh silang (cross
subsidi). Dengan cara demikian, diharapkan institusi dapat membiavai sendiri
kebutuhan operasionalnya, dengan tidak mengorbankan fungsi pelavanan
vang menjadi tugas utamanya.

Diatas telah disebutkan bahwa keberadaan lembaga pelayanan satu
atap secara empirik telah berhasil mendongkrak efisiensi dan produktivitas
pelavanan umum. Namun perlu digaris bawahi pula bahwa fungsi lembaga
pelavanan satu atap sesungguhnya tidak lebih sebagai front liner dalam
penvelenggaraan layanan tertentu. Artinya, lembaga ini memfungsikan dirinya
scbagai “loket” penerima permohonan vang akan dilanjutkan prosesnyva
kepada Dinas / Instansi fungsionalnya masing-masing. Dalam kondisi
demikian, maka pembentukannva justru dapat dipersepsikan sebagai
“penambahan rantai birokrasi” dalam pelayanan kepada masvarakat.

Untuk menghindari kesan vang negatif ini, maka mau tidak mau
lembaga pelavanan satu atap ini harus dapat bekerja secara profesional,
dalam pengertian bahwa meskipun terjadi penambahan rantai birokrasi,
namun proses penyvelesaian jasa pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat
dengan kualitas vang lebih baik pula.
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E. Pelayanan Umum Dalam Perspektif Titik Berat Otonomi pada
Daerah Tingkat 11

Dalam perspektif kedepan tentang pemberian otonomi luas kepada
Daerah Tingkat II, keberadaan lembaga pelavanan satu atap ini akan dapat
disejajarkan struktur maupun fungsinya dengan unit pelaksana pemerintahan
dacrah vang lain. vakni Dinas Daerah. Hal ini sesuai dengan bunvi pasal 11
PP Nomor 45 Tahun 1992, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas
Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan vang telah diserahkan
menjadi urusan rumah tangganyva. Atas dasar ketentuan ini, lembaga
pelavanan satu atap memiliki peluang positif untuk ditingkatkan statusnva
menjadi Dinas Daerah. Hal ini terutama untuk mengatasi hambatan vang
menvangkut kejelasan struktur organisasi, kedudukan pejabatnva, status
kepegawaiannva. dan sebagainva.

Apabila peluang ini dimanfaatkan, maka jelas terjadi penambahan
dan atau pengembangan organisasi disatu pihak, namun di pihak lain akan
dapat dilakukan efisiensi organisasi. dimana beberapa fungsi pelavanan vang
selama ini tersebar pada berbagai Dinas / Instansi, kemudian ditarik dan
dimasukkan scbagai tugas pokok lembaga pelayanan satu atap. Dengan
demikian, maka unit vang menangani urusan pensertifikatan tanah di Kantor
Pertanahan akan dapat dipangkas. Demikian pula unit vang menangani
urusan akta catatan sipil di Kantor Catatan Sipil akan dapat dihilangkan.
Selanjutnva unit yang menangani urusan pelayanan IMB di Dinas PU dapat
lebih disederhanakan. Demikian seterusnyva.

Namun jika pembentukan lembaga pelayvanan satu atap menjadi
Dinas dianggap scbagai suatu “pemborosan”, maka dapat diterapkan logika
sebaliknya, dimana keberadaan dinas-dinas Daerah vang ada saat ini dapat
dibentuk menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) vang tidak terlalu membebani
anggaran Dacrah, dan justru sebaliknva dapat menghasilkan penerimaan
fungsional, guna menunjang PAD.
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F. Visi, Misi dan Tujuan Pelayanan serta Manajemen Kinerjanya Pada
Masa Mendatang
Dalam Ketetapan ST MPR Nomor X/MPR/1998 ditegaskan bahwa

Tujuan Reformasi Pembangunan adalah:

I. Mengatasi krisis ckonomi dalam waktu sesingkat-singkatnva, terutama
untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh
global dan pemulihan aktivitas usaha nasional.

2. Mewujudkan  kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan
bermasyvarakat, berbangsa dan bemegara melalui perluasan dan
peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan
stabilitas nasional.

. Menegakkan hukum berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. hak asasi
manusia menuju terciptanya ketertiban dan perbaikan sikap mental.

4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan

agama dan sosial budayva dalam usaha mewujudkan masvarakat madani.

Keempat tujuan diatas pada dasarnya adalah visi pembangunan
nasional vang memayvungi keseluruhan kebijakan publik. Dengan pemikiran
anahsis jalur, tujuan pertama sampai ketiga sesungguhnva akan bermuara
kepada tercapainyva tujuan keempat. Dengan kata lain, cita-cita masvarakat
madant memerlukan tiga macam prasvarat. vaitu : adanva stabilitas ekonomi,
pengakuan terhadap prinsip kedaulatan rakyvat, serta penegakan hukum vang
tegas dan konsisten.

Dalam konteks pencapaian cita-cita masyarakat madani melalui tiga
prasyarat tersebut, maka fungsi pelavanan publik ditujukan kepada upava
mendorong tumbuhnyva kreativitas, prakarsa dan peran serta masvarakat
dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masvarakat. Hal ini
berarti pula bahwa semakin dekat tujuan kita menuju masvarakat madani,
semakin mandiri masyarakat tersebut dalam penvelenggaraan berbagai
kebutuhan dan jenis-jenis pelavanannyva.

Akuntabilitas aparatur dalam fungsi pelayvanan publik, pada
hakekatnva akan muncul dengan sendirinya jika kinerja aparatur dinilai baik
dimata masyarakat (performance-based accountability). Untuk itu, langkah
pertama vang harus dilakukan untuk menuju kepada akuntabilitas vang tinggi
adalah perlunya peningkatan kinerja. Dalam hubungan ini, berbagai hal
vang berkaitan dengan peningkatan kinerja perlu diperjelas, misalnva
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mengenat alasan dan tujuan pengukuran kinerja, obvek vang diukur, teknik
atau cara pengukuran, institusi atau unit pengukuran, dan sebagainva.

Konsep performance-based accountability sendin  merupakan
antitesa dan konsep traditional accountability vang banvak dipergunakan
scbelumnya. Diantara keduanva. terdapat beberapa perbedaan pokok dalam
-ariabel-variabel perseps: (perceptions), ruang lingkup (scope), kerangka
waktu (fiming), peran pengawasan (role of controls), serta tujuan atau
sasarannya (objectives).

Dalam konsep ftraditional  accountability, persepsi vang
dikembangkan adalah untuk mencegah ketidakberfungsian suatu lembaga
publik, bukan kepada upaya mendorong tindakan vang scharusnya dilakukan.
Ruang lingkup tugas pemerintah dalam hal ini lebith kepada fungsi
pemeriksaan secara tidak berkelanjutan. Sedang konsep akuntabilitas berbasis
kinerja lebih menonjolkan fungsi pembinaan (fasilitasi) vang harus dijalankan
secara berkesinambungan. Selanjutnyva dilihat darni peran pengawasannya,
akuntabilitas tradisional banvak bersifat reaksi terhadap suatu kasus. dan
kurang memiliki sifat proakuf. Akhimva. akuntabilitas tradisional ingin
mencapai  tujuan  berupa suatu stabilitas  kehidupan  melalui  fungsi
pemeliharaan, sehingga kurang memperhatikan tuntutan adaptasi dan
perubahan.

Disisi lain, akuntabilitas aparatur dapat ditujukan untuk beberapa
keperluan. Pertama, akuntabilitas politik adalah suatu pertanggungjawaban
birokrast terhadap pimpinan lembaga eksckutif dan atau lembaga legislatif /
perwakilan (atau sering disebut akuntabilitas kabinet). Kedua, akuntabilitas
manajerial, vaitu pertanggungjawaban antar tingkatan dalam lingkungan
buckras:. Ketigs, akantabilitas publik. vaitu pertanggungjawaban kepada
masyvarakat atau pelanggan. Sesuai dengan konsepsi baru tentang
akuntabilitas itulah, maka pengukuran kualitas dan kinerja pelayanan perlu di
desain. Penilaian akuntabilitas dan atau kinerja pelayanan umum, secara
umum merupakan fungsi pengawasan dalam sistem administrasi negara kita.
Dengan demikian, lembaga pengawasan vang ada sampat saat ini dapat lebih
diberdayvakan dengan penambahan fungs: tidak hanva mengawasi pelaksanaan
kegiatan pemenntahan, tetapi juga mengukur kualitasnya.

Dikaitkan dengan perspektif perubahan sistem pemerintahan di
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daerah vang lebih menckankan kepada otonomi dan desentralisasi, maka
lembaga pengawas dan atau penilai kinerja pelavanan aparatur ini dapat
ditempatkan di tingkat daerah. Meskipun demikian, eksistensi lembaga penilai
di tingkat daerah ini harus memiliki keterkaitan dengan sistem pengawasan
nasional, schingga akuntabilitas pelavanan vang tinggi di daerah akan
berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pelavanan secara makro.

Varasi dan institusi penilai ini dapat bermacam-macam scsual
dengan kebutuhan lokal, namun kelembagaan penilai in1 tetap harus
mengandung unsur kemasvarakatan disamping unsur pemerintahan. Hal i
penting untuk menjaga mutu dari akuntabilitas pelavanan aparatur itu sendiri,
Secara lebih spesifik, kelembagaan pelayanan publik mutlak harus memiliki
beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Orgamsasi pemerintah lebih beorientasi pada pembenan wewenang
kepada masvarakat dan pada sekedar melayani.

2. Organisast pemerintah memiliki dayva kompetsi (competitiveness) vang

cukup kuat.

Organisasi pemerintah lebih berorientasi kepada pelanggan / masyvarakat.

Organisasi pemerintah lebih menekankan partisipasi dan tim kena

daripada hierarkhi.

Keberadaan lembaga penilai tersebut perlu didukung oleh mekanisme
penilaian vang terbuka dan transparan, serta ditunjang pula olech informasi
vang benar dan valid mengenai obyvek vang dinilai. Dalam kaitan ini, lembaga
penilai dapat bekerjasama dengan DPR / DPRD sebagai wadah representasi
masvarakat.

Selanjutnya perlu dikemukakan pula bahwa fokus penilaian paling
tidak harus meliputi 3 aspek, vaitu pencapaian target tertentu, sasaran-
sasaran program, maupun penggunaan sumber dana dan sumber dava
lannva. Penilaian pada ketiga aspek imi akan menggambarkan tingkat
keberhasilan serta tingkat kinerja dari organisas: vang bersangkutan. Masing-
masing aspek im selanjutnva perlu dipecah-pecah lagi kedalam indikator vang
lebih operasional dan mudah diukur.

Hanya vang perlu diperhatikan, pengembangan indikator penilaian ini
tidaklah mungkin untuk diterapkan pada semua dacrah dan semua dinas atau
mstansi di daerah. Oleh karena itu, penyusunan mstrumen beserta indikator
penilaian kinerja pelavanan umum ini benar-benar harus memperhatikan
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karakteristik daerah tertentu, karakteristik dinas atau instansi tertentu, serta
karaktenstik jenis-jenis pelavanannyva.

Dalam kaitan dengan pola penilaian kinerja pelavanan umum ini,
sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu pembandingan
antara realitas pelavanan vang diberikan olch suatu institusi dengan standard-
standard vang telah ditentukan, dalam hal im tolok ukur kinerja pelavanan
umum, Adapun tujuannva adalah sebagai bahan pemberian apresiasi bagi unit
organisasi vang berprestasi, dan bahan rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan
kinerja di masa vang akan datang untuk unit organisasi vang belum memenuhi
standard vang telah ditentukan. Dengan demikian, penilaian bukan hanva
sckedar untuk penilaian dan berhenti di situ. tetapi penilaian diorientasikan
bagi peningkatan kinerja pelavanan pada masa vang akan datang.
Sehubungan dengan hal tersebut. penilaian terhadap kinerja pelavanan umum
perlu dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan, dan bertahap
mengikuti suatu siklus penilaian vang sistematis. Dalam kaitan ini, Hodge
(1993) memberikan suatu rumusan mengenai siklus pengukuran kinerja ini
dimulai mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan tindak lanjut dari
hasil penilaian tersebut.

Tahap pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan awal
dari suatu kegiatan, sehingga keberhasilan suatu penilaian dalam hal ini
sangat tergantung kepada perencanaannyva. Tahap perencanaan menurut
Hodge meliputi tiga aspek utama vaitu penentuan area kunci dan
pengembangan pendekatan penilaian: penentuan standard atau dasar-dasar
penilaian: dan penetapan mekanisme penilaian beserta organisasi-organisasi
vang terlibat di dalamva.

Area kunci dimaksudkan adalah jenis dan bentuk pelavanan vang
utama vang diberikan oleh suatu institusi, vang secara defakto maupun secara
vuridis merupakan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi vang
bersangkutan. Sementara itu. pendekatan penilaian vang dimaksud adalah
mekanisme dan instrumen vang mesti digunakan dalam proses penilaian.
Dalam kaitan ini, keanekaragaman jenis dan bentuk pelavanan mengharuskan
adanva perbedaan dalam pendekatan penilaian vang dilakukan. Tidak
mungkin beberapa institusi vang mempunyai tugas pokok dan fungsi tidak
sejenis menggunakan pendekatan penilaian vang sama, bahkan sangat
mungkin terjadi beberapa pelavanan vang diberikan oleh suatu instansi harus
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menggunakan pendekatan penilaian yang berbeda.

Tahap kedua adalah monitoring vang meliputi dua kegiatan utama
vaitu pengukuran kinerja pelavanan, dan dokumentasi serta pembandingan
hasil pengukuran dengan standard vang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap proses penilaian yang telah dilakukan merupakan
langkah ketiga dari siklus penilaian kinerja pelavanan umum. Dalam tahap
ini kegiatan utama vang dilakukan adalah melakukan interpretasi data dan
informasi schingga melahirkan suatu hasil penilaian kinerja pelayanan. Dan
tahap ini muncul suatu apresiasi ataupun rekomendasi bagi perbaikan-
perbaikan, karena dalam tahap ini penilaian akan sampai kepada kesimpulan
tentang kesesuaian realisasi pelayanan dengan standar-standar vang telah
ditentukan, keunggulan vang dimiliki oleh suatu unmit pelayanan, serta
kelemahan dan penvimpangan vang terjadi.

Tahap keempat melakukan diagnosa terhadap berbagai kelemahan
vang telah terjadi. Dalam tahap ini penentuan tindakan yang tepat merupakan
pekerjaan utama. Suatu studi atau analisis tentang manfaat dan biaya yang
diperlukan, termasuk eksternalitas vang mungkin ditimbulkan harus menjadi
bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan diagnosa. Suatu tindakan
vang perlu diwaspadai adalah upaya untuk tidak menciptakan permasalahan
baru vang lebih rumit setelah permasalahan lain teratasi. Schubungan dengan
hal tersebut, penentuan kebijakan untuk perbaikan kinerja pelavanan sangat
memerlukan pertimbangan baik pertimbangan ckonomi, sosial, budaya,
politik, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tahap kelima adalah
perbaikan. Berdasarkan permasalahan vang telah teridentifikast serta
formulasi tindakan diagnosa vang telah ditentukan maka dilakukan tindakan
perbaikan. Tahap terakhir (keenam) dari siklus penilaian adalah pelaporan.
Dalam tahap ini kinerja serta dampak eksternal dari pembenan pelayanan
oleh suatu institusi dilaporkan.

Pengukuran kualitas dan atau kinerja pelayanan sendiri dapat
dilakukan pada tiga tingkat, vaitu: pada fingkat proses (process level),
tingkat output (output level), dan tingkat outcome (outcome level).
Pengukuran pada tingkat proses, dilakukan pada setiap langkah atau aktivitas
dalam proses. Tujuan dari pengukuran pada tingkat ini adalah
mengindentifikasikan perilaku yang mengatur setiap langkah dalam proses,
dan menggunakan ukuran-ukuran ini untuk mengendalikan operasi serta
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memperkirakan output pelavanan vang akan dihasilkan.

Pengukuran pada tingkat output dilakukan dengan mengukur
karakteristik output pelavanan vang dihasilkan  dibandingkan  dengan
spesifikast karakteristik vang diinginkan masvarakat pelanggan. Beberapa
contoh ukuran pada tingkat output adalah kesesuaian output dengan keinginan
masvarakat, tingkat efektivitas dan efisiensi produksi. kualitas dari produk
vang dihasilkan, dan lain-lain.

Pengukuran pada tingkat outcome; mengukur bagaimana baiknva
suatu  produk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Artinva
pengukuran merupakan kegiatan  mengukur tingkat kepuasan pelanggan
dalam mengkonsumsi produk vang diserahkan.

Pengukuran pada tingkat oufcome merupakan tingkat tertinggi dalam
pengukuran kualitas. Beberapa contoh ukuran pada tingkat outcome adalah:
banvaknva keluhan pelanggan vang diterima, tingkat ketepatan waktu
penverahan produk sesuai dengan waktu vang dijanjikan, dan lain-lain.
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BAB VI
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN UMUM :
INSTITUSI, MEKANISME, DAN INSTRUMEN
PENILATAN

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa salah satu unsur
atau inti dari pemerintahan vang baik (good governance) adalah adanya
akuntabilitas sckor publik. Akuntabilitas sendini diartikan sebagai kewajiban
bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan
penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yvang
ditetapkannya. Dengan kata lain, pemerintah harus memiliki dan atau
merumuskan sistem akuntabilitas pelavanan yang baik dan dapat diterima
oleh masyarakat yang dilayaninva.

Dalam kerangka analisis tentang fungsi pelavanan umum, maka salah
satu wujud konkrit dari sistem akuntabilitas ini adalah harus adanya pola
penilaian kinerja pelavanan umum vang diberikan oleh semua instansi
pemerintah. Pola penilaian kinerja pelavanan umum ini paling tidak harus
meliputi tiga aspek penilaian, vakni organisasi atau kelembagaan penilai,
mekanisme ataui prosedur penilaian, serta instrumen atau kriteria penilaian.

A. Pengaturan Kelembagaan (Institutional Arrangements) Pentlaian
Kinerja Pelayanan

Pengertian  kelembagaan dalam penilaian kinerja pelayanan umum
tidak hanva dimaksudkan sebagai sebuah badan / lembaga dengan struktur
tertentu, melainkan juga berbagai dimensi vang terkait dalam konteks
kelembagaan. Schubungan dengan hal tersebut, pengaturan institutional
penilai kinerja pelavanan umum harus mempertimbangkan hal-hal scbagai
berikut :
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1. Organisasi / Badan / Lembaga Penilai
Pada tahap awal, pengkajian dan atau perencanaan pembentukan
organisasi perlu harus diarahkan pada tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
fungsional organisasi vang akan ditata atau disusun, baik dalam jangka
pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan kata lain, organisasi
penilai kinerja pelavanan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai
melalui rangkaian kegiatan-vang akan ditentukan kemudian.
Dalam hubungan itu, maka perlu pula dilakukan pengkajian tentang
kemungkinan pembentukannva menjadi beberapa level hierarki struktural,
misalnva lembaga penilai tingkat Pusat dan lembaga penilai Daerah.
Untuk itu, setiap level kelembagaan harus memiliki batasan-batasan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku
mengenai ruang lingkup tugas dan kegiatan kerja organisasi vang
bersangkutan.
Selanjutnya perlu diatur pula mengenai parameter-parameter utama dari
sistem kelembagaan untuk dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara
efektif dan efisien. Parameter im meliputi ukuran besarmva organisasi
(umlah anggota / pegawai), lokasi geografis / wilayah, pembagian tugas
antar unit dan antar pegawai, status kelembagaan (independen,
pemerintah, atau semi pemerintah), sistem kerja atau model alur kerja
(work-flow) termasuk fungsi-fungsi manajemennya (perencanaan,
koordinasi, pengawasan, dan sebagainva), serta dasar hukum
pembentukannya.
Berdasarkan hasil pengkajian terhadap spesifikasi rancangan struktur
organisasi sebagaimana langkah-langkah tersebut diatas, maka barulan
dapat disusun atau ditentukan rancangan struktur organisasi Penilai
Kinerja Pelavanan Umum vang baru sebagai modifikasi atau hasil kerja
penataan kelembagaan (institutional arrangements).
Bentuk kelembagaan Penilat Kinerja Pelayanan Umum sendiri dapat
diformulasikan dalam beberapa altematif, sebagaimana dipaparkan lebih
lengkap pada butir (5) dibawah ini.
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2. SDM Penilai Pelayanan

Permasalahan awal vang berkaitan dengan sumber daya manusia penilai
kinerja pelavanan ini adalah pengadaannya (recruitment). Akan tetapi
masalah ini akan sangat tergantung pengaturannya berdasarkan bentuk
kelembagaan vang dipilih. Artinya, sumber pengadaanya dapat berasal
dari rekrutmen baru, atau dari pegawai instansi lain yang diperbantukan
dan atau dipckerjakan, atau dilaksanakan olch suatu instansi dengan
komposisi pegawai yang sudah ada namun diberikan fungsi tambahan
dalam bidang penilaian kinerja pelavanan umum.

Disamping itu, perlu diadakan perancangan pola pengembangan karir
pegawai dalam jenjang jabatan di lingkungan lembaga penilai vang
bersangkutan, serta kemungkinan pengembangan efektifitas pola promosi
dan mutasi jabatan antar satuan kerja, antar daerah, serta jalur promosi
dan mutasi jabatan ke dalam lingkungan organisasi pemerintah lainnya,
baik secara horisontal, vertikal, maupun diagonal (cross posting), baik
lintas sektoral maupun lintas regional.

Dalam pengaturan mengenai status kepegawian ini. satu hal vang tidak
bolech dilupakan adalah perlunva dilakukan identifikasikan jenis-jenis
pekerjaan vang membutuhkan keahlian dan atau keterampilan tertentu
sebagai bahan untuk pengembangan jabatan fungsional. Termasuk dalam
hal ini adalah perlunya diciptakan suatu instrumen untuk beberapa
kepentingan misalnya : mendapatkan orang vang cakap : menvatakan
kepada mereka apa vang ingin kita capai ; serta menerangkan bagaimana
cara mengerjakan apa vang diinginkan.

3. Sumber-Sumber Daya yang Diperlukan

Pembentukan unit / satuan kerja baru (cq. Penilai Kinerja Pelavanan
Umum) perlu memperhitungkan implikasinva di bidang sumber daya,
seperti kecenderungan memperbesar birokrasi, menyulitkan masyarakat,
atau justru membebani anggaran keuangan negara. Namun untuk
meningkatkan kinerja sektor publik secara keseluruhan, maka
pembentukan kelembagaan tersebut tidak dapat dihindari, sehingga vang
penting dilakukan adalah analisis komprehensif untuk menekan dampak-
dampak vang kurang menguntungkan.

Langkah awal vang harus dilakukan dalam rangka pengorganisasian
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sumber-sumber daya, adalah melakukan identifikasi beban tugas unit /
satuan kerja organisasi secara periodik, serta kebutuhan bahan / alat
kerja, baik kuantitas maupun kualitasnya. Upava ini perlu didukung
dengan kegiatan pemantauan terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi
dan teknologi untuk memudahkan perencanaan dalam pengadaan sumber-
sumber daya.

Untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penggunaan sumber-sumber dava
tersebut, penggunaan analisis OM (organization and method) untuk
merancang prosedur kerja, juga sangat disarankan.

4. Pengaturan Yuridis (Dasar Hukum)

Prinsip utama vang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan
perundangan mengenai kelembagaan penilaian kinerja pelavanan umum
disini adalah secara filosofis, materi (isi) maupun format (bentuk)
peraturan vang dirumuskan harus diabdikan untuk meningkatkan kualitas
pelavanan  kepada masvarakat. Selanjutnyva, bentuk peraturan
perundangannyapun perlu disesuaikan dengan tata urutan peraturan”
perundang-undangan vang berlaku, schingga dapat terjamin legitimasi
vuridisnya. Mengingat bahwa Kelembagaan Penilaian Kinerja Pelayanan
Umum ini sifatnva nasional dan harus dilaksanakan dengan konsisten oleh
semua pihak terkait, serta tidak hanyva berlaku untuk lingkungan
departemen tertentu, maka bentuk formalitas dari kelembagaan ini
disarankan dituangkan dalam suatu Keputusan Presiden. Pengaturan
aspek-aspek lain sebagai penjabaran Keputusan Presiden tersebut dapat
dilaksanakan oleh Keputusan Menternn vang bertanggungjawab dalam
bidang Pendavagunaan Aparatur Negara, vakni Menko Wasbang/PAN.
Dalam kaitan ini, konsiderasi dari suatu produk peraturan perundangan
(cq. Keputusan Presiden) perlu disusun dengan didahului oleh studi
mengenai perlunyva peraturan vang akan disusun. Beberapa butir
konsiderasi untuk kepentingan peraturan perundangan disini disarankan
paling tidak meliputi tiga hal yakni :

* bahwa pembenan pelayanan umum kepada masyarakat merupakan

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat, sehingga penyvelenggaraannya perlu terus ditingkatkan
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sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju;

e bahwa pelavanan kepada masvarakat vang diberikan oleh instansi
pemerintah khususnya Dinas Daerah Tingkat II dirasakan masih
mengalami  beberapa  hambatan  schingga belum  memberikan
kepuasan secara optimal kepada masyarakat;

e bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan
Umum belum memberikan pedoman secara baku dan jelas mengenai
pola penilaian kinerja dan standarisasi pelayanan Dinas Daerah
Tingkat 11, serta instansi / lembaga di daerah lainnya.

5. Alternatif Institusi Penilai

Memperhatikan kondisi kelembagaan penilai kinerja pelayanan umum
saat ini, dapat dikatakan belum ada suatu institusi fungsional yang bertugas
melakukan kinerja pelavanan umum dengan sasaran upaya peningkatan
kinerja. Itjen vang ada di lingkungan departemen teknis, dan Itwil vang ada di
lingkungan pemerntah daerah/wilayah, belum dapat dilakatan institusi
fungsional penilai kinerja pelavanan umum. Demikian juga “Panitia Penilai
dan Panitia Penentu” hanva bersifat temporer dan tidak memacu peningkatan
kinerja pelavanan.

Untuk itu, ada lima alternatif institusi penilai yvang diajukan dalam
hal ini. Kelima alternatif tersebut adalah:

a. Alternatif Pertama

Penilaian kinerja pelayanan umum dilakukan oleh suatu
kelembagaan dalam bentuk tim khusus (Panitia Penilai) yang
beranggotakan personil-personil vang kredibilitasnya diakui  olch
masyarakat baik dari instansi-instansi yang terkait, maupun dari
masvarakat konsumen sendiri sebagai wakil, dan bekerja hanya sewaktu-
waktu. Dengan demikian, keanggotaan personil dalam lembaga tidak
bersifat struktural, melainkan lebih mengarah kepada organisasi matriks,
vang berasal dari instansi vang berbeda-beda (lintas sektoral).

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin obvektivitas penilaian dari
masing-masing  personil. Penunjukkan personilnya sebagian atas
persetujuan rakyat melalui DPR/DPRD (Modifikasi Model Tim Penilai
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Dalam Rangka “Abdi Satvabhakti). Sifat kepanitiaan temporer, dan
lingkup penilaian bersifat nasional. Selain memberikan penilaian kinerja,
kepanitiaan juga berwenang memberikan sertifikasi kepada instansi yang
telah memenuhi standard kualitas pelavanan. Alternatif ini didasan
argumentasi kredibilitas dan efisiensi. Kredibilitas disini dimaksudkan
bahwa berbagai pihak vang terlibat didalamnya telah memiliki komitmen
vang cukup tinggt serta langkah-langkah konkrit terhadap upava-upaya
peningkatan kinerja pelayanan umum. Sedangkan cfisiensi diharapkan
dapat diwujudkan dari sifat kerjanya yang temporer dan bentuk
organisasi matriks vang tidak banvak pembidangan secara hierarkhis.

Pembentukan kelembagaan vang terdiri dari Panitia Pengarah,
Sub PanitiaTeknis serta Panitia Penentu Akhir, ditetapkan olch Menteri
vang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara,
schingga hal-hal vang menvangkut tentang pembagian tugas antar unit
dan antar pegawai, serta sistem kerja atau model alur kerja, juga diatur
oleh Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam bentuk bagan, struktur kelembagaan Penilai Kinerja
Pelavanan Umum menurut alteratif I ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
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Gambar 6.1
Struktur Kelembagaan Penilai Kinerja Pelayanan Umum Menurut
Alternatif |

T

INSTANSI

KETUA -
Kantor MENP
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Keterangan :
R Garis Koordinasi

Dinas / Instansi / Lembaga vang Dinilai

b. Alternatif Kedua

Penilaian dilakukan oleh institusi fungsional eksternal yang
selama ini melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan vang
dilakukan olch insatansi-instansi pemernintah, vaitu BPK atau BPKP.
Dengan demikian kelembagaan bersifat permanen, dan lingkup
penilaian bersifat nasional. Hasil penilaian terhadap Dinas / Instansi /
Lembaga di sampaikan kepada institusi terkait, diantaranva kepada DPR-
RI sebagai wujud akuntabilitas politis, kepada Menteri dan atau Kepala
Daerah untuk kepentingan akuntabilitas administratif, serta diumumkan
secara luas melalui media massa sebagai pencerminan akuntabilitas
publik fungsi pelavanan Dinas / Instansi / Lembaga vang bersangkutan.
Dalam model kelembagaan ini, susunan personil disusun dari pegawai
instansi pemerintah vang ditunjuk sebagai Lembaga Penilai (BPK atau
BPKP), dan pembentukannva dilakukan dengan suatu Keputusan
Presiden.

Selain memberikan penilaian terhadap kinerja pelavanan, institusi
ini juga berwenang memberikan sertifikasi kepada instansi vang
memenuhi standard kualitas pelayanan. Altematf ini didasarkan pada
argumentasi efisiensi dan pendayagunaan institusi yang telah ada. Hal
i1 berarti tidak perlu memperbesar / mengembangkan institusi khusus
vang bertugas memberikan penilaian kinerja pelayanan umum.

Dalam bentuk bagan, struktur kelembagaan Penilai Kinerja
Pelavanan Umum menurut altermatif II ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
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Gambar 6.2
Struktur Kelembagaan Penilai Kinerja Pelayanan Umum Menurut
Alternatif 11

Lembaga Penilai yang Ditunjuk :
BPK / BPKP / Instansi yang telah ada
lainnya

Akunt. Politis Akunt. Administratif Akunt. Publik

DPRD Menteri / KDH Masyarakat

c. Alternatif Ketiga

Penilaian dilakukan oleh institusi fungsional internal vang selama
ini melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh insatansi-instansi pemerintah di daerah/wilayah, vaitu Inspektorat
Wilayah. Dengan demikian kelembagaan bersifat permanen, dan
lingkup penilaian bersifat regional. Selain melakukan penilaian, institusi
i juga berwenang memberikan sertifikasi kepada unit pelayanan yang
telah memenuhi standard kualitas. Alternatif ini juga didasarkan pada
argumentasi efisiensi dan pendayagunaan institusi yang telah ada..
Dengan kata lain, fungsi Inspektoral Wilayvah vang selama ini lebih
kepada “pemeriksaan” ditingkatkan kepada fungsi penilaian terhadap
kualitas layanan dari lembaga-lembaga pemerintah di tingkat daerah.
Dalam hal ini, hasil penilaian tidak hanva dilaporkan kepada Kepala
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Daerah saja, namun juga diserahkan kepada DPRD untuk diadakan
upava tindak lanjut, baik berupa pemberian reward (penghargaan)
maupun punishment (sanksi).

Dalam bentuk bagan, struktur kelembagaan Penilai Kinerja
Pelavanan Umum menurut altematif Il ini dapat digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 6.3
Struktur Kelembagaan Penilai Kinerja Pelayanan Umum Menurut
Alternatif 111

Pemerintahan Daerah

KEPALA DAERAH
/ WILAYAH

SETWILDA
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Garis Koordinasi
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d. Alternatif Keempat

Penilaian dilakukan oleh suatu institusi baru vang dibentuk khusus
untuk melakukan penilaian, dan beranggotakan personil-personil yang
secara luas telah diakui kredibilitasnya. Kedudukan institusi tersebut
bersifat  independen; dan pembentukannya atas persetujuan rakyat
melalui DPR/DPRD. Sifatnya institusi adalah permanen, dan lingkup
penilaiannya bersifat regional dan nasional (bertingkat). Selain
memberikan penilaian, institusi ini juga berwenang memberikan
sertifikasi kepada instansi vang telah memenuhi standard kualitas
pelavanan. Alternatif ini didasari oleh argumentasi kredibilitas,
kontinuitas penilaian, dan kepercayaan masyarakat.

Alternatif ini membutuhkan persiapan vang cukup panjang dan
matang. Sebab, dari aspek legalitasnya saja sudah mengharuskan adanya
pembahasan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif (dalam bentuk
UU atau Perda) Disamping itu, pengalokasian sumber daya (manusia,
keuangan, perlengkapan, dan sebagainya), juga tidak dapat dipenuhi
dalam jangka waktu vang singkat. Selanjutnva, untuk dapat membentuk
institusi pada 27 Propinsi serta lebih dari 400 Kabupaten / Kota, jelas
merupakan langkah vang tidak sederhana. Oleh karena itu, alternatif in1
lebih cocok untuk penerapan jangka panjang.

Dalam bentuk bagan, struktur kelembagaan Penilai Kinerja
Pelavanan Umum menurut altenatif IV ini dapat digambarkan sebagai
berkut :
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Gambar 6.4
Struktur Kelembagaan Penilai Kinerja Pelayanan Umum Menurut
Alternatif [V

Institusi Penilai
Tingkat Pusat

Institusi Penilai
Tingkat Propinsi

Institusi Penilai
Tingkat
Kabupaten

INSTANSI :‘
e. Alternatif Kelima

Penilaian dilakukan oleh Kantor Menteri Koordinator
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
(WASBANGPAN). Dengan demikian kelembagaan bersifat permanen,
dan lingkup penilaian bersifat nasional. Selain memberikan penilaian,
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Kantor Menko WASBANGPAN juga berwenang memberikan sertifikasi
kepada unit pelavanan yang telah memenuhi standard kualitas. Alternatif
ini didasari oleh argumentasi efisiensi dan relevansi tugas pokok dan
fungsi Kantor Menko WASBANGPAN tersebut.

Personalia yang terlibat dalam tim penilai sendiri tidak selalu
harus berasal dari Kantor Menko Wasbangpan, tetapi dapat juga
memasukkan unsur-unsur lain seperti YLKI, DPR, LAN, Bappenas,
Departemen  teknis, PWI,  Kadin, dan sebagainya. Namun,
penanggungjawab akhir terhadap penilaian kinerja pelayanan tetap berada
pada Kantor Menko Wasbangpan ini. Dengan demikian, pola penilaian
kinerja (baca : pemberian penghargaan) bagi instansi yang mampu
membenkan pelavanan paling berkualitas sebagaimana pada model Abdi
Satva Bhakti, diperluas lagi tidak semata-mata menvangkut hal ihwal
mengenai penganugerahan predikat sebagai pelayanan terbaik, namun
lebih dikembangkan kepada penerapan sistem penilaian kinerja, baik
meliputi aspek institusi, prosedur atau mekanisme, serta kriteria atau
standararisasi mutu pelavanannya.

“ Dalam bentuk bagan, struktur kelembagaan Penilai Kinerja
Pelayanan Umum menurut altematif V ini dapat digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 6.5
Struktur Kelembagaan Penilai Kinerja Pelayanan Umum Menurut
Alternatif V
Kantor MENPAN
DPR-RI [T YLKl [T KADIN [ LAN N MFNIA

LEMBAGA INSTANSI
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Keterangan :

.............................. Gans Koordinasi

it e _| Dinas / Instansi / Lembaga vang Dinilai

f. Alternatif Keenam

Khusus untuk penilaian kinerja pelayanan administratif dilakukan
olch Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan demikian
kelembagaan bersifat permanen, dan lingkup penilaian bersifat
nasional. Selain memberikan penilaian, LAN juga berwenang
memberikan serrifikasi kepada unit pelavanan administratif vang telah
memenuhi standard kualitas. Altenatif ini didasari oleh argumentasi
efisiensi dan relevansi tugas pokok dan fungsi LAN, khususnya sesuali
dengan Keputusan Presiden vang baru, vakni Keppres Nomor 8 Tahun
1999 jo. Nomor 20 tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara.
Dalam Keppres baru ini dibentuk kedeputian Litbang Kajian Manajemen
dan Pelayanan. Pada unit inilah, maka fungsi penilaian kinerja pelayanan
umum dapat dilakukan.

Sebagaimana halnya pada altemmatif V, pada altematif inipun
dimungkinkan bahwa personalia vang terlibat dalam tim penilai sendiri
tidak selalu harus berasal dan Kantor LAN, tetapi dapat juga
memasukkan unsur-unsur lain seperti YLKI, DPR. Kantor Menko
Wasbangpan, Bappenas, Departemen Tekmis, PWI, Kadin, Setneg, dan
sebagainva. Namun, penanggungjawab akhir terhadap penilaian kinerja
pelavanan tetap berada pada Kantor Lembaga Administrasi Negara ini.

Dalam bentuk bagan, struktur kelembagaan Penilai Kinerja
Pelayanan Umum menurut altenatif VI ini dapat digambarkan sebagai
berkut :
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Gambar 6.6
Struktur Kelembagaan Penilai Kinerja Pelayanan Umum Menurut
Alternatif VI
Kantor LAN
]
= ] o | Menko =
DPR-RI YLKI KADIN Wasbangpan | MFDIA MASSA

Keterangan :

Gans Koordinasi

e -| Dinas / Instansi / Lembaga yang Dinilai

B. Pengaturan Mekanisme (Mechanism Arrangements) Penilaian Kinerja
Pelayanan Umum

Pengaturan tentang mekanisme penilaian kinerja pelayanan umum
berarti bahwa setiap Dinas / Badan / Lembaga perlu melakukan perumusan
dan atau perancangan mengenai penetapan pembakuan / standarisasi kerja
untuk memenuhi tuntutan teknis pekerjaan Dinas / Badan / Lembaga yang
bersangkutan, disertai dengan penyusunan sistem dan prosedur kerja dalam
bentuk pedoman kerja, tata cara kerja, dan sistem koordinasinya.

Dalam kaitan dengan mekanisme penilaian kinerja pelayanan umum
ini terdapat dua alternatif vang dapat diajukan sebagai berikut.
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1. Alternatif Pertama

Model mekanisme penilaian sebagai mana penilaian dalam rangka

pemberian “Penghargaan Abdi Satva Bakti” vang dilakukan oleh Tim
Penilai vang dibentuk oleh Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara, secara garis besar mekanisme penilaian tersebut sebagai berikut:

a.

b.

Berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan instansi dan hasil
penilaian serta pertimbangan Panitia Penilai Tingkat Nasional dan
Panitia Penentu Tingkat Akhir (PANTUHIR) setiap tahun Menpan
menetapkan unit-unit Pelayanan Percontohan dengan keputusan
Menpan.

Penetapan unit-unit pelavanan percontohan setiap tahun didasarkan
atas keputusan rapat panitia penentu tingkat akhir vang dibentuk
dengan keputusan Menpan.

Bagi umit-unit pelayanan vang ditetapkan sebagai unit pelavanan
percontohan diberikan penghargaan.

Bagi unit-unit pelavanan percontohan yang berhasil mempertahankan
predikat sebagai unit pelavanan percontohan gelama 3 tahun berturut-
turut akan diberikan penghargaan pula.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden Rl dalam suatu
upacara di Istana Negara.

Dalam bentuk bagan alur, mekanisme penilaian kinerja pelavanan

umum menurut Alternatif I dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.7

Mekanisme Penilaian Kinerja Pelayanan Umum Menurut Alternatif I

(Model Abdi Satya Bhakti)

Peng-
hargaan

Penetapan Sba Unit
Usulan Pimpinan Pelayanan Percontohan
Instansi } Kepmenpan tentang unit Rapat Panitia (1 th)
Penilaian Percontohan ™ Penentu Tingkal H»
Pertimbangan Paritia Akhir Penetapan Sbg Unit
Penilai Pelayanan Percontohan
{5h
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2. Alternatif Kedua

Penilaian dilakukan secara rutin oleh institusi fungsional baik institusi

vang selama ini telah ada dan diberi tambahan wewenang, maupun

institusi fungsional yang dibentuk baru (alternatif kedua, ketiga, keempat,
dan kelima, mengenai institusi). Adapun mekanisme yang diusulkan
adalah sebagai berikut:

a. Penilaian dilakukan secara rutin setiap tahun olch institusi fungsional.

b. Untuk mendapatkan informasi tentang kinerja pelayanan yang
dilakukan olch suatu dinas tertentu, penilaian dilakukan terhadap
input, proses, output, dan outcome.

¢. Penilaian terhadap input, proses, dan output dilakukan terhadap dinas
vang bersangkutan. Sedangkan penilaian terhadap outcome, berupa
kepuasan konsumen dilakukan secara langsung olech institusi
fungsional penilai terhadap masyarakat konsumen pemakai barang /
jasa vang dihasilkan oleh dinas yang bersangkutan.

d. Selain melakukan survey terhadap konsumen, institusi fungsional
secara terbuka menerima berbagai keluhan, komentar, kritik,
masukan dan saran dari masyarakat luas mengenai kinerja pelayanan
dinas-dinas vang ada. Kritik dan saran tersebut juga merupakan
bahan penilaian kinerja dinas.

e. Hasil penilaian dipublikasikan dengan transparan, melalui media
massa dan jurnal khusus vang diterbitkan oleh institusi fungsional
penilai kinerja pelavanan umum tersebut. Publikasi hasil penilaian
dilengkapi dengan peringkat dinas berdasarkan kinerja pelavanannya.

f. Sewaktu-waktu dapat diberikan penghargaan bagi yang berprestasi
dan hukuman bagi vang kinerjanva tidak baik.
Dalam bentuk bagan alur, mekanisme penilaian kinerja pelayanan
umum menurut Alternatif I dapat digambarkan sebagai berikut :

C. Alternatif Instrumen Penilaian
Ada tiga alternatif instrumen vang ditawarkan untuk menilai kinerja
dinas Daerah Tingkat Il in1, vaitu sebagai berikut:
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1. Alternatif Pertama
Penilaian dilakukan dengan instrumen vang berlaku universal untuk
semua instansi penvelengara pelavanan umum dan untuk semua jenis
pelavanan. Aspck-aspek vang dinilai mengacu kepada 9 kriteria
sebagaimana penilaian vang dilakukan dalam rangka Pembenan
Penghargaan “Abdisatyabhakti”. Kesembilan kriteria tersebut adalah
sebagat berikut:
Tabel 6.1
Kriteria Penilaian Kinerja Pelayanan Umum (Model Abdisatyabhakti)

¢ Kesederhanaan, « Ekonomis,

+ Kejelasan Dan Kepastian, « Keadilan Yang Merata.
« Keamanan, « Ketepatan Waktu,

»  Keterbukaan. + Kriteria Kuantitatif

« Efisien,

2. Alternatif Kedua
Penilaian dilakukan dengan instrumen vang berlaku universal untuk
semua instansi penvelengara pelavanan umum dan untuk semua jenis
pelavanan. Aspek-aspek vang dinilai misalnva- dapat mengacu kepada
konsepsi Malcolm Baldrige, sebagai berikut:
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Tabel 6.2
Indikator Penilaian Kinerja Pelayanan Umum (Malcolm Baldrige)

Kepemimpinan (95)

1. Kepemimpinan Eksekutif Senior
(45)

2. Manajemen Mutu (45)

3. Tanggung Jawab Publik dan
Kewargaan Perusahaan (25)

Informasi dan Analisa (75)

. Ruang Lingkup dan Manajemen
Mutu serta Data dan Informasi
kerja (15)

2. Perbandingan dan Tolok Ukur

Daya Saing (20)

Analisa dan Penggunaan Data

«  Tingkat Perusahaan (40)

led

Perencanaan Mutu Strategis (60)

1. Strategi Mutu dan  Proses
Perencanaan Kinerja Perusahaan
(35)

2. Mutu dan Rencana Kinerja (25)

Mutu Manajemen Strategis (140)
i

Mutu dan Hasil Operasional (180)
I.
%
3

4.
Fokus dan Kepuasan Pelanggan

(300)
1.

Rancangan dan Pengenalan akan
Produk dan Jasa yang bermutu (40)
Manajemen  Proses :  Proses
Produksi serta Penyerahan Produk
dan Jasa (35)

Manajemen Proses : Proses Bisnis
dan Pelayanan Pendukung (30)
Mutu Pemasok (20)

Penilaian Mutu (15)

Hasil Mutu Produk dan Jasa (70)
Hasil Operasional (50)

Proses Bisnis dan Hasil Pelayanan
Pendukung (25)

Hasil Mutu Pemasok (33)

Ekspektasi Pelanggan : Sekarang
dan Di Masa Depan (35)

Pengembangan dan Manajemen | 2. Manajemen Hubungan Pelanggan
SDM (150) (63)
1. Perencanaan dan Manajemen | 3. Komitmen Kepada Pelanggan (15)
Sumber Dayva Manusia (20) 4. Penentuan Kepuasan Pelanggan
2. Keterlibatan Pegawai (40) (30)
3. Pendidikan dan Pelatihan | 5. Hasil Kepuasan Pelanggan (83)
Pegawai (40) 6. Perbandingan Kepuasan Pelanggan
4. Kinerja dan Penghargaan (70)
Pegawai (25)
5. Kesgjahteraan dan Kepuasan
Pegawai (23)
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Catatan: Angka-angka dalam kurung adalah nilai maksimal dari setiap

item/indikator kinerja pelayanan. Total nilai untuk seluruh indikator
1000.

3. Alternatif Ketiga

Penilaian dilakukan dengan instrumen vang berbeda untuk klasifikasi

Dinas Dati Il vang berbeda. Pengklasifikasian Dinas Dati Il didasarkan

kepada tiga kategori, yaitu:

e  Dinas Dati I yang mempunyai tugas pokok menghasilkan PADS.

»  Dinas Dati Il vang mempunvai tugas pokok utama memberikan
pelavanan.

» Dinas Dati II yang mempunvai tugas pokok dua-duanva
(menghasilkan PADS dan memberikan pelavanan).

Instrumen vang dipergunakan disesuaikan dengan indikator-indikator

pelavanan yang relevan dengan tugas dan fungsi dinas-dinas tersebut.

Misalnva dapat diambil dari saran Graeme Hodge (1993) sebagai

berikut:

Tabel 6.3
Contoh Pengukuran Efektivitas Pelayanan Umum (Graeme Hodge)

1 2 3 -+ 5
Pelayanan » Kenyaman|e Kondisi Jalandan | Tingkat kebersihan |e Observasi
Kebersihan » Estetika Tetangga secara kuantitatif langsung

= Kepuasan |e Kebersihan « Tingkat kepuasan | Dokumen
Penduduk |e Komplein Penduduk | secara kuantitatif aparat atau
secara = Jumlah penduduk unit
Umum yang complain organisasi
terkait
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Pelayanan « Kenikmata|e Kepuasan « Persentase rumah  |e Survey
Tempat Rekreasi| n . penduduk tangga yang umum
e Kenyaman memanfa-atkan terhadap
an Taman dan Tempat | penduduk
Rekreasi
Pelayanan « Kepuasan | Penduduk « Presentasi jumlah [ Survey
Pemustakaan Penduduk | (pengguna) merasa | pengguna yang terhadap
secara puas puas pengguna
menyelury jasa
h perpustakaa
n
Pelayanan « Perlindung|e Tingkat kejahatan {e Laporan tindak e Laporan
Keamanan dari an dari yang dilaporkan kejahatan per 1000 | insiden
Kejahatan tindak penduduk
kejahatan
Pelayanan « Meminima |« Kerugian harta « Kerugian langsung |e Estimasi
Pemadam lisasi benda akibat kebakaran Dinas
Kebakaran kerugian kebakaran
dan
perusahaan
asuransi
Pelayanan « Kendaraa | Dapat dipergunakan|e Persentase « Survey
Angkutan umum | nyang penduduk yang terhadap
dapat bepergian de-ngan | penduduk
diperguna kendaraan umum secara
kan/diman umum
faatkan
Pelayanan Air |« Kesehatan « Jumlah kasus yang |e Dinas .
bersih dan dikomfir-masikan di | kesehatan
kesinamb kota
ungan air
4. Alternatif Keempat
Instrumen penilaian didasarkan kepada variabel dan indikator

sebagaimana hasil penelitian LAN sebelumnya. Model instrumen ini
didasarkan kepada kajian terhadap berbagai instrumen yang dikemukakan
oleh berbagai model, kemudian ditawarkan kepada instansi teknis (dalam
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hal ini Dinas Dati II) untuk mendapatkan koreksi dan penyesuaian dengan
instansinya masing-masing. Variabel dan tolok ukur vang diajukan untuk
melakukan penilaian kinerja pelavanan Dinas Dati Il sebagai berikut:

Tabel 6.4
Variabel dan Tolok Ukur Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas Dati II
(Model “Hasil Penelitian LAN")

Kemudahan prosedur pelayanan

Kemudahan tatacara pembayaran

Kemudahan persvaratan teknis

Kemudahan persvaratan administratif’

e S

Kemudahan persyvaratan fisik

Kemudahan untuk dihubungi jika ada keperluan

Kemudahan berbagai ketentuan untuk difahami

Kemudahan mekanisme/prosedur pengaduan

ol | 4| &

Kemudahan mekanisme/prosedur pendafiaran

Kecepatan proses penvelesaian pelayanan

Kecepatan menangani keluhan pelanggan

Kecepatan dalam pengambilan keputusan berkaitan
dengan pengaduan pelanggan
13. Kecepatan hubungan dengan pelanggan

14. Kejelasan rincian biaya

15. Kejelasan dan kepastian jadual

16. Kejelasan penanggung jawab

17 Kejelasan hak konsumen

18. Kejelasan kewajiban konsumen

19. Kejelasan hak yvang memberi pelavanan

2 Kejelasan kewajiban yang memberi pelavanan
21. Kejelasan pejabat yang menenima keluhan

v Kejelasan jenis pelavanan vang diberikan

1 Kenyamanan dalam pendafiaran
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24 Kenvamanan dalam menerima pelayanan

25. Kesinambungan layanan yang diberikan

26. Konsistensi antara rencana dengan realisasi layanan

27. Konsistensi anara janji layanan dengan pemenuhan
lavanan kepada pelanggan

28 Konsistensi antara peraturan/ketentuan tentang pelayanan
dengan pelaksanaan pelayvanan

29. Jaminan dan kepastian hukum

Keterbukaan dalam menerima keluhan ﬁe.l.an.ggan

Keterbukaan dalam menerima saran dani
pelanggan/masyarakat
32. Keterbukaan informasi mengenai prosedur pengajuan
i3 Keterbukaan informasi mengenai produk layanan

34 Penggunaan sumber dava manusia B I
35 Pengunaan sumber dana

36. Penggunaan peralatan

37. Penggunaan metode pelavanan

38 Penggunaan bahan baku

39. Rasio biava terhadap nilai lavanan

401 Pencapaian target lavanan

41.

Alokasi dana untuk peningkatan kinerja pelayanan

Kuantitas pemberian produk layanan

Kontribusi terhadap PADS

Luas jangkauan pelavanan

45, Rasio antara kemampuan melayani dengan permintaan
masvarakat

46. Ada/tidaknya sistem subsidi silang dalam memberikan
pelavanan

47. Tingkat pemerataan distribusi pelavanan

48 Ada/tidaknva diskriminasi dalam memberikan pelayanan

antara berbagai kelompok/pelanggan

Kemampuan masvarakat untuk menjangkau

30. Jumlah pekerjaan yang tertunda

51. Kesesuaian jumlah layanan dengan pesanan
52, Kesesuaian kualitas lavanan dengan pesanan
53, Ketepatan penanganan terhadap keluhan

54, Ketepatan waktu penyelesaian layanan
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u
Hubungan"knmunékasi dengan pelanggan
Umpan balik dari pelanggan

Keterlibatan pelanggan dalam mengajukan layanan
Pengawasan dani pelanggan

59. Kelengkapan sarana pelayanan

60. Kesederhanaan struktur organisasi

6l. Kemudahan unit pelayanan untuk dijangkau
masyarakat/pelanggan

62. Kesesuaian struktur organisasi dengan jenis pelayanan
yang diberikan

Pemanfaatan teknologi untuk kelancaran pelavanan

G4, Keserasian koordinasi antara unit dalam organisasi

65, Keserasian koordinasi dengan instansi lain yang terkait

66. Kualitas produk layanan

67. Adaftidaknva pengawasan mutu
68, Diversifikasi pelavanan
69. Daya saing/competitiveness

- T -

70. Pendidikan pegawai

T Keserasian hubungan antar pegawai

72, Rasio pegawai terhadap jumlah konsumen

3. Kejelasan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan bagi
setiap pegawai

74. Kejelasan pendelegasian wewenang dalam memperlancar
pelavanan

15, Kesopanan

76, Penampilan

77. Kejujuran

Kepercayaan konsumen

79. Tingkat resiko bagi konsumen
80. Kepuasan pelanggan
81. Manfaat lavanan bagi pelanggan
82. Rasio antara Jumlah pengaduan dengan jumlah layanan
(pelanggan)
83. Pemenuhan kebutuhan pelanggan
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FYR kmmnpmterhadapmmpehnggm

8S. Ketanggapan terhadap keluahan pelanggan

86. keunggnpan lerhldap ltcmgman pelanggan

8? ketmuhm admnm.rast

88. Ketertiban teknis pelavanan
89. Pemberlakuan budaya antri

5. Penentuan Instrumen Penilaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dan
setiap model vang dijaukan, maka dapat diidentifikasi bahwa mode penilaian
Abdisatvabhakti cukup sederhana namun belum disertai dengan indikator-
indikator operasional serta tidak membedakan antara jenis lavanan yang
berbeda dan instansi vang berbeda. Model Malcolm Baldrige secara teoritis
lebih lengkap, namun juga kurang operasional dan lebih relevan untuk
perusahaan. Model penelitian LAN tahun vang lalu cukup lengkap, namun
juga tidak operasional sehingga sulit untuk diaplikasikan. Sedangkan Model
Graeme Hodge nampaknya lebih operasional dengan proksi-proksi vang dapat
ditetapkan. Namun demikian dilihat kelengkapannya Model Graeme Hodge
ini tidak lebih lengkap dibandingkan dengan model-model lainnyva. Untuk itu,
perumusan instrumen penilaian didasarkan kepada hasil modifikasi dari
semua model vang diajukan. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan model
penilaian hasil modifikasi tersebut, dengan beberapa contoh instansi dan jenis
lavanan tertentu.

Berdasarkan hasil modifikasi tersebut, melahirkan instrumen
penilaian vang berbeda sesuai dengan jenis dinas dan jenis pelayanan yang
diberikan. Jenis pelavanan kebersihan vang diberikan oleh Dinas Kebersihan
dan Pertamanan misalnya, tidak penting untuk dinilai berdasarkan vanabel
daya saing produk lavanan, karena penyvelenggara kebersihan di Daerah
Tingkat II hanva dipegang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini.
Demikian juga, pelavanan pemadaman kebakaran tidak perlu dinilai
berdasarkan variabel ckonomis, karena dinas ini tidak diberikan fungs: untuk
menghasilkan PADS. Beberapa contoh tersebut digambarkan dalam matriks
berikut ni:
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6. Rumusan Instrumen Penilaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dari
setiap model vang diajukan, maka dapat diidentifikasi bahwa model penilaian
Abdisatvabhakti cukup sederhana namun belum disertai dengan indikator-
indikator operasional serta tidak membedakan antara jenis lavanan vang
berbeda dan instansi vang berbeda. Model Malcolm Baldrige secara teoritis
lebih lengkap, namun juga kurang operasional dan lebih relevan untuk
perusahaan. Model penelitian LAN tahun yang lalu cukup lengkap, namun
Juga tidak operasional schingga sulit untuk diaplikasikan. Sedangkan Model
Graeme Hodge nampaknya lebih operasional dengan proksi-proksi vang dapat
ditetapkan. Namun demikian dilihat kelengkapannya Model Graeme Hodge
ini tidak lebih lengkap dibandingkan dengan model-model lainnya. Untuk itu,
perumusan instrumen penilaian didasarkan kepada hasil modifikasi dari
semua model vang diajukan. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan model
penilaian hasil modifikasi tersebut, dengan beberapa contoh instansi dan jenis
lavanan tertentu.

Berdasarkan hasil modifikasi tersebut, melahirkan instrumen
penilaian vang berbeda sesuai dengan jenis dinas dan jenisl pelavanan vang
diberikan. Jenis pelayvanan kebersihan vang diberikan oleh Dinas Kebersihan
dan Pertamanan misalnyva, tidak penting untuk dinilai berdasarkan variabel
daya saing produk lavanan, karena penyvelenggara kebersihan di Daerah
Tingkat II hanva dipegang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini.
Demikian juga, pelavanan pemadaman kebakaran tidak perlu dinilai
berdasarkan variabel ekonomis, karena dinas ini tidak diberikan fungsi untuk
menghasilkan PADS. Beberapa contoh tersebut digambarkan dalam Matriks-
1

Berdasarkan  variabel, indikator, serta proksi-proksi tersebut
kemudian dirumuskan dalam beberapa formulir penilaian sebagai instrumen
penilaian kinerja Dinas Dati 1. Formulir-formulir vang diperlukan dalam
melakukan penilaian ini dalam model yang sederhana dapat dilihat pada
Matriks-2, Matriks-3, dan Matriks-4:
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Keadilan + Ada lidaknya diskriminasi |« Rata-rata frekuensi pengumpulan | « Pengamatan
pelayanan terhadap sampah per minggu pada setiap langsung
masyarakal lingkungan dalam tahun terteniu

« Ada tidaknya difersifikasi | Rala-rala perbedaan larif aniar « Pelanggan
sesuai dengan beban kelompok pelanggan dalam tahun
pelayanan terleniu

Kepuasan Jumlah pengaduin yang Rala-rata banyaknya pengaduan per | Dokumentasi instansi

diterima i mingqu dalam tahun tertentu ybs.
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Dinas Melanjutkan usul Kesederha- | e Kesederhanaan dalam e Jumlah lahapan yang harus dilalui | Dala sekunder
Pendidikan | kenaikan pangkat naan prosedur « Persentase guru yang memahami instansi ybs.
Dasar prosedur pengusulan
« Kesederhanaan dalam « Jumiah persyaralan yang harus o Dala sekunder
persyaralan dipenufi instansi ybs.
o Kemudahan dalam « Prosenlase guru yang mengusulkan | ¢ Survey langsung
menghubungi pelugas kenaikan pangkal dan menyalakan lerhadap guru
bahwa prosedur mudah
dilaksanakan

Kecepalan Lamanya waklu mulai Rala-rata lamanya wakiu mulai Survey lerhadap guru
pengusulan hingga kenaikan | pengusulan hingga kenaikan pangkat
pangkat,

Keadilan Ada lidaknya diskriminasi Persentase guru yang dilayan dengan | Survey langsung
dalam memberikan baik terhadap guru
pelayanan

Kepuasan Jumlah guru yang Persentase guru yang merasa puas Survey lerhadap guru
mengajukan usulan kenalkan | dengan pelayanan pengususlan
pangkal dan merasa puas kenaikan pangkal
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Pemeriksaan Kesederha- » Kesederhanaan dalam + Dala sekunder dari
Kesehatan laboratorium naan prosedur harus dilalui dalam fahun terlentu instansi yang
» Persenlase pasien yang bersangkutan
memahami prosedur pemeriksaan, |e Survey dari pasien
dalam tahun ferfeniy
« Jumlah persyaralan yang harus
dipenuhi, dalam tahun tertentu
¢ Kesederhanaan dalam » Data sekunder dari
persyaralan « Prosentase pasien yang inslansi yang
menyalakan bahwa pelugas mudah bersangkulan
dihubungi, dalam tahun tertentu
» Kemudahan unluk s Survey terhadap
menghubung pelugas _pasien
Kecepatan Lamanya waklu darl muali | Rata-rala lamanya waktu dan mulai Survey lerhadap
pendafiaran hingga pendaftaran hingga pemeriksaan, pasien
pemeriksaan dalam tahun lerlentu
Keadilan Ada lidaknya diskriminasi Persenlase pasien yang dilayani Survey langsung
dalam memberikan dengan baik lerhadap pasien
pelayanan
Kelengkapan |e Kelengkapan sarana dan | Jumlah dan jenis peralatan yang Dokumentasi inslansi
prasarana diperlukan tetapi tidak dimiliki yang bersangkutan;
dan pengamalan
langsung

Jumlah tahapan _umzmm_am_._ .qm:m
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Nama Dinas
Tahun

Contoh Matriks-2

Formulir Pengisian Target dan Realisasi Pelayanan Pada Tahun Tertentu
(Sebagai Bahan Penilaian Pencapaian / Achievement Evaluation)

Kepala
DHBES . covoninanessespenpuon
Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat IT .

TTD
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Contoh Formulir -1

Nama Dinas
Jenis layanan
Tahun

Kesederhanaan

Kecepatan

Keadilan

Efisiensi

Ekonomis

Kepuasan
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BAB VI
PENUTUP

Menjelang abad 21 dewasa ini, muncul berbagai issu dan tuntutan
yang menyangkut masalah desentralisasi, partisipasi, delegasi dan
demokratisasi. Implikasinya, peran individu, unit-unit organisasi dalam skala
lokal (local government), serta peranan masyarakat dalam konteks
keorganisasian, perlu lebih ditonjolkan lagi. Dengan adanya penonjolan peran
masyarakat dan organisasi pemerintah di tingkat lokal ini, maka posisi atau
fungsi pemerintah (Pusat) otomatis akan menjadi mengecil.

Konsekuensi dari adanya pergeseran peran dan fungsi pemerintahan
ini adalah bahwa masyarakat harus memiliki kemampuan, keterampilan dan
profesionalisme yang memadai untuk menerima limpahan wewenang dan atau
urusan dari pemerintah. Atau dengan kata lain, upaya desentralisasi, otonomi
dan atau kemitraan akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan
peningkatan kualitas SDM masyarakat, serta penyempurnaan berbagai aspek
yang relevan.

Khusus dalam aspek pelayanan umum, peningkatan kemampuan
SDM masyarakat merupakan wujud konknit dari strategi institutional local
strenghtening dalam rangka meringankan beban pemerintah yang semakin
kompleks. Dan mengingat kompleksnya pelayanan yang diberikan oleh
Dinas Daerah Tingkat II, serta kecenderungan terjadinya peningkatan
tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan, maka menjadi suatu keharusan
instansi pemerintah termasuk Dinas-dinas Daerah Tingkat II untuk berupaya
terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

Sementara itu, sistem penilaian kinerja pelayanan yang ada saat ini
(kalau dianggap ada) masih belum memadai, schingga belum mampu memacu
dinas-dinas Dati Il untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, semua pihak
yvang mempunyai kompetensi dalam perumusan kebijakan tentang pelayanan
ini, atau pun target group dari kebijakan vang mungkin muncul berkenaan
dengan permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
bagi “Pengembangan Kebijakan Penilaian Kinerja Pelayanan Umum”,
khususnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dati I1.

Beberapa alternatif yang diajukan dan analisis kelebihan dan
kekurangan terhadap altematif terscbut, sehingga diajukan satu sistem
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penilaian kinerja pelayanan yang meliputi kelembagaan, mekanisme, dan
instrumen penilaian, diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumasan
kebijakan tentang penilaian kinerja pelayanan, sehingga mampu meningkatkan
kualitas pelayanan umum, yang pada ujungnya diharapkan konsumen
mendapatkan kepuasan yang optimal dari pelayanan yang diberikan Dinas
Dati II.  Sistem penilaian ini juga diharapkan bersifat aplikatif, akomodatif,
aspiratif, dan efektif dalam memacu kinerja pelayanan Dinas Dati 1.
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PROPOSAL KEBIJAKAN

PENCANANGAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN PRIMA
(SERVICE EXCELLENCE)

e L

Dasar Pemikiran

Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah berubah dengan
cepat, tuntutan untuk mereformasi di segala bidang menjadi topik utama dan
sasaran utama. Pemerintahan yang dulu dianggap arogan, harus diubah
dengan lebih mengakomodasikan tuntutan perubahan kearah perubahan yang
lebih baik. Good governance menjadi salah satu tuntutan vang perlu
diakomodir dan diwujudkan, yang paling tidak meliputi empat elemen, yaitu:
1) Transparency, yang meliputi policy process, procedures dan juga
transparansi dalam hasil. Dengan menciptakan mekanisme transparansi
maka tindakan yang mengarah pada moral hazards dapat dicegah ; 2)
Partisipative, menjadikan pemerintah sebagai model “hollow state”, dimana
pemerintah berperan steering rather than rowing ; 3) Accountability menjadi
salah satu tolak ukur untuk mengukur kinerja dari organisasi publik ; dan
4) Equality, suatu organisasi publik selain mengedepankan aspek efisiensi,
efektivitas, produktivitas, namun juga mengedepankan aspek keadilan sosial.

Salah satu sektor yang perlu penataan dalam menciptakan good governance
vakni pelayanan terhadap masyarakat sebagai salah satu fungsi dari
pemerintah. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok
aparatur, sebagal abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas
digariskan dalam pembukaan UUD 1945 aline keempat. yang meliputi 4
aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

Namun demikian harapan masyarakat untuk mendapat layanan yang prima
dant aparatur pemerintah belum kesampaian. Bahkan keengganan untuk
berhadapan dengan aparatur pemerintah, karena bila menghendaki layanan
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dari aparatur pemerintah berarti harus menghadapi kejelimetan, kekesalan
dan akhirnya pengeluaran ekstra. Kesan negatif tersebut menjadi fenomena
vang kentara di berbagai layanan yang diberikan aparatur pemerintah. Untuk
itu sewajarnya bila masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang
pelavanan guna meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah.

Sehubungan dengan itu perlu adanya suatu sitem penilaian kinerja, yang
meliputi pengaturan institusi yang mempunyai kewenangan untuk menilai
setiap aparatur pemerintahan yang bisa melibatkan dilaur aparatur
pemerintahan, standar pelayanan baik untuk nasional maupun untuk Daerah,
serta mengatur metode dan prosedur penilaian.

Disamping itu perlu pula untuk menumbuhkan  kembali dan
mengembangkan Anugerah Pelayanan Prima seperti Abdi Satya Bhakti guna
memotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dengan
menerapkan institusi penilai, kriteria atau standar penilaian pelayanan prima
serta metode dan prosedurnya. Abdi Satya Bhakti belum disertai dengan
indikator operasional serta tidak membedakan antara jenis layanan yang
berbeda dari instansi yang berbeda, juga tidak menilai proses dan hubungan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pencanangan Program Nasional Pelayanan Prima ini adalah untuk
mencanangkan program nasional dalam memberikan pelayanan prima
terhadap masyarakat dengan merumuskan pola kelembagaan, mekanisme,
dan instrumen penilaian kinerja pelayanan umum.

C. Ruang Lingkup

Program Nasional Pelayanan Prima ini meliputi program pembentukan
Management Pelayanan Prima dan Program Pemberian Anugrah Pelavanan
Prima yang meliputi :

¢ Institusi Penilai Pelayanan Prima.

¢ Standar Pelayanan baik untuk nasional dan lokal.

¢ Metode dan prosedur penilaian.




BAGIAN II

MANAJEMEN PELAYANAN UMUM :
INSTITUSI, MEKANISME, DAN
INSTRUMEN PENILAIAN




MANAJEMEN PELAYANAN UMUM :
INSTITUSI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Pengertian kelembagaan dalam penilaian kinerja pelayanan umum tidak
hanya dimaksudkan sebagai scbuah badan / lembaga dengan struktur
tertentu, melainkan juga berbagai dimensi yang terkait dalam konteks
kelembagaan. Schubungan dengan hal tersebut, pengaturan institutional
penilai kinerja pelayanan umum harus mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :

A. Organisasi / Badan / Lembaga Penilai

Pada tahap awal, pengkajian dan atau perencanaan pembentukan organisasi
perlu harus diarahkan pada tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran fungsional
organisasi yang akan ditata atau disusun, baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang. Dengan kata lain, organisasi penilai kinerja pelayanan
memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai melalui rangkaian kegiatan yang
akan ditentukan kemudian.

Dalam hubungan itu, maka perlu pula dilakukan pengkajian tentang
kemungkinan pembentukannya menjadi beberapa level hierarki struktural,
misalnya lembaga penilai tingkat Pusat dan Daerah. Untuk itu, setiap level
kelembagaan harus memiliki batasan-batasan kewenangan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku mengenai ruang lingkup tugas dan
kegiatan kerja organisasi yang bersangkutan,

Selanjutnya perlu diatur pula mengenai parameter-parameter utama dari
sistem kelembagaan untuk dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara
efektif dan efisien. Parameter ini meliputi ukuran besarmya organisasi
(umlah anggota / pegawai), lokasi geografis / wilavah, pembagian tugas
antar unit dan antar pegawai, status kelembagaan (independen, pemerintah,
atau semu pemerintah), sistem kerja atau model alur kerja (work-flow)




termasuk  fungsi-fungsi  manajemennya  (perencanaan,  koordinasi,
pengawasan, dan sebagainya), serta dasar hukum pembentukannya.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap spesifikasi rancangan struktur
organisasi sebagaimana langkah-langkah terscbut diatas, maka barulan dapat
disusun atau ditentukan rancangan struktur orgamisasi Penilai Kinerja
Pelayanan Umum yang baru sebagai modifikasi atau hasil kerja penataan
kelembagaan (institutional arrangements). Bentuk kelembagaan Penilai
Kinerja Pelayanan Umum sendiri dapat diformulasikan dalam beberapa
alternatif, scbagaimana dipaparkan lebih lengkap pada butir (5) dibawah ini.

B. SDM Penilai Pelayanan

Permasalahan awal yang berkaitan dengan sumber daya manusia penilai
kinerja pelayanan ini adalah pengadaannya (recruitment). Akan tetapi
masalah ini akan sangat tergantung pengaturannya berdasarkan bentuk
kelembagaan yang dipilih. Artinya, sumber pengadaanya dapat berasal dari
rekrutmen baru, atau dar pegawai instansi lain yang diperbantukan dan atau
dipckerjakan, atau dilaksanakan oleh suatu instansi dengan komposisi
pegawail yang sudah ada namun diberikan fungsi tambahan dalam bidang
penilaian kinerja pelayanan umum.

Disamping itu, perlu diadakan perancangan pola pengembangan karir
pegawai dalam jenjang jabatan di lingkungan lembaga penilai yang
bersangkutan, serta kemungkinan pengembangan efektifitas pola promosi
dan mutasi jabatan antar satuan kerja, antar daerah, serta jalur promosi dan
mutasi jabatan ke dalam lingkungan organisasi pemerintah lainnya, baik
secara honsontal, vertikal, maupun diagonal (cross posting), baik lintas
scktoral maupun lintas regional.

Dalam pengaturan mengenai status kepegawian ini, satu hal yang tidak bolch
dilupakan adalah perlunya dilakukan identifikasikan jenis-jenis pekerjaan
vang membutuhkan keahlian dan atau keterampilan tertentu sebagai bahan
untuk pengembangan jabatan fungsional. Termasuk dalam hal ini adalah
perlunya diciptakan suatu instrumen untuk beberapa kepentingan misalnya :
mendapatkan orang yang cakap ; menyatakan kepada mereka apa yang ingin
kita capai ; serta mencrangkan bagaimana cara mengerjakan apa yang
diinginkan
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C. Sumber-Sumber Daya Yang Diperlukan

Pembentukan unit / satuan kerja baru (cq. Penilai Kinerja Pelayanan Umum)
perlu memperhitungkan implikasinya di bidang sumber daya, seperti
kecenderungan memperbesar birokrasi, menyulitkan masyarakat, atau justru
membebani anggaran keuangan negara, Namun untuk meningkatkan kinerja
scktor publik secara keseluruhan, maka pembentukan kelembagaan terscbut
tidak dapat dihindari, schingga yang penting dilakukan adalah analisis
komprehensif  untuk  menckan  dampak-dampak  yang  kurang
menguntungkan.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam rangka pengorganisasian sumber-
sumber daya, adalah melakukan identifikasi beban tugas unit / satuan kerja
organisasi secara periodik, serta kebutuhan bahan / alat kerja, baik kuantitas
maupun kualitasnya. Upaya ini perlu didukung dengan kegiatan pemantavan
terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan teknologi untuk
memudahkan perencanaan dalam pengadaan sumber-sumber daya.

Untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penggunaan sumber-sumber daya
terscbut, penggunaan analisis OM (organization and method) untuk
merancang prosedur kerja, juga sangat disarankan.

D. Pengaturan Yuridis (Dasar Hukum)

Prinsip utama yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan
perundangan mengenai kelembagaan penilaian kinerja pelayanan umum
disini adalah secara filosofis, matert (isi) maupun format (bentuk) peraturan
vang dirumuskan harus diabdikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Selanjutnya, bentuk peraturan perundangannyapun perlu
disesuaikan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga dapat terjamin legitimasi yuridisnya. Mengingat bahwa
Kelembagaan Penilaian Kinerja Pelayanan Umum ini sifatnya nasional dan
harus dilaksanakan dengan konsisten oleh semua pihak terkait, serta tidak
hanya berlaku untuk lingkungan departemen tertentu, maka bentuk
formalitas dari kelembagaan ini disarankan dituangkan dalam suatu
Keputusan Presiden. Pengaturan aspek-aspek lain sebagai penjabaran
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Keputusan Presiden tersebut dapat dilaksanakan olch Keputusan Menten
yang bertanggungjawab dalam' bidang Pendayagunaan Aparatur Negara,
vakni Menko Wasbang/PAN.

Dalam kaitan ini, konsiderasi dari suatu produk peraturan perundangan (cq.
Keputusan Presiden) perlu disusun dengan didahului oleh studi mengenai
perlunya peraturan yang akan disusun. Beberapa butir konsiderasi untuk
kepentingan peraturan perundangan disini disarankan paling tidak mcliputi
tiga hal yakni :

e bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan
perwujudan dari fungsi aparatur negara scbagai abdi negara dan abdi
masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu terus ditingkatkan sesuai
dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju:

e bahwa pelayanan kepada masyarakat yang diberikan olch instansi
pemerintah khususnya Dinas Daerah Tingkat II dirasakan masih
mengalami beberapa hambatan sehingga belum memberikan kepuasan
secara optimal kepada masyarakat;

e bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara#
Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
belum memberikan pedoman secara baku dan jelas mengenai pola
penilaian kinerja dan standarisasi pelayanan Dinas Daerah Tingkat II,
serta instansi / lembaga di daerah lainnya.

E. Alternatif Institusi Penilai

Memperhatikan kondisi kelembagaan penilai kinerja pelayanan umum saat
ini, dapat dikatakan belum ada suatu nstitusi fungsional vang bertugas
melakukan kinerja pelayanan umum dengan sasaran upaya peningkatan
kinerja. Itjen yang ada di lingkungan departemen teknis, dan Itwil yvang ada
di lingkungan pemerntah dacrah/wilayah, belum dapat dilakatan mstitusi
fungsional penilai kinerja pelayanan umum.

Demikian juga “Panitia Penilai dan Panitia Penentu™ hanya bersifat temporer
dan tidak memacu pemingkatan kinerja pelayanan. Untuk itu. ada enam
alternatif institusi penilai yang diajukan, vaitu:
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Alternatif Pertama

Penilaian kinerja pelayanan umum dilakukan olch suatu kelembagaan
dalam bentuk tim khusus (Panitia Penilai) vang beranggotakan
personil-personil yang kredibilitasnya diakui olch masyarakat baik dan
instansi-instansi yang terkait, maupun dari masyarakat konsumen sendiri
sebagai wakil, dan bekerja hanya sewaktu-waktu. Dengan demikian,
keanggotaan personil dalam lembaga tidak bersifat struktural, melainkan
lebih mengarah kepada organisasi matriks, yang berasal dari instansi
yang berbeda-beda (lintas sektoral).

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin obycktivitas penilaian  dari
masing-masing personil. Penunjukkan personilnya sebagian atas
persetujuan rakyat melalui DPR/DPRD (Modifikasi Model Tim Penilai
Dalam Rangka “Abdi Satyabhakti). Sifat kepanitiaan temporer, dan
lingkup penilaian bersifat nasional. Selain memberikan penilaian
kinerja, kepanitiaan juga berwenang memberikan sertifikasi kepada
instansi yang telah memenuhi standard kualitas pelayanan. Alternatif ini
didasari argumentasi kredibilitas dan efisiensi. Kredibilitas disini
dimaksudkan bahwa berbagai pihak vyang terlibat didalamnya telah
memiliki komitmen yang cukup tinggi serta langkah-langkah konkrit
terhadap upaya-upaya peningkatan kinerja pelayanan umum. Sedangkan
efisiensi diharapkan dapat diwujudkan dari sifat kerjanya yang temporer
dan bentuk organisasi matriks yang tidak banyak pembidangan secara
hierarkhis.

Pembentukan kelembagaan yang terdiri dari Panitia Pengarah, Sub
PanitiaTeknis serta Panitia Penentu Akhir, ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, schingga
hal-hal yang menyangkut tentang pembagian tugas antar unit dan antar
pegawai, serta sistem kerja atau model alur kerja, juga diatur olch
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Alternatif Kedua
Penilaian dilakukan oleh institusi fungsional eksternal yang sclama ini

melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan olch
insatansi-instansi pemerintah, yaitu BPK atau BPKP. Dengan demikian
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kelembagaan  bersifat permancn, dan lingkup penilaian  bersifat
nasional. Hasil pemlaian terhadap Dinas / Instansi / Lembaga di
sampaikan kepada mstitusi terkait, diantaranya kepada DPR-RI sebagai
wujud akuntabilitas politis, kepada Menteri dan atau Kepala Dacrah
untuk kepentingan akuntabilitas administratif, serta diumumkan secara
luas melalui media massa sebagai pencerminan akuntabilitas publik
fungsi pelayanan Dinas / Instansi / Lembaga yang bersangkutan. Dalam
model kelembagaan ini, susunan personil disusun dart pegawai instansi
pemerintah yang ditunjuk sebagai Lembaga Penilai (BPK atau BPKP),
dan pembentukannya dilakukan dengan suatu Keputusan Presiden.

Selain memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan, institusi ini
juga berwenang memberikan sertifikasi kepada instansi yang memenuhi
standard kualitas pelayanan. Alternatif ini didasarkan pada argumentasi
efisiensi dan pendayagunaan institusi yang telah ada. Hal i berarti
tidak perlu memperbesar / mengembangkan institusi Khusus yang
bertugas memberikan penilaian kinerja pelayanan umum.

Alternatif Ketiga “

Penilaian dilakukan oleh institusi fungsional internal yang selama ini
melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan olch
insatansi-instansi pemerintah di daerab/wilayah, vaitu' Inspektorat
Wilayah. Dengan demikian kelembagaan bersifat permanen, dan
lingkup penilaian bersifat regional. Selain melakukan penilaian,
institusi ini juga berwenang memberikan serrifikasi kepada unit
pelayanan yang telah memenuhi standard kualitas. Alternatif ini juga
didasarkan pada argumentasi efisiensi dan pendayagunaan institusi yang
telah ada.. Dengan kata lain, fungsi Inspektoral Wilavah vang selama ini
lebih kepada “pemeriksaan” ditingkatkan kepada fungsi peniluan
terhadap kualitas layanan dari lembaga-lembaga pemerintah di tingkat
daerah. Dalam hal i, hasil pemlaian tidak hanya dilaporkan kepada
Kepala Daerah saja, namun juga diserahkan kepada DPRD untuk
diadakan wupaya tindak lanjut, baik berupa pemberian  reward
(penghargaan) maupun punishment (sanksi)
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4. Alternatif Keempat

Penilaian dilakukan olch suatu mstitusi baru yang dibentuk khusus untuk
melakukan penilaian, dan beranggotakan personil-personil yang secara
luas telah diakui kredibilitasnya. Kedudukan institusi tersebut bersifat
independen; dan pembentukannya atas persetujuan rakyat melalui
DPR/DPRD. Sifatnya institusi adalah permanen, dan lingkup
penilaiannya bersifat regional dan nasional (bertingkat). Sclain
memberikan penilaian, institusi ini juga berwenang memberikan
sertifikasi kepada instansi yang telah memenuhi standard kualitas
pelavanan. Alternatif ini didasari olch argumentasi kredibilitas,
kontinuitas penilaian, dan kepercayaan masyarakat.

Alternatif ini membutuhkan persiapan yang cukup panjang dan matang.
Scbab, dari aspck legalitasnya saja sudah mengharuskan adanya
pembahasan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif (dalam bentuk
UU atau Perda). Disamping itu, pengalokasian sumber daya (manusia,
keuangan, perlengkapan, dan sebagainya), juga tidak dapat dipenuhi
dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya, untuk dapat membentuk
institusi pada 27 Propinsi serta lebih darn 400 Kabupaten / Kota, jelas
merupakan langkah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, alternatit ini
lebih cocok untuk penerapan jangka panjang,

5. Alternatif Kelima

Penilaian dilakukan oleh Kantor Menteri Koordinator Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
(WASBANGPAN). Dengan demikian kelembagaan bersifat permancn,
dan lingkup penilaian bersifat nasional. Selain memberikan penilaian.
Kantor Menko WASBANGPAN juga berwenang memberikan
sertifikasi kepada unit pelayanan yang telah memenuhi standard kualitas.
Altematif ini didasari oleh argumentasi efisiensi dan relevansi migas

pokok dan fungsi Kantor Menko WASBANGPAN tersebut.

Personalia yang terlibat dalam tim penilai sendiri tidak selalu harus
berasal dari Kantor Menko Wasbangpan, tetapi dapat juga memasukkan
unsur-unsur lain seperti YLKI, DPR. LAN, Bappenas, Departemen
teknis. PWI, Kadin, dan sebagainya. Namun, penanggungjawab akhir
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terhadap pentlaian kinerja pelayanan tetap berada pada Kantor Menko
Wasbangpan ini. Dengan demukian, pola penilaian kinerja (baca
pemberian penghargaan) bagi instansi yang mampu memberikan
pelayanan paling berkualitas sebagaimana pada model Abdi Satya
Bhakti, diperluas lagi tidak semata-mata menyangkut hal ihwal
mengenai penganugerahan predikat sebagai pelayanan terbaik, namun
lebih dikembangkan kepada penerapan sistem penilaian kinerja, baik
meliputi aspek institusi, prosedur atau mekanisme, serta kriteria atau
standararisasi mutu pelayanannya.

Alternatif Keenam

Khusus untuk penilaian kinerja pelayanan administratif dilakukan olch
Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan demikian
kelembagaan bersifat permanen, dan lingkup penilaian bersifat
nasional. Selain - memberikan penilaian, LAN juga berwenang
memberikan sertifikasi kepada unit pelayanan administratif yang telah
memenuhi standard kualitas. Alternatif ini didasari oleh argumentasi
efisiensi dan relevansi tugas pokok dan fungsi LAN, khususnya, sesuai
dengan Keputusan Presiden yang baru, yakni Keppres Nomor 8 Tuhun
1999 jo. Nomor 20 tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara.
Dalam Keppres baru ini dibentuk kedeputian Litbang Kajian Manajemen
dan Pelayanan. Pada unit inilah, maka fungsi penilaian kinerja pelayanan
umum dapat dilakukan.

Sebagaimana halnya pada alternatif V, pada altematif inipun
dimungkinkan bahwa personalia yang terlibat dalam tim penilai sendiri
tidak selalu harus berasal dari Kantor LAN, tetapi dapat juga
memasukkan unsur-unsur lain seperti YLKI, DPR, Kantor Menko
Wasbangpan, Bappenas, Departemen Teknis, PWI, Kadin, Setneg, dan
sebagainya. Namun, penanggungjawab akhir terhadap penilaian kinerja
pelayanan tetap berada pada Kantor Lembaga Administrasi Negara ini.
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F. Alternatif Mekanisme Penilaian Kinerja Pelayanan Umum

Pengaturan tentang mekanisme penilaian kinerja pelayanan umum berarti
bahwa setiap Dinas / Badan / Lembaga perlu melakukan perumusan dan atau
perancangan mengenai penctapan pembakuan / standarisasi kerja untuk
memenuhi tuntutan teknis pekerjaan Dinas / Badan / Lembaga yang
bersangkutan, disertai dengan penyusunan sistem dan prosedur kerja dalam
bentuk pedoman kerja, tata cara kerja, dan sistem koordinastnya. Dalam
kaitan dengan ini terdapat dua altematif yang dapat diajukan sebagai berikut.

1. Alternatif Pertama

Model mekanisme penilaian sebagai mana penilaian dalam rangka
pemberian “Penghargaan Abdi Satya Bakti” yang dilakukan oleh Tim
Penilai yang dibentuk oleh Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara, secara garis besar mekanisme penilaian tersebut sebagai berikut:

a.

Berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan instansi dari hasil
penilaian serta pertimbangan Panitia Penilai Tingkat Nasional dan
Panitia Penentu Tingkat Akhir (PANTUHIR) setiap tahun Menpan
menetapkan unit-unit Pelayanan Percontohan dengan keputusan
Menpan.

Penetapan unit-unit pelayanan percontohan setiap tahun didasarkan
atas keputusan rapat panitia penentu tingkat akhir yang dibentuk
dengan keputusan Menpan.

Bagi unit-unit pelayanan yang ditetapkan sebagai unit pelayanan
percontohan diberikan penghargaan.

Bagi  unit-unit  pelayanan  percontohan  yang  berhasil
mempertahankan predikat sebagai unit pelayanan percontohan
selama 5 tahun berturut-turut akan diberikan penghargaan pula.
Penghargaan tersebut diserahkan olch Presiden RI dalam suatu
upacara di Istana Negara.

2. Alternatif Kedua

Penilaian dilakukan secara rutin oleh institusi fungsional baik institusi
yang selama ini telah ada dan diberi tambahan wewenang,) maupun

i
!
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institusi  fungsional yang dibentuk baru  (alternatif kedua, ketiga,
keempat, dan kelima, mengenai institusi). Adapun mekanisme vang
diusulkan adalah sebagai berikut:

a.

b.

Penilaian  dilakukan  secara rutin sctiap tahun  olch institusi
fungsional,

Untuk mendapatkan informasi tentang kinerja pelavanan yang
dilakukan oleh suatu dinas tertentu, penilaian dilakukan terhadap
input, proses, output, dan outcome.

Penilaian terhadap input, proses, dan output dilakukan terhadap
dinas yang bersangkutan. Sedangkan penilaian terhadap outcome,
berupa kepuasan konsumen dilakukan secara langsung oleh institusi
fungsional penilai terhadap masyarakat konsumen pemakai barang /
Jasa yang dihasilkan oleh dinas yang bersangkutan.

Selain melakukan survey terhadap konsumen, institusi fungsional
secara terbuka menerima berbagai  keluhan, komentar, kritik.
masukan dan saran dari masyarakat luas mengenai kinerja pelavanan
dinas-dinas yang ada. Kritik dan saran tersebut juga merupakan
bahan penilaian kinerja dinas. -

Hasil penilaian dipublikasikan dengan transparan, melalui media
massa dan jurnal khusus yang diterbitkan olch institusi fungsional
penilai kinerja pelayanan umum tersebut. Publikasi hasil penilaian
dilengkapi  dengan  peringkat  dinas  berdasarkan  kinerja
pelayanannya.

Sewaktu-waktu dapat diberikan penghargaan bagi vang berprestasi
dan hukuman bagi yang kinerjanya tidak baik.

G. Alternatif Instrumen Penilaian Kinerja Pelayanan Umum

Ada tiga alternatif instrumen yang ditawarkan untuk menilai kinerja dinas
Daerah Tingkat 1I ini, yaitu sebagai berikut:

1. Alternatif Pertama

Penilatan dilakukan dengan instrumen yang berlaku universal untuk
semua mstans: penyelengara pelayanan umum dan untuk semua jenis
pelayanan.  Aspck-aspek  yang dinilai mengacu kepada 9 kriteria

18



sebagaimana penilaian yang dilakukan dalam rangka Pemberian
Penghargaan “Abdisatyabhakti”. Kesembilan kriteria tersebut adalah
sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Penilaian Kinerja Pelayanan Umum (Model Abdisatyabhakti)

e Kesederhanaan, e Ekonomis,

« Kejelasan Dan Kepastian, e Keadilan Yang Merata,
e Keamanan, « Ketepatan Waktu,

o Keterbukaan, e Kiriteria Kuantitatif

« Efisien,

2. Alternatif Kedua

Penilaian dilakukan dengan instrumen yang berlaku universal untuk
semua instansi penyelengara pelayanan umum dan untuk semua jenis
pelayanan. Aspek-aspek yang dinilai misalnya dapat mengacu kepada
konsepsi Malcolm Baldrige, sebagai berikut:
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Tabel 2
Indikator Penilaian Kinerja Pelayanan Umum (Malcolm Baldrige)

Kepemimpinan (95)

1. Kepemimpinan Eksekutif Senior (45)

2. Manajemen Mutu (45)

3. Tanggung Jawab Publik dan Kewargaan
Perusahaan (25)

Informasi dan Analisa (75)

1.  Ruang Lingkup dan Manajemen Mutu
serta Data dan Informasi kerja (15)

2. Perbandingan dan Tolok Ukur Daya Saing
(20)

3.  Analisa dan Penggunaan Data Tingkat
Perusahaan (40)

Perencanaan Mutu Strategis (60)

1. Strategi Mutu dan Proses
Kinerja Perusahaan (35)

2. Mutu dan Rencana Kinerja (25)

Perencanaan

Pengembangan dan Manajemen SDM (150)

1. Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya
Manusia (20)

Keterlibatan Pegawai (40)

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (40)
Kinerja dan Penghargaan Pegawai (25)
Kesejahteraan dan Kepuasan Pegawai (25)

ol ol i o

Mutu Manajemen Strategis (140)
1. Rancangan dan Pengenalan akan Produk dan
Jasa yang bermutu (40)

2. Manajemen Proses : Proses Produksi serta
Penyerahan Produk dan Jasa (35)
3. Manajemen Proses Proses Bisnis  dan

Pelayanan Pendukung (30)
4. Mutu Pemasok (20)
5. Penilaian Mutu (15)

Mutu dan ITasil Operasional (180)

1. Hasil Mutu Produk dan Jasa (70)

2. Hasil Operasional (50)

3. Proses Bisnis dan Hasil Pelayanan Pendukung
(25)

4. Hasil Mutu Pemasok (35)

Fokus dan Kepuasan Pelanggan (300)

1. Ekspektasi Pelanggan : Sekarang dan Di Masa
Depan (33)

Manajemen Hubungan Pelanggan (65)
Komitmen Kepada Pelanggan (15)

Penentuan Kepuasan Pelanggan (30)

Hasil Kepuasan Pelanggan (85)

Perbandingan Kepuasan Pelanggan (70)

Sua L

3. Alternatif Ketiga

Penilaian dilakukan dengan instrumen yang berbeda untuk klasifikasi

Dinas Dati II yang berbeda. Pengklasifikasian Dinas Dati Il didasarkan

kepada tiga kategori, yaitu:

e  Dinas Dati Il yang mempunyai tugas pokok menghasilkan PADS.

e Dinas Dati II yang mempunyai tugas pokok utama memberikan
pelayanan.

e Dinas Datt II yang mempunyai tugas pokok dua-duanya
(menghasilkan PADS dan memberikan pelayanan),

Instrumen yang dipergunakan disesuaikan dengan indikator-indikator
pelayanan yang relevan dengan tugas dan fungsi dinas-dinas tersebut.
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Misalnya dapat diambil dari saran Graeme Hodge (1993) sebagai

berikut:

Tabel 3
Contoh Pengukuran Efektivitas Pelayanan Umum (Graeme Hodge)

1 2 : 4 5
Pelayanan « Kenyaman « Kondisi Jalan « Tingkat kebersihan | e Observasi
Kebersihan e Estetika dan Tetangga secara kuantitatif langsung

» Kepuasan e Kebersihan e Tingkat kepuasan | e Dokumen aparat
Penduduk « Komplein secara kuantitatif atau unit
secara Umum | Penduduk  Jumlah penduduk organisasi terkait
yang complain
Pelayanan « Kenikmatan | ¢ Kepuasan e Persentase rumah | » Survey umum
Tempat « Kenyamanan penduduk tangga yang terhadap
Rekreasi memanfa-atkan penduduk
Taman dan Tempat
Rekreasi
Pelayanan « Kepuasan * Penduduk « Presentasi jumlah | e Survey terhadap
Perpustakaan Penduduk (pengguna) pengguna yang pengguna jasa
secara merasa puas puas perpustakaan
menyeluruh
Pelayanan » Perlindungan | e Tingkat = Laporan tindak » Laporan insiden
Keamanan dari | dari tindak kejahatan yang kejahatan per 1000
Kejahatan kejahatan dilaporkan penduduk
Pelayanan e Memini- e Kerugian harta | e Kerugian langsung | e Estimasi Dinas
Pemadam malisasi benda akibat kebakaran kebakaran dan
Kebakaran kerugian perusahaan
asuransi
Pelayanan ¢ Kendaraan ¢ Dapat « Persentase e Survey terhadap
Angkutan umum |  yang dapat dipergunakan penduduk yang penduduk secara
dipergunakan/ bepergian de-ngan umum
dimanfaatkan kendaraan umum
Pelayanan Air | » Kesehatan » Jumlah kasus yang | Dinas kesehatan
bersih dan kesinam- dikomfir-masikan di
bungan air kota
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4. Alternatif Keempat

Instrumen penilaian  didasarkan kepada variabel dan indikator
sebagaimana hasil penelitian LAN sebelumnya. Model instrumen ini
didasarkan kepada kajian terhadap berbagai instrumen yang
dikemukakan oleh berbagai model, kemudian ditawarkan kepada
instansi teknis (dalam hal ini Dinas Dati 1I) untuk mendapatkan koreksi
dan penyesuaian dengan instansinya masing-masing. Variabel dan tolok
ukur yang diajukan untuk melakukan penilaian kinerja pelayanan Dinas
Dati II sebagai berikut:

Tabel 4
Variabel dan Tolok Ukur Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas Dati 11
(Model “Hasil Penelitian LAN”)

1 !
Kemudahan prosedur pelayanan
Kemudahan tatacara pembayaran

Kemudahan persyaratan teknis
Kemudahan persyaratan administratif
Kemudahan persyaratan fisik
Kemudahan untuk dihubungi jika ada kepertuan
Kemudahan berbagai ketentuan untuk difahami
Kemudahan mekanisme/prosedur pengaduan
endaflaran

[ N Y )

dur

Kemudahan mekanisme/prose

10. Kecepatan proses penyelesaian pelayanan

i Kecepatan menangam keluhan pelanggan

12, Kecepatan dalam pengambilan Keputusan berkaitan
dengan nengaduan nelangaan

13

Kecepatan hubungan dengan pelanggan

aricbel Kejelasan
14. Kejelasan rincian biaya
15. Kejelasan dan Kepastian jadus! -
16. Kejelasan penanggung jawab
L7 Kejelasan hak konsumen
18. Kejelasan kewajiban konsumen
19. Kejelasan hak yang memberi pelayanan
20. Kejelasan kewajiban yang memberi pelayanan




21.

Kejelasan pejabat yang menenima keluhan

22.

Kejelasan jenis pelayanan yang diberikan

23. Kenyamanan dalam pendaflaran

24, Kenyamanan dalam menerima pelayanan

25. Kesinambungan layanan yang diberikan

26. Konsistensi antara rencana dengan realisasi layanan

27. Konsistensi antara janji layanan dengan pemenuhan
layanan kepada pelanggan

28. Konsistensi antara peraturan/ketentuan tentang
pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan

29. Jaminan dan kepastian hukum

30. Keterbukaan dalam menerima keluhan pelanggan

3L Keterbukaan dalam menerima saran dani
pelanggan/masyarakat

32 Keterbukaan informasi mengenai prosedur pengajuan

33, Keterbukaan informasi mengenai produk layanan

34,

Penggunaan sumber daya manus

Pengunaan sumber dana

Penggunaan peralatan

Penggunaan metode pelayanan

Penggunaan bahan baku

Rasio biaya terhadap nilai layanan

Pencapaian target layanan

41. Alokasi dana untuk peningkatan kinerja pelayanan
42. Kuantitas pemberian produk layanan
43. Kontribusi terhadap PADS

44, Luas jangkauan pelayanan

45. Rasio antara kemampuan melayani dengan permintaan
masvarakat

46. Adaftidaknya sistem subsidi silang dalam memberikan
pelavanan

47. Tingkat pemerataan distribusi pelayanan

48. Ada/tidaknya diskriminasi dalam memberikan
pelavanan antara berbagai kelompok/pelanggan

49. Kemampuan masyarakat untuk menjanghau

50. Jumilah pekerjaan yang tertunda
51. Kesesuaian jumlah layanan dengan pesanan
52 Kesesuaian kualitas layanan dengan pesanan
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Ketepatan penanganan terhadap keluhan

Ketepatan waktu penyelesaian layanan

Hubungan/komunikasi dengan pelanggan

Umpan balik dari pelanggan

Keterlibatan pelanggan dalam mengajukan layanan

Pengawasan dari pelang,

59. Kelengkapan sarana pelayanan

60, Kesederhanaan struktur organisasi

61. Kemudahan unit pelayanan untuk dijangkau
masyarakalpelanggan

62. Kesesuaian struktur organisasi dengan jenis pelayanan

yang diberikan

Pemanfaatan teknologi untuk kelancaran pelayanan

Keserasian koordinasi antara unit dalam organisas

i dengan insta in yang terkait

Keserasian koordin

ing

un

66,

67, Adaftidaknya pengawasan mutu
G8. Diversifikasi pelayanau

G9. s ing/competitivene

70.

Pendidikan pegawai

o 8 Keserasian hubungan antar pegawai

Te. Rasio pegawai terhadap jumlah konsumen

73. Kejelasan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan bagi
setiap pegawal

74. Kejelasan pendelegasian wewenang dalam

memperlancar pelavanan

Kesopanan

Penampilan

Kejuguran

cpuasan Pelanggan.

Kepercayaan konsumen

79. Tingkat resiko bagi konsumen

80. Kepuasan pelanggan

81, Manfaat Layanan bagi pelanggan

82. Rasio amtara Jumlah pengaduan dengan jumlah layanan
(pelanggan)

83. Pemenuhan kebutuhan pelanggan
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RS, Ketanggapan terhadap keluahan pelanggan

86, Ketanggapan terhadap keinginan pelanggan
riabel- Pelaksan

Ketertiban admimstrasi

Ketertiban teknis pelayanan

Pemberlakuan budaya antri

H. Penentuan Instrumen Penilaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dari sctiap
model yang dijaukan, maka dapat diidentifikasi bahwa mode penilaian
Abdisatyabhakti cukup sederhana namun belum disertai dengan indikator-
indikator operasional serta tidak membedakan antara jenis layanan vang
berbeda dan instansi yang berbeda. Model Malcolm Baldrige secara teoritis
lebih lengkap, namun juga kurang operasional dan lebih relevan untuk
perusahaan. Model penelitian LAN tahun yang lalu cukup lengkap, namun
juga tidak operasional sehingga sulit untuk diaphkasikan. Sedangkan Model
Graeme Hodge nampaknya lebih operasional dengan proksi-proksi yang
dapat ditetapkan. Namun demikian dilihat kelengkapannya Model Graeme
Hodge ini tidak lebih lengkap dibandingkan dengan model-model lainnya.
Untuk itu, perumusan instrumen penilaian didasarkan kepada hasil
modifikasi dari semua model yang diajukan. Sebagai ilustrasi, berikut ini
diberikan model penilaian hasil modifikasi tersebut, dengan beberapa contoh
instansi dan jenis layanan tertentu.

Berdasarkan hasil modifikasi tersebut, melahirkan instrumen penilaian yang
berbeda sesuai dengan jenis dinas dan jenis pelayanan yang diberikan. Jenis
pelavanan kebersthan vang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
misalnya, tidak penting untuk dinilai berdasarkan vanabel daya samg produk
layanan, karena penyelenggara kebersthan di Daerah Twngkat Il hanya
dipegang oleh Dinas Kebersthan dan Pertamanan mi. Demikian juga,
pelayanan pemadaman kebakaran tidak perlu dinilai berdasarkan variabel
ckonomis, karena dinas i tidak diberikan fungsi untuk menghasilkan
PADS.
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I. Rumusan Instrumen Penilaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dari sctiap
model yang diajukan, maka dapat diidentifikasi bahwa model penilaian
Abdisatyabhakti cukup sederhana namun belum disertai dengan indikator-
indikator operasional serta tidak membedakan antara jenis layanan vang
berbeda dan instansi yang berbeda. Model Malcolm Baldrige secara teoritis
lebih lengkap, namun juga kurang operasional dan lebih relevan untuk
perusahaan. Model penelitian LAN tahun yang lalu cukup lengkap, namun
juga tidak operasional sehingga sulit untuk diaplikasikan. Sedangkan Model
Graeme Hodge nampaknya lebih operasional dengan proksi-proksi yang
dapat ditetapkan. Namun demikian dilihat kelengkapannya Model Graeme
Hodge ini tidak lebih lengkap dibandingkan dengan model-model lainnya.
Untuk itu, perumusan instrumen penilaian didasarkan kepada hasil
modifikasi dari semua model yang diajukan. Sebagai ilustrast, berikut ini
diberikan model penilaian hasil modifikasi tersebut, dengan beberapa contoh
instansi dan jenis layanan tertentu.

Berdasarkan hasil modifikasi tersebut, melahirkan nstrumen penilaian vang
berbeda sesuai dengan jenis dinas dan jenis pelayanan yang diberikan. Jenis
pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
misalnya, tidak penting untuk dinilai berdasarkan variabel daya saing produk
layanan, karena penyelenggara kebersihan di Daerah Tingkat II hanya
dipegang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini. Demikian juga,
pelayanan pemadaman kebakaran tidak perlu dinilai berdasarkan variabel
ekonomis, karena dinas ini tidak diberikan fungsi untuk menghasilkan
PADS.

Berdasarkan variabel, indikator, serta proksi-proksi tersebut kemudian
dirumuskan dalam beberapa formulir penilaian sebagai instrumen penilaian
kinerja Dinas Dati II. Formulir-formulir yang diperlukan dalam melakukan
penilaian ini dalam model yang sederhana dapat dilihat pada Matriks-2,
Matriks-3, dan Matriks-4.
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Nama Dinas
Tahun

Contoh Matriks-2
Formulir Pengisian Targe! {2 leaiicasi Pelayanan Pada Tahun Tertentu
(Sebagai Bahan Penilaiai cencapaian / Achievement Evaluation)

Kepala
BT ——————
Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat IT ... .

TTD
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L5 ]

Kriteria Pemberian Anugerah Bagi Instansi Pelayanan
Terbaik (Award for Excellence)

Kriteria pemberian penghargaan di dasarkan pada penilaian terhadap

dimensi input, proses, output dan outcomes dari jenis-jenis pelayanan

tertentu yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Instansi yang menunjukkan kinerja pelayanan tinggi dan atau memenuhi
kriteria penilaian yang ditetapkan, berhak menerima penghargaan
sebagai "Instansi Terbaik" dalam pemberian pelayanan kepada
masyarakat. '

Penganugerahan penghargaan terhadap instansi terbaik tersebut berlaku

s

~untuk periode 3 (tiga) tahunan, dan setelah itu instansi vang -

bersangkutan dapat mengajukan usulan kembali untuk ikut serta dalam
lomha atau penilaian untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya.

Meskipun pemberian penghargaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahunan, namun proses pemeriksaan sebagai bahan pengambilan
keputusan dan atau penetapan pemberian penghargaan, tetap dilakukan
secara rutin | (satu) tahunan.

Untuk menetapkan instansi terbaik serta penghargaan yang akan
diserahkan, dibentuk "Dewan Penilai Kualitas Pelayanan" yang diketuai
oleh Menko Wasbangpan, dengan anggota yang terdiri dari berbagai
unsur seperti LAN, Setneg, Departemen Teknis terkait, YLKI, dan
sebagainya. Dewan ini menetapkan pemberian anugerah pada setiap
periode.

Instansi pemberi pelayanan yang muncul sebagai pemenang bisa banyak
atau lebih dari satu, sesuai dengan kategori-kategori yang akan
ditetapkan kemudian. Namun, diantara para pemenang pada tiap-tiap
kategori tersebut, hanya ada satu instansi terbaik vang berhak atas
anugerah tertinggi.
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Kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam
pemberian penghargaan anugerah pelayanan, antara lain adalah sebagai
berikut :

“.

epemimpinan (leadership).

Artinya, sejauhmana para pemimpin organisasi pelayanan
menunjukkan komitmen terhadap masalah mutu atau kualitas
pelayanan, serta bertanggungjawab atas segala bentuk layanan yang
diselenggarakan.

Keterlibatan pelanggan dan instansi terkait dalam pemberian
jenis layanan tertentu (client and stakeholder involvement atau
client focus).

Kriteria ini mengajarkan bahwa suatu organisasi pelayanan harus
mampu  mengidentifikasi  pelanggan  yang harus dilayani,
menentukan macam dan jumlah kebutuhannya, serta mengolah
berbagai informasi mengenai hal terscbut untuk meningkatkan

produk dan jasa pelayanan yang terukur. i

Keterlibatan karyawan dalam pemberian jenis layanan tertentu
(employee involvement atau people focus).

Ini berarti bahwa suatu organisasi pelayanan perlu memperhatikan
dengan sungguh-sungguh pegawainya untuk selalu menunjukkan
produktivitas kerjanya secara optimal. Hal-hal yang harus
diperhatikan disini antara lain menyangkut aspek rekrutmen,
pendidikan yang berkelanjutan, inovasi, pemberdayaan, umpan
balik, pengakuan dan penghargaan atas prestasi, dan sebagainya.

Inovasi dalam pemberian layanan (/nnovation).

Inovasi merupakan faktor kunci untuk dapat memberikan pelayanan
yang berkualitas secara kontinyu. Inovasi dapat muncul dari individu
pegawai, sikap kreatif, serta lingkungan kerja yang kondusif. Olch
karena itu, ketiga hal ini perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan
inovasi dalam organisasi.
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Penerapan manajemen resiko (risk management).

Peningkatan kreativitas, inovasi dan keterlibatan pegawai membawa
resiko berupa kemungkinan terjadinya kegagalan. Perlu langkah-
langkah untuk memperkecil ata mengeliminasi kemungkinan
kegagalan ini.

Pengukuran (measurements)

Pengukuran kualitas disini bertujuan untuk mendekatkan kebutuhan
pelanggan dengan pemenuhan, atau mengurangi kesenjangan antara
harapan dengan penerimaan pelayanan.

Untuk keperluan pengukuran kinerja oleh Instansi Penilai, maka kepada
sctiap instansi pemberi layanan diwajibkan memiliki serial pedoman
yang mengatur topik-topik dalam fungsi pelayanannya. Topik-topik
yang harus diatur dalam buku serial pedoman adalah :

a.
b.
c
d

S

Konsultasi Pelanggan (client consultation).

Pengukuran Kepuasan Pelanggan (measuring client satisfaction).
Kerjasama dengan Pihak Ketiga (working with unions).

Jaminan terhadap adanya lingkungan pembelajaran yang kondusif
(establishing a supportive learning environment).

Pengakuan terhadap prestasi individu maupun kelompok
(recognition of individuals and teams).

Pengamatan terhadap masalah kepegawaian (employee surveys).
Penetapan standar pelayanan (service standards).

Upaya peningkatan kualitas melalui benchmarking dan praktek
pelayanan terbaik (benchmarking and best practices).

Komunikasi dengan seluruh pihak yang  berkepentingan
(communications).

Instansi Peserta Penilaian

R

Departemen pemerintahan dan UPT yang menginduk kepadanya.
Lembaga pemerintahan non departemen, termasuk museum dan
instansi sosial lain yang bersifat non profit.

Badan usaha milik negara dan industri nasional.

Pemerintahan daerah.

Sekolah dan universitas.

Lembaga pendidikan lain seperti panti asuhan, SLB, dan-sejenisnya.
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7. Pengadilan.
8. Pelayanan-pelayanan untuk keadaan darurat (Polisi, Pemadam
Kebakaran, Ambulans, dan sejenisnyva).

Untuk dapat mengajukan permohonan sebagai peserta penilaian, instansi
yang bersangkutan harus telah memiliki buku serial pedoman
sebagaimana dijelaskan pada butir (h), sesuai dengan jenis layanannya
masing-masing.
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BAGIAN III

RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
TENTANG PROGRAM
NASIONAL PELAYANAN PRIMA
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Menimbang

Mengingal

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /1998

TENTANG

PROGRAM NASIONAL PELAYANAN PRIMA

[

bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat
merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, schingga
penyelenggaraannya perlu terus di-tingkatkan scsuai
dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju;

bahwa pelayanan kepada masyarakat yang diberikan olch
berbagai instansi pemerintah dirasakan masih mengalami
beberapa hambatan sehingga belum  memberikan
kepuasan secara optimal kepada masyarakat;

bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pola Penilaian
dan Standarisasi Kinerja Pelavanan Aparat Pemcrintab
Daerah.

Undang-Undang Dasar 1943

UU Nomor 5 Tahun 1974  temang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daeral;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelavanan
Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
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MEMUTUSKAN

Menetapkan . KEPUTUSAN  PRESIDEN TENTANG TENTANG
PROGRAM NASIONAL PELAYANAN PRIMA

PASAL 1
PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Pelayanan Masyarakat adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan
oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan
BUMN/BUMD dalam bentuk pelayanan administratif, jasa dan barang,

2, Penilaian Kinerja Pelayanan adalah tata cara pengukuran kualitas pelayanan
suatu Dinas yang dilakukan dengan menggunakan instrumen tertentu dan atau
variabel penilaian yang dinilai meliputi 17 item, serta berdasarkan prosedur atau
mekanisme tertentu.

3. Instansi Penilai, adalah instansi pemerintah tingkat Pusat maupun Daerah yang
ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara untuk melakukan evaluasi, penilaian, serta pengusulan kepada
Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
untuk mendapatkan penghargaan.

PASAL 2
VARIABEL PENILAIAN

Unsur-unsur yang menjadi variabel penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan
umum meliputi 17 (tujug belas) item, sebagai berikut;

1. Kesederhanaan, adalah tingkat :
¢ kemudahan pemahaman prosedur pendafiaran maupun pengaduan (tidak
berbelit-belit),
e kemudahan tata cara pembayaran,
= kemudahan persyaratan teknis, administratif dan fisik,
*  kemudahan untuk menghubungi petugas pelayan,

2. Kejelasan, adalah tingkat kejelasan dan kepastian mengenai
e  prosedur dan tata cara pelayanan umumn,
«  persyaratan pelayanan umum baik teknis maupun administratif,
e unit kerja dan atau pejabat yang berwenang atau bertanggungjawab
memberikan pelayanan umum,
= rincian biaya / tarif pelayanan wmum dan tata cara pembayarannya,
* jadual waktu penyelesaian pelayanan umum,
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¢ hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan,

s pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

Kepegawaian, adalah tingkat kualitas instansi / petugas pelayvanan yang
wangible, meliputi :

e kesopanan

e  penampilan

e  kejujuran

e rasio jumlah petugas dengan beban kerja

Keamanan, adalah keadaan proses serta hasil pelayanan umum yang dapat

memberikan :

«  kepastian hukum.

o  Kenyamanan dalam pendaftaran

e Kenyamanan dalam menerima pelayanan

e  Kesinambungan layanan yang diberikan

« Konsistensi antara rencana dengan realisasi layanan

« Konsistensi antara janji dengan pemenuhan

« Konsistensi antara peraturan/ketentuan tentang pelayanan dengan
pelaksanaan pelayanan

Efisiensi, adalah banyak sedikitnya persyaratan pelayanan umum, dan hanya
dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran
pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan
produk pelayanan umum yang diberikan, serta ada tidaknya pengulangan
pemenuhan kelengkapan persyaratan. Variabel efisiensi ini meliputi ©
e Jumlah pekerjaan yang tertunda
e Kesesuaian jumlah layanan dengan pesanan
e« Kesesuaian Kualitas layanan dengan pesanan
e Ketepatan penanganan terhadap keluhan

Ketepatan wakitu penyelesaian layanan

Kepuasan  Pelanggan  (Masyarakat), adalah tingkat kepercayaan dan
penerimaan pelanggan (masyarakat) terhadap pelayanan yang diberikan olch
suatu instansi tertentu, yang meliputi indikator sebagai berikut :

¢ Kepercayaan konsumen

+  Tingkat rasio bagi konsumen

e  Kepuasan pelanggan

Manfaat layanan bagi pelanggan

e  Rasio antara jumlah pengaduan dengan jumlah layanan

o  Pemenuhan kebutuhan pelanggan
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10.

14

Keadilan adalah cakupan / jangkauan pelayvanan umum, pendistribusian, dan

perlakuan dalam pendistribusian, dengan indikator sebagai berikut :

e Luas jangkauan pelayanan

« Rasio antara kemampuan melayani dengan permintaan masyarakat

=  Ada/tidaknya sistem subsidi silang dalam membenkan pelayanan

e Tingkat pemerataan distribusi pelayanan

« Ada/ tidaknya diskriminasi dalam memberikan pelayanan antara berbagai
kelompok / pelanggan

+ Kemampuan masyarakat untuk menjangkau

Sarana dan Prasarana, adalah segala sesuatu alat, bahan, metode atau proses
yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dibisang tertentu, yang
meliputi :

e Kelengkapan sarana pelayanan

» Kesederhanaan struktur organisasi

« Kemudahan unit pelayanan untuk dijangkau pelanggan

» Kesesuaian struktur organisasi dengan jenis pelayanan yang diberikan

« Pemanfaatan teknologi untuk kelancaran pelayanan

Ketepatan, adalah kualitas pelayanan dilihat dani pencapaian sasaran dan atau
tingkat kesalahan / keakurasian dalam pelaksanaannya, meliputi :
e Jumlah pekerjaan yang tertunda
+  Kesesuaian jumlah layanan dengan pesanan
Kesesuaian Kualitas layanan dengan pesanan
s Ketepatan penanganan terhadap keluhan
« Ketepatan waktu penyelesaian layanan

Kecepatan, adalah kualitas pelayanan dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk
penyelesaian suatu kegiatan tertentu, meliputi :

+  Kecepatan proses penyelesaian pelayanan

e Kecepatan menangani keluhan pelanggan

«  Kecepatan dalam pengambilan keputusan

 Kecepatan hubungan

Hubungan dengan Pelanggan, adalah keharmonisan interaksi antara pemberi
dan penerima pelayanan, yang meliputi :

e  Hubungawkomunikasi dengan pelanggan

+  Umpan balik dari pelanggan

» Keterlibatan pelanggan dalam mengajukan layanan
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13.

14.

15.

16.

17

e Pengawasan dan pelanggan

Daya Saing Produk, adalah kualitas pelayanan  dilihat dart keawcetan,
keindahan; dan jaminan terhadap suatu produk. yang meliputi &

+ Kualitas produk layanan

e Ada/tidaknya pengawasan mutu

e Diversifikasi pelayanan

» Daya saing/competitiveness

Keterbukaan, adalah sikap dan perilaku pemberi pelayanan tentang prosedur /
tala cara, persyaratan, satuan kerja / pejabat penanggungjawab pemberi
pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya / tarif, dan keterbukaan
dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan umum yang diberikan. Ini
meliputi insikator sebagai berikut ;

¢ Keterbukaan dalam menerima keluhan pelanggan

s  Keterbukaan dalam menerima saran dari pelanggan

« Keterbukaan informasi mengenai prosedur pengajuan

Ketertiban, adalah tingkat ketaatan dan keakuratan dalam hal prosedur
pelayanan tertentu, yang meliputi :

o Keterbukaan informasi mengenai produk layanan

e Ketertiban administrasi "

= Ketertiban teknis pelayanan

e Pemberlakuan budaya antri

Responsibilitas, adalah data tanggap dan kepedulian pemberi pelayanan
terhadap kondisi penerima pelayanan, yang meliputi :

e Ketanggapan terhadap saran pelanggan

e Ketanggapan terhadap keluhan pelanggan

» Ketanggapan terhadap keinginan pelanggan

Elkonomis, adalah nilai barang atau jasa pelayanan umum yang tidak menuntut
biaya tinggi diluar kewajaran, serta kondisi dan kemampuan masyarakat untuk
membayar secara umum. Ini meliputi indikator sebagai berikut :

e  Alokasi dana untuk peningkatan kinerja pelayanan

e Kuantitas pemberian produk layanan

e Kontribusi terhadap PADS

Keserasian, adalah tingkat tercapainya sinkronisasi. integrasi dan persepsi
antara pemberi dan penerima pelayanan schingga mampu meningkatkan
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kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepuasan kepada pelanggan /
masyarakat. Ini meliputi indikator sebagai berikut :

*  Keserasian koordinasi antara unit dalam organisasi

e Kescrasian koordinasi dengan instansi lain yang terkait

PASAL3
INSTANSI PENILAI

Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemantauan, penyebaran alat
ukur  (instumen), pemberian nilai / skor, dan pengusulan pemberian
penghargaan adalah Lembaga Administrasi Negara dengan melibatkan unsur
personalia dari instansi yang berkepentingan.

Kedudukan, tugas, fungsi dan uraian pekerjaan Instansi Penilai akan diatur
kemudian dengan Keputusan Menteri yang bertanggungawab  di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara.

Instansi Penilai bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri vang
bertanggungawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

PASAL 4
INSTRUMEN PENILAIAN

L a

[nstrumen yang digunakan dalam menilai kualitas pelayanan suatu instansi sckaligus
memberikan skor terdiri dari dua hal sebagai berikut:

L.
2,
3

Kuesioner Kepuasan Pelanggan / Masyarakat.

Formulir-formulir yang diperlukan sebagai alat ukur.

Instrumen penilaian tersebut disusun oleh Instansi Penilai dengan berkoordinasi
dengan instansi terkait dibawah pengawasan Menteri yang bertanggungawab di
bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

PASAL 5
PENGHARGAAN

Bagi instansi yang mencapai nilai tertentu (sangat baik / sangat berkualitas)
dalam penyelenggaraan pelayanan, akan diusulkan kepada Menteri yang
bertanggungjawab  di  bidang Pendayagunaan  Aparatur Negara  untuk
memperoleh penghargaan,

Bentuk, besar, dan jenis penghargaan akan ditetapkan kemudian oleh Menteri
yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara untuk
memperoleh penghargaan,
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PASAL 6
KETENTUAN LAIN

Segala ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayvanan umin

masih terus berlaku, kecuali telah diatur secara khusus dalam Keputusan i,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatabgenl cconemninngs T9DY
ud

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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BAGIAN 1V

PENUTUP
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PENUTUP

Demikian proposal mengenai "Pencanangan Program Nasional Pelayanan
Prima" ini disampaikan sebagai upaya mengantisipasi tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi. Dan perancangan program
ini diharapkan akan mampu mengantarkan masyarakat Indonesia pada
suasana peri kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan, melalui
reformasi paradigma administrasi negara khususnya pada aspek pelayanan
umum.

Bandung, April 1999

43



(14



	Cover Depan
	Halaman Judul
	Kata Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel dan Matriks
	Daftar Gambar
	Ringkasan Eksekutif
	01- BAB I
	02- BAB II
	03- BAB III
	04- BAB IV
	05- BAB V
	06- BAB VI
	07- BAB VII
	Daftar Pustaka
	Lampiran
	Proposal Kebijakan
	Daftar Isi 
	01- Bagian I 
	02- Bagian II
	03- Bagian III
	04- Bagian IV
	Cover Belakang

